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MOTTO 

 

Sesungguhnya bentuk-bentuk pemerintahan dan pendidikan sangat bergantung 

pada pandangan kita tentang manusia. Masalah ini adalah yang paling sulit dan 

luar biasa pentingnya dewasa ini, tetapi banyak orang mencari penyelesaian-

penyelesaian yang mudah.
1
) 

 

  

 

  

                                                           
1
 Louis O. Kattsoff dalam Soemargono, S. Pengantar Filsafat Terjemahan Element of Philosophy. 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) 
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ABSTRAK 

Intan Virgina Z.M, 2018. Dimensi Sosialisme Religius dan Pemikiran Politik Ir. 

Soekarno Tahun 1959-1966 M. 

Sosialisme Religius adalah paham yang membentuk susunan pada lapisan 

masyarakat untuk menggantikan kapitalisme yang timbul dari reaksi revolusioner 

dari golongan masyarakat kecil sehingga barang kepemilikan pribadi menjadi 

milik negara yang dipadukan dengan nilai perjuangan Islam. Sosialisme dan Islam 

memiliki hubungan baik, dimana nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur hubungan 

seorang hamba pada tuhannya, tetapi nilai-nilai Islam menjelaskan hubungan dan 

permasalahan sosial, politik, dan ekonomi baik dalam ranah kelompok serta 

bangsa.  

Fokus penelitian ini ada empat yaitu: (1) Bagaimana kondisi Sosial Politik 

Indonesia tahun 1959-1966?, (2) Bagaimana Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. 

Soekarno?, (3) Bagaimana Dimensi Sosialisme Pemikiran Politik Kebangsaaan Ir. 

Soekarno?, (4) Bagaimana Dimensi Religiusitas Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. 

Soekarno?.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejarah dari kondisi 

sosial politik Indonesia dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Selain untuk 

mengetahui kondisi sosial politik Indonesia, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui pemikiran politik kebangsaan Ir. Soekarno utamanya mengenai 

sosialisme dan religius. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Arkaeologi Pengetahuan. Sumber 

datanya berdasarkan studi kepustakaan dan studi kearsipan yang diambil dari 

sumber-sumber tertulis berupa buku, skripsi, jurnal, lembaran lepas berupa surat, 

edaran atau pemberitahuan (brosur) dan juga terbitan yang dibukukan berupa 

peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain. teknik pengumpulan datanya 

adalah menggunakan metode heuristik dan kritik sejarah, dan analisis datanya 

menggunakan interpretasi dan historiografi. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori geneologi kekuasaan dari Michel Foucualt. Teori ini 

mengacu pada kekuasaan yang tidak bisa dipahami hanya dengan barang 

kepemilikan oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan strategi juga 

menjadi salah satu faktor kekuatan pada kekuasaan terjadi pada pemimpin.  

Kata Kunci: Ir. Soekarno, Pemikiran Politik Kebangsaan, Sosialisme, 

Religiusitas. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kusno Sosrodiharjo yang dikenal dengan sebutan Ir. Soekarno dan 

panggilan akrabnya Bung Karno, tokoh pahlawan bangsa ndonesia yang 

dianugerahi bapak pahlawan proklamasi.
2
 Soekarno lahir dengan perpaduan 

keluarga (darah) bangsawan kelas priyayi dan brahmana yang mengakibatkan 

pola pikir Soekarno dan oleh keadaan pula (masa penjajahan di hindia-

belanda) ditentukan. Soekarno hidup pada masa belanda memerintah di bumi 

hindia-belanda (Indonesia). Dimana, belanda menggunakan sistem foedal 

“Foedal adalah sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan sepenuhnya 

kepada para bangsawan 

Sistem Foedal dengan pemerasan maka lahirlah suatu kelas yang 

disebut dengan proletar yang berasal dari kalangan kecil. Sistem ini sama 

dengan sistem kaum barat, sistem sosial politik dan ekonomi yang ditandai 

dengan kepemilikan alat-alat produksi. Kelas yang diperas pada masa belanda 

oleh kapitalisme dan imperialisme, sistem ini dikatakan sebagai sistem 

sosialisme.
3
 Sejak masa pergerakan Indonesia hingga masa revolusi, 

sosialisme sangat diminati dan tidak ditolak oleh para pendiri negeri ini baik 

                                                           
2
 Badri Yatim, Soekarno Islam dan Nasionalisme (Jakarta: Inti Aksara, 1985), 5. 

3
 Sosialisme mengacu pada sebuah ideologi, karena di dalamnya terdapat sebuah teori, ajaran, 

dokrin dan hal yang diyakini yang bersifat sistematis. Ideologi merupakan cara pandang 

membentuk karakter berfikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita.  

Kompas, “Ideologi: Arti, Sejarah dan Macamnya”, 11 Maret 2020. Diakses pada 26 Agustus 

2020. 
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2 

 

 

dari golongan nasionalis atau agamis, tidak terkecuali Soekarno.
4
 Soekarno 

memiliki pemikiran sosial politik yang sangat berpengaruh pada 

perkembangan bangsa Indonesia yang terbentuk berdasarkan kondisi dan 

situasi bangsa Indonesia, tidak terkecuali tahun 1959 hingga 1966, tahun dari 

berdirinya demokrasi terpimpin.
5
 

Penghayatan terhadap sosialisme dan agama terlihat pada Pemikiran 

Soekarno mengenai Islam dan politik yang terjadi secara bersamaan, dimana 

pemikiran politik ingin menciptakan persatuan dan pembebasan negara 

sedangkan pada pemikiran Islam berharap agar Islam dapat kembali hidup dari 

keterbelakangan dengan menciptakan etos kerja yang kuat.6 Pemikiran ini 

dimuat dalam pemikiran politik Nasakom yang menjadi ciri dari demokrasi 

terimpin tahun 1959-1966. Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) 

adalah konsep pemikiran politik dengan melihat kondisi sosial bangsa 

Indonesia, ideologi yang mengutamakan nilai kemanusiaan dari belenggu 

kolonialisme dan imperialisme serta tuntutan dari politik dalam negeri yaitu 

TNI, kelompok Islam dan komunis.  

Pemikiran mengenai Nasakom berdasarkan pengalaman intelektualnya 

dengan beberapa tokoh yang terkait yang memiliki tujuan merdekanya bangsa. 

Soekarno berpandangan bahwa dalam melihat ketertindasan dan ketidakadilan 

rakyat, Ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan komunisme) memiliki 

                                                           
4
 Didin Saepudin, “Sosialisme Religius Dalam Konsep Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara”, 

dalam Jurnal Indo-Islamika, Vol. 7, No.2 (Juli-Desember 2017), 256. 
5
 Gili dan Istiningdias Argenti and Dini Sri, ‘Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi 

Terpimpin’, dalam Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2, 2.2 (2017), 14–27.  
6
 Ahmad Noto Soetardjo, Soekarno Mentjari dan Menemukan Tuhan, (Jakarta: Lembaga Penggali 

dan Penghimpunan Sejarah Revolusi Indonesia, 1963). 58. 
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kesamaan. Nasionalisme melihat ditindasnya bangsa dan negaranya dijajah 

oleh bangsa lain, Agama (Islam) melihat adanya eksploitasi antar sesama 

manusia, dan Komunisme (marxisme) melihat ditindasnya kelompok 

masyarakat oleh imperialisme-kapitalisme berdasarkan dokrin pemikiran dan 

tenaganya.7 

Pandangan Soekarno terhadap Islam di Indonesia mampu membangun 

semangat bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dalam 

hal ini Soekarno menggunakan masyarakat Islam melawan dan 

meperjuangkan apa yang menjadi hak (keadilan) sesuai dengan kaidah Islam 

yang diajarkan.8 Soekarno mencoba memudakan Islam dengan 

menggabungkan Islam dan marxis, berharap Islam akan condong dan lebih 

berpihak pada sosialisme dengan Islam menjadi dasar asasnya, karena Islam 

menjadi landasan spiritual dan nyawa bagi persatuan bangsa. Pemikiran yang 

ingin mendapatkan unsur-unsur persatuan bangsa dalam berbagai aspek, baik 

dalam kemerdekaan bangsa dari kolonial dan imperialis, persatuan, keadilan 

serta harkat martabat manusia.9  

Penggunaan Islam sebagai pilar, Soekarno menganggap bahwa Islam 

memiliki perilaku sosialistis dalam mencari keadilan serta menetapkan 

keadilan.10 Sekalipun hubungan Islam dan sosialisme tidak semuanya berjalan 

                                                           
7
 Abdul Fadhil, "Pemikiran Keislaman Tokoh Sosialis (Studi Kasus Soekarno Dan Gamal Abdul 

Nasar)", dalam  Jurnal Studi Al- Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani, 10.1 (2014). 

20–39. 
8
 Firman Manan, "Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik", 1.1 (2016), 62–70. 

9
 Taufik Abdullah, “Sebuah Klasik dan Sebuah Sintesa”, dalam Majalah Tempo 4-10, Juni 2001. 

30. 
10

 Norbertus Jegalus, "Koperasi membangun Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Filosofis)", dalam 

Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi, 11.1 (2020), 89–106.  
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dengan harapan, banyak tantangan dalam prosesnya, maka para pemikir 

mencoba mencari pembanding dengan menggunakan sosialisme model 

marxis, hal ini yang digunakan dalam mempersatukan tiga pandangan yang 

berbeda sehingga membentuk sebuah ideologi dengan menekankan pada 

masyarakat Indonesia bahwa “kaum Islamis tidak boleh lupa bahwa 

kapitalisme musuh dari marxisme, yang merupakan musuh kaum 

Islamisme”.11 

Sosialisme yang digunakan pada masa pemerintahan Demokrasi 

Terpimpin adalah Sosialisme Indonesia yang memiliki idealisme hendak 

mewujudkan cita-cita kalangan kelas bawah dengan menghilangkan 

kapitalisme dengan digantikan kepemilikan bersama (public ownership), 

sistem sosial dimana negara mengontrol produksi dan distribusi.12 Sosialisme 

Indonesia adalah asas kehidupan rakyat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai 

nasionalisme Indonesia, yang muncul dan tumbuh atas kesadaran 

ketidakadilan dan ketertindasan bangsa oleh kapitalisme dan imperialisme 

yang tumbuh dengan baik. Konsep sosialisme Indonesia yang digagas oleh 

Soekarno dinamakan marhaenisme. Marhaenisme adalah ideologi perjuangan 

Soekarno yang terinspirasi dari pemikiran marxisme dengan menggabungkan 

pemikirannya sendiri dalam perjuangannya melawan kolonialisme dan 

imperialisme di Indonesia.13  

                                                           
11

 Ir. Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, (Bandung: Sega Arsy, 2015). 29. 
12

 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam, Pemikiran Ali Syari’ati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 

59. 
13

 Anggi Mugi Saputra, "Sosio-Nasionalisme Dan Sosio-Demokrasi Marhaenisme Soekarno 

Ditinjau Dari Filsafat Humanisme", 2020, 1–80. 
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Dalam pemikiran Soekarno dalam menggagas sosialisme Indonesia 

atau yang dikenal dengan marhaenisme secara tidak langsung terdapat nilai-

nilai agama, mengingat Soekarno sebagai tokoh yang religius dalam 

memperdalam ilmu agama Islam. Mempelajari ilmu agama dari buku-buku 

yang dibacanya dalam berbagai bahasa, tidak terkecuali mempelajari 

mengenai politik umat Islam.14 Soekarno sebagai tokoh politik Indonesia 

sering kali menyelipkan ayat-ayat suci Al-qur’an dan hadist dalam setiap acara 

kenegaraan, baik dalam atau luar negeri.  

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam penelitian ini akan 

berfokus pada “Dimensi Sosialisme Religius Dalam Pemikiran Politik 

Soekarno Tahun 1959-1966 M”. 

B. Fokus Masalah 

Berangkat dari konteks penelitian yang telah dijelaskan, Perumusan 

masalah yang disusun dengan singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional 

yang dituangkan dalam bentuk nyata.
15

 Maka, persoalan yang hendak dikaji 

pada penelitian ini akan difokuskan, sebagaimana judul diatas, dalam hal ini 

dirumuskan pada: 

1. Bagaimana kondisi Sosial Politik Indonesia tahun 1959-1966? 

2. Apa sajakah Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. Soekarno?  

3. Bagaimana Dimensi Sosialisme Pemikiran Politik Kebangsaaan Ir. 

Soekarno? 

                                                           
14

Ahmad Noto Soetardjo, Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan. (Jakarta: Lembaga 

Penggali dan Penghitung Sejarah Revolusi Indonesia, 1993). 51. 
15

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2017). 37. 
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4. Bagaimana Dimensi Religiusitas Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. 

Soekarno? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Judul penelitian dalam skripsi ini “DIMENSI SOSIALISME 

RELIGIUS DALAM PEMIKIRAN POLITIK IR. SOEKARNO TAHUN 

(1959-1966)”. Maka, Ruang lingkup temporal pada penelitian ini adalah 

antara tahun 1959 hingga tahun 1966. Pemilihan tahun 1959 sebagai awal 

penulisan, karena pada tahun ini setelah berakhirnya zaman liberal dengan 

stabilitas politik yang kurang maka keluarlah Dekrit Presiden yang 

menetapkan manifesto politik sebagai Garis-garis Besar dalam Haluan 

Negara atau Manifesto Politik Republik Indonesia dengan lima pokok yaitu: 

UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin 

dan kepribadian Indonesia. Sementara tahun 1966 dipilih batas akhir  kajian 

dalam penelitian ini, karena pada tahun 1966 menjadi masa tergulingnya 

pemerintahan Ir. Soekarno dalam kepemimpinan dengan mundurnya sistem 

politik dari segala aspek yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan 

berubahnya sistem politik serta tidak teguhnya konsep Nasakom yang 

dianggap menyimpang. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah gambaran arah yang akan dituju, maka harus 

mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan 

dalam rumusan masalah. Dimana penelitian ini bertujuan dalam menelaah 
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lebih dalam pemikiran sosialisme religius dalam pemikiran politik Ir. 

Soekarno. Disimpulkan penelitian ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan kondisi Sosial Politik Indonesia tahun 1959-1966. 

2. Untuk memahami Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. Soekarno. 

3. Mendeskripsikan Dimensi Sosialisme Pemikiran Politik Kebangsaan Ir. 

Soekarno. 

4. Mendeskripsikan Dimensi Religiusitas Pemikiran Politik Kebangsaan  Ir. 

Soekarno. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan 

memberikan sumbangsih terhadap bidang keilmuan dalam program studi 

Sejarah Peradaban Islam dalam bentuk skripsi, dengan menambah 

wawasan dan khasanah pengetahuan tentang Sejarah Dimensi Sosialisme 

Religius dalam Pemikiran Politik Ir. Soekarno tahun 1959-1966 M. 

Terutamanya mengenai kondisi dan dampak yang ditimbulkan selama Ir, 

Soekarno memerintah dimasa Demokrasi Terpimpin dengan beberapa 

kebijkan tdak kecuali ideologi yang melandasinya. 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan manfaat, pengalaman, wawasan dan pengetahuan 

tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal awal untuk menjadikan 

penelitian-penelitian selanjutnya dimasa mendatang. 
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2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya memenuhi 

persyaratan penyelesaian tugas akhir perkuliahan di UIN KH. 

ACHMAD SIDDIQ Jember. 

b. Bagi Lembaga 

1) Untuk UIN KH. ACHMAD SIDDIQ Jember semoga hasil dari 

penelitian ini bisa menjadi referensi atau literatur dalam pembuatan 

makalah dan tugas kuliah lainnya, dan bisa menjadi salah satu 

penyumbang sebuah penelitian bagi para peneliti masa yang akan 

datang dalam penulisan karya ilmiah. 

2) Untuk Program Studi Sejarah Peradaban Islam di UIN KH. 

ACHMAD SIDDIQ Jember. Semoga bisa menjadi sebuah karya 

yang memberikan sumbangan dalam kemajuan dan unggulnya 

wawasan mahasiswa mengenai sejarah. 

F. Definisi Istilah 

1. Ideologi  

Ideologi secara etimologis berasal dari kata idea dan logos. Idea 

berarti konsep/ gagasan/ pengertian dasar, sedangkan logos berarti ilmu/ 

pengetahuan. Dengan makna lebih jelas ideologi berarti the science of ideas 

(pengertian dasar ide-ide), ajaran tentang pengertan dasar dalam mencapai 

tujuan. Ideologi yang merupakan istilah yang lahir pada tahun 1796 

dikemukakan oleh Destutt de Tracy (1754-1836) dan mulai dipakai 

kembali pada masa Napoleon. Pada tahun tu Tracy ideologi dipandang 

sebagai ilmu tentang pikiran manusia seperti biologi dan zoologi yang 
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merupakan ilmu tentang spesies yang mampu menunjukkan arah yang 

benar menuju masa depan yang lebih baik.
16

 

Menurut Tracy pemahaman tentang ideologi sejatinya diperoleh 

melalui pengolahan gagasan atau ide itu sendiri. Sehingga objek 

penyelidikan tentang ideologi dapat diarahkan pada produk dari setiap ide-

ide yang disitematisasikan berdasarkan tuntunan kaidah ilmiah, hal inilah 

ideologi sama halnya dengan ilmu pengetahuan, hanya saja ilmu mengenai 

ide dan pemkiran. syamsuddin (2009:98) mengatakan bahwa keseluruhan 

prinsip/ aturan/ norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi 

berbagai aspek, seperti sosial politik, ekonomi dal lain-lain. ideologi yang 

dimaksud diatas bersifat umum mengenai ide-ide atau pokok pemikiran, 

seperti halnya penggunaan ideologi sosialisme, kapitalisme, dan lain-lain. 

fungsi dari ideologi untuk menanamkan kenyakinan dan menjunjung 

kebenaran dengan berpijak pada aturan atau asas kelompok atau 

individunya. 

2. Perilaku Politik 

Politik berasal dari bahasa yunani polis yang berarti “kota” atau 

“negara”, hingga akhirnya mengalami perkembangan menjadi politis yang 

bermakna warga negara dan politikus bermakna kewarganegaraan (civil).
17

 

Makna politik secara umum proses membentuk  dan membangun posisi 

kekuasaan ditengah-tengah masyarakat  guna untuk mengambil keputusan 

                                                           
16

 Roger eatwell & Anthony Wright (Ed), Ideologi Politik Kontemporer: Islam dan 

Fundamentalsme, Sosialisme dan Demokrasi Sosial, Marxisme dan Sosialisme Konservatisme, 

Nasionalisme, Liberalisme, Ekologisme, Feminisme, Anarkisme, Fasisme. (Jakarta: Mediator, 

2003). 3. 
17

 A.P. Cowle. Oxford Leaner’s Dictionary, (Oxford: Oxford University Press 1990). 190. 
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yang terkait dengan pemerintahan. Dalam kamus Al-kamil dalam 

pandangan yusuf qurdhawi politik merupakan semua yang berhubungan  

dengan pemerintahan dan pergelokan masyarakat. 

Gabriel A. Almond dalam buku basri seta mendefinisikan politik 

sebagai suatu kegiatan yang memiliki hubungan dengan kendali pembuatan 

keputusan publik dalam masyarakat diwilayah tertentu, yang mana kendali 

disongkong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.
18

 

Sedangkan menurut pandangan Deliar Noer politik adalah segala macam 

kegiatan dalam sistem negara menyangkut dan menentukan tujuan  

masyarakat (public goals) termasuk halnya dengan partai politik.
19

 

Jadi, Perilaku politik dikatakan sebagai kegiatan ataupun aktifitas 

yang berkenaan dan berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu 

dalam pembuatan keputusan politik sampai dengan pelaksanaan aktifitas 

politik secara periode.
20

 Perilaku politik yang meliputi tanggapan internal 

seperti persepsi, sikap, orientasi, keyakinan serta tindakan-tindakan nyata 

seperti pemberian suara, protes, lobi, dll. Persepsi politik berkaitan dengan 

gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan informasi dari 

suatu hal, maupun gambaran tentang obyek situasi politik dengan cara 

tertentu. Jadi Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan 

proses pembuatan keputusan. Salah satu unsur dari perilaku politik adalah 

                                                           
18

 Basri Seta, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Ludi e-book corner). 3 
19

 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran politik, (Medan: Dwipa 1965). 56. 
20

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1999), 130. 
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gerakan sosial dengan syarat: diarahkan mencapai tujuan, terjadi pada 

sistem tertentu, diatur oleh kaidah dan terdorong oleh motivasi.
21

  

3. Nasionalisme 

Kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris “Nationalism, 

perpaduan dari kata “national” dan “Ism”. Nasional kata sifat yang berarti 

“Of a Nation or the Nation” (berkenaan dengan bangsa) dan nation kata 

Inggris yang berasal dari bahasa latin “natio, natus” yang berarti “to be 

born” (dilahirkan). Nation dalam bahasa bermakna menjadi omunitas besar 

manusia (bangsa) yang hidup didalam kawasan tertentu dan dinaungi dalam 

satu pemerintahan.
22

 Sedangkan secara istilah bermakna paham tentang 

bangsa atau kebangsaan, bangsa yang dimaksudkan oleh Huszar dan 

Stevenson adalah “The natural and desirable political unit” berarti 

kesatuan politik yang wajar dan diinginkan.
23

 Nasionalisme dalam makna 

sosiologis merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-

masing individu harus memiliki kesatuan ras, suku, bangsa, agama, sejarah 

dan budaya. Dan makna secara politik merupakan masyarakat dalam satu 

kawasan yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai satu 

kekuasaan.
24

 

Tujuan nasionalism diantaranya pembebasan dari penjajahan dan 

menciptakan masyarakat dan negara yang adil, tidak ada namanya 

                                                           
21

 Ma. Dr. Sirojuddin Aly, "Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan", 2017, 96. 
22

 A. P Cowie, Ed.,  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford: 

Universiity Press, 1989). 823. 
23

 Aminuddin Nur, Pengantar Studi Sedjarah Pergerakan Nasional, (Djakarta: PT. Banguan Mas, 

1967). 92. 
24

 Nur Aminuddin, Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional, (Jakarta: Pembimbing Massa, 

1967). 87. 
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penindasan manusia oleh manusia. Setiap para penganut ideologi memiliki 

identitas budaya khas pada bangsanya yang berbeda dengan bangsa-bangsa 

lain dan memberikan tempat istimewa dalam proses sejarah dengan 

karakteristik yang diperoleh dari konstitusional, historis, geografis, religius, 

etnis, dan genetis.
25

 Nasionalisme (Kebangsaan) merupakan hubungan 

hukum antara negara dan masyarakat, dengan memberikan yurisdiksi 

negara atas masyarakat dan memberi perlindungan. Bangsa lahir dari 

produk, oleh karenanya kematian juga terjadi karena diproduksi, bukan 

terjadi secara alamiah. Kematiannya disebabkan suatu tindakan, keputusan 

dan strategi tertentu, baik dalam segi sosial, politik ataupun budaya.  

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang 

terkait (Review of Literature) yang fungsinya sebagai dukungan, evidensi 

ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti,
26

 mengetahui manfaat 

penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan memberikan masalah 

penelitian. Peninjauan terhadap pustaka dan literatur yang menjadi landasan 

pemikiran dalam penelitian. Kajian pustaka menjadi sangat penting dalam 

penelitian ini dikarenakan dalam penulisan sejarah bentuk dan proses 

pengisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang terjadi pada masa lampau 

sangat diperlukan.
27

 

                                                           
25

 Roger Eatwell & Anthony Wright, Ideologi Poltik Kontemporer, terj, R.M Ali (Yogyakarta: 

Jendela, 2004). 212. 
26

 Hardani, Nur Hikmatu Auliya, Helmina Andriani., dkk. “Metode Penelitian Kualitatif & 

Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 271. 
27

 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993). 19. 
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1. Studi Terdahulu 

Penelitian terdahu dijadikan tolak ukur serta dilakukan kajian 

sebelumnya agar menghindari plagiarisme sehingga penulisan skripsi ini 

dapat melakukan perbedaan dengan penulisan peneliti sebelumnya. 

Adapun penelitian peneliti yang digunakan sebagai tinjauan 

Buku karya Ir. Soekarno, “Dibawah Bendera Revolusi”, diterbitkan 

oleh yayasan Bung Karno dengan tahun terbit 2005 di Jakarta Pusat. Di 

dalam buku ini membahas kumpulan buah pemikiran Bung Karno dimasa 

penjajahan belanda, buku yang ditulis sejak tahun 1926-1941  memuat 61 

tulisan yang terdiri dari 2 jilid yang dijelaskan secara kronologis 

kehidupan bung karno. Penulisan pertama pada buku ini mengenai 

NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) pada tahun 1926 dalam 

suluh Indonesia muda diakhiri dengan guru dimasa pembangunan bangsa 

pada jilid pertama. Pada masa orde baru, buku karya bung karno ini 

diberhentikan penyebarannya karena dianggap hasil karya berbau 

komunis. 

Buku karya Ir. Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, 

diterbitkan oleh Sega Arsy dengan tahun terbit 2015 di Bandung. Dalam 

buku ini secara umum menjelaskan foeding father bangsa Indonesia, 

Soekarno secara murni melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyangkut 

keberlangsungan bangsa Indonesia baik dari segi strategi dan konsep 

pergerakan nasionalisme serta proses merdekanya bangsa dari 
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kolonialisme dengan konsep dasar pemikirannya mengarah pada haluan 

marxis. 

Buku karya Ir. Soekarno, “Islam Sontoloyo, pikiran-pikiran sekitar 

pembaruan pemikiran Islam”, diterbitkan oleh Sega Arsy tahun 2015. 

Secara umum pada buku ini menjelaskan pemikiran islam bung karno yang 

ekstrim dalam proses pembaruan, pembaruan ekstrim ini membuat gempar 

para umat Islam Indonesia hingga membuahkan polemik utamanya kepada 

Mohammad Natsir yang berlangsung dari tahun 1934-1940. 

Buku karya Peter Kasenda, “Sukarno, Marxisme dan Leninisme, 

akar pemikiran kira dan revolusi Indonesia”, ditebitkan oleh komunitas 

bambu tahun 2014. Dalam buku ini secara umum menjelaskan kedatangan 

marxis adan lenin yang membawa pengaruh pemikiran politik sukarno. 

Buku hasil perdebatan dan rajutan gagasan mengenai sejarah gerakan kiri 

Indonesia dengan para tokoh sealiran kiri. Buku yang dimulai dengan 

membahas tumbuhnya gagasan-gagasan kiri di Indonesia, pergelokan 

politik hingga pembantaian massal. 

Buku karya Cindy Adam, “Bung Karno Menyambung Lidah 

Rakyat”, diterbitkan oleh yayasan bung karno edisi revisi, jakarta tahun 

2007. Buku terjemah dari An Autobiography As Told To Cindy Adams, 

new york 1965. Buku otobiografi yang menceritakan perjalanan hdup 

bungkarno hingga masa pasca revolusi, buku yang juga menjadi klarifikasi 

hubungan sukarno dengan komunis atau pki.  
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Skripsi karya Amroni “Pendidikan Sosialisme Indonesia Oleh 

Pemerintahan IR. Soekarno 1961-1966 (Perspektif Filsafat Pendidikan 

Islam”. (Skripsi: UIN Sunan Kali jaga, Yogyakarta, 2008). Dalam 

penulisan skripsi ini, membahas sosialisme Indonesia latar belakang dan 

perkembangannya serta bagaimana filsafat Islam berpandangan dalam 

dunia pendidikan. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode 

penelitian historis dengan jenis kepustakaan yang menitik beratkan pada 

historis-filosofis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan arah pendidikan 

yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia agar sesuai dengan tujuan 

negara. Pendidikan sosialisme pada masa pemerintahan Ir. Soekarno 1961-

1966 dianggap sesuai dengan fenomena masyarakat yang ada di Indonesia. 

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa. Pada penelitian ini 

berfokus pada pandangan filsafat Islam terhadap pendidikan sosialisme di 

Indonesia oleh pemerintahan Ir. Soekarno. Persamaannya objek penelitian 

yang membahas pemikiran politik Soekarno yang melahirkan ideologi 

perjuangan, serta kaitan antara sosialisme dan Islam. Adapun perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

objek kajiannya. 

Skripsi karya, Novi Arisanti. “Pengaruh Paham Marxisme Terhadap 

Pemikiran Ir. Soekarno Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia 

Selama Masa Pergerakan Tahun 1926-1945”. (Skripsi: Universitas 

Lampung, Lampung, 2018). Dalam skripsi ini, membahas pengaruh paham 

marxisme terhadap pemikiran politik Ir. Soekarno pada masa pergerakan 
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tahun 1926 hingga 1945 M. Skripsi ini menggunakan metode historis 

dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi, 

dan teknik analisis data menggunakan teknik data kualitatif. Hasil 

penelitian menjelaskan pengaruh marxisme memrubah pemikirannya baik 

secara langsung atau tidak langsung dalam politik. Pengaruh langsung 

yang dituangkan pada pemikiran mengenai “Nasionalisme, Islamisme dan 

Marxisme”. Penelitian yang berfokus pengaruh marxisme terhadap 

pemikiran politik Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia selama masa pergerakan tahun 1926-1945 M. Persamaan ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek 

penelitian yang membahas marxisme sebagai salah satu kiblat sosialisme 

Indonesia yang terjadi pada tahun 1959-1966 M. 

Disertasi karya. Hasan Mustapa. “Pemikiran Politik Islam Sosialisme 

Religius Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989)”. (Disertasi: UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2017). Disertasi ini membahas tantangan yang 

dihadapi para pemikir seiring dengan perkembangan ideologi sekuler 

(kapitalisme, sosialisme dan humanisme) kehadapan nilai dokrint agama 

(Islam), memunculkan proses moderisasi serta upaya sintesis dalam 

manifestasi sosialisme religius. Pandangan Jafruddin proses transformatif 

menuju good governence harus aspiratif dan berorientasi kesejahteraan 

melalui praktek kenegaraan yang humanis dan moralis. Upaya 

menegakkan  masyarakat sipil dapat dilakukan secara kultural dan 
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struktural dengan dukungan implementasi hak asasi manusia dalam 

seluruh dimensi kehidupan.  

Metode yang menggunakan pendekatan sosio-historis, analisis 

hermeneutik dan interpretif yang menelaah pemikiran politik Islam, 

Penelitian berfokus pada eksplorasi lebih dalam mengenai corak 

sosialisme religius dalam pemikiran politik Sjafruddin Prawiranegara. 

Persamaan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

objek penelitian yang membahas sosialisme religius, upaya menegakkan 

sosial, masyarakat egalitarian dan persamaan universal berlandaskan 

ajaran-ajaran agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek kajiannya. 

Skripsi karya Munawaroh. “Hubungan Islam dan Sosialisme Studi 

Pemkiran Ir. Soekarno”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2002). Penulisan skripsi menjelaskan pandangan kenegaraan Islam 

soekarno terhadap konsep sosialisme bahwa ada pemisah antara agama 

dan Negara. Metode menggunakan pendekatan sosio-historis, penggunaan 

metode dimaksudkan agar memperoleh uraian serta penjelasan obyektif 

yang menjadi konsep pemikiran soekarno. Penelitian ini berfokus pada 

pandangan kenegaraan Islam soekarno terhadap konsep sosialisme dan 

praktek soekarno dalam menyelaraskan Islam dan sosialisme revolusioner 

agar relevan dan sejajar. Penelitian ini sebagai pelengkap yang membahas 

lebih dalam mengenai objek penelitian hubungan sosialisme dan Islam 

berdasarkan karakter kepemimpinan soekarno. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah objek kajiannya. 
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Jurnal ilmiah karya. Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias, “Pemikiran 

Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin”. Jurnal Politikom 

Indonesiana, Universitas Singaperbangsa, Karawang. (e-ISSN: 2528-2069) 

Volume 2, Nomor 2, September 2017. Jurnal ini menjelaskan Soekarno 

sebagai bapak yang pemikiran politiknya luas salah satunya tentang 

demokrasi. Tokoh yang revolusioner, humanis dan progresif pada 

zamannya. Pemikiran yang membahas semua permasalah sosial politik 

baik pra dan pasca kolonial Belanda. Pemikiran soekarno tentang politik 

menempatkan dirinya sebagai pemikir besar yang pernah dimiliki bangsa 

Indonesia, dengan tipologi pemikirannya nasionalis radikal. Penggunaan 

teori karl marx menjadi inspirasi kaum pergerakan Indonesia pada masa 

penjajahan kolonial belanda, tidak terkecuali Soekarno. 

Jurnal ilmiah karya. Hasan Mustapa, “Sosialisme Religius dalam 

Konsep Sjafruddin Prawiranegara” dalam jurnal Indo-Islamika, Volume 7 

Nomor 2, Juli-Desember 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan pandangan 

jafruddin mengenai kekacauan sosial serta disparitas yang terlihat antara 

golongan kaya dan miskin hingga menimbulkan perbedaan kelas dengan 

memisahkan agama dalam kehidupan negaranya, hal ini berbanding 

kebalik dengan pandangan Islam bahwa kehidupan antar umat untuk 

mencari keperluan tanpa harus melupakan sesama. Dalam buku pemikiran 

politik Islam sjafruddin prawiranegara (1911-1989) sjafruddin 

mengungkapkan pandangan mengenai good gorverhance dan civil society 

dengan pembahasan bahwa setiap kebijakan pemerintah hendaknya dapat 
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ditanggung jawabkan kepada sesama pihak dan tidak condong pada 

kepentingan sebagian kelompok. 

2. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan identifkasi teori-teori yang dijadikan 

sebagai landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian dan mengkaji 

permasalahan. kerangka yang berisikan pembahasan teori yang dijadikan 

sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara 

lebih luas akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji 

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang dilakukan.
28

 

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang termasuk dalam 

penelitian sejarah pemikiran, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian sejarah, metode penelitian sejarah 

merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian peristiwa masa lalu serta permasalahannya. 

Penelitian sejarah yang digunakan masuk pada penelitian sejarah 

pemikiran dan politik dengan jenis biografis yang bersifat deskriptif. 

Sejarah pemikiran didefinisikan sebagai the study of the role of ideas in 

historical events and process.
29

  Ditinjau dari jenis data yang diteliti, 

penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (Library Research), yaitu 

dengan mengumpulkan data yang didapat dari penelitian kepustakaan 

bersumber dari buku serta media lain yang kaitannya dengan judul 

                                                           
28

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017). 46. 
29

 Ibid,. 189 
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peneliti.
30

 Maka dari itu peneliti harus melihat secara objektif dengan 

disertakan teori mengenai teori para ahli yang dianggap perlu dan penting 

dalam penulisan skripsi ini. 

Pendekatan lebih cendrung kepada mekanisme kerja, yakni cara 

mendekati serta memandang permasalahan, dari aspek mana dan dimensi 

yang akan dikaji, apakah dari dimensi sosial, ekonomi, budaya atau 

politik.
31

 Dalam memahami dan menganalisis penelitian ini, maka perlu 

menggunakan pendekatan Arkeologi Pengetahuan. Penggunaan 

pendekatan arkeologi pengetahuan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

asal mula lahirnya Pemikiran Politik Soekarno baik dari sisi Sosialisme 

atau Regius yang didapatkan dari lingkungan keluarga, sekolah atau teman 

sejaway baik dalam lingkaran politik maupun tidak berdasarkan praktek 

diskursif dan secara arkeologi pengetahuan akan dikupas lebih dalam pada 

penelitian ini. Sekalipun dalam penelitian ini cukup sulit dalam mencari 

kebenaran yang kongkrit karena banyaknya sudut pandang para ahli 

sejarawan sehingga perlu memilah data. Maka, peneliti mencoba akan 

terus menggali data-data yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik 

berupa data primer atau sekunder. 

Teori yang digunakan dalam pendekatan Arkaelogi Pengetahuan 

yakni teori Geneologi Kekuasaan Michel Foucualt, dimana Kekuasaan 

bermakna kesempatan seseorang atau kelompok orang dalam 

                                                           
30

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 7. 
31

 Amroni, “Pendidikan Sosialisme Indonesia Oleh Pemerintahan Ir. Soekarno 1961-1966”. 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008) 
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menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, sekaligus 

menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau 

golongan tertentu.
32

 Kekuasaan politik adalah kemampuan suatu individu 

dalam memanfaatkan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

untuk menunjang tujuan dari prinsip pribadinya dengan bantuan 

mahasiswa, tokoh masyarakat, elit politik, keamanan atau media lainnya.
33

 

Secara lebih umum makna dari kekuasaan hasil dari pengaruh utamanya 

dalam pemerintahan negara, sama halnya dengan kekuasaan negara akan 

masyarakatnya memiliki otoritas dan kewenangan. 

Menurut pandangan Michel Foucualt, kekuasaan tidak hanya 

dipahami dalam konteks pemilikan oleh individu atau kelompok 

institusional sebagai mekanisme yang memastikan ketundukan warga 

negara kepada negaranya atau kekuasaan powerful dengan powerless.
34

 

Konsep pemikiran Foucualt berbeda dengan pandangan ilmuan dan 

pemikir lainnya, dimana kekuasaan dipahami hanya dengan barang 

kepemilikian, hak peroleh dan pakai dari golongan kelas bawah yang 

membatasi kekuasaan pada bidang-bidang ekonomi, politik dan hukum 

(kekuasaan dalam arti imperialisme dan kolonialisme). Melainkan 

kekuasaan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi kondisi serta 

strategis komplek dalam masyarakat dalam memandang dan 

                                                           
32

 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 103. 
33

 Imam Hidayat, Teori-teori Politik,  (Malang: Setara Press, 2009), 31. 
34

 Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi 

Politik”. Dalam Jurnal Masyarakat Vol. 18, No. 1 (Universitas Negeri Jakarta: Januari 2013). 

80. 
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mengungkapkan apa yang terjadi, termasuk hal yang terjadi atau 

menyimpang. 

Maka dalam hal ini foucualt menunjukan lima proposisi apa yang 

dinamakan kekuasaan: 

a. Kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat hasil berdasarkan relasi 

yang dapat dan terus bergerak, bukan suatu hal yang diraih atau 

digunakan. 

b. Bukan relasi struktural hirarkhis yang berkuasa serta yang dikuasai. 

c. Kekuasaan berasal dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi 

distingsi binary opositions, sebab kekuasaan mencangkup keduanya. 

d. Bersifat intensional dan non-subjektif. 

e. Adanya pro dan kontra (adanya kekuasaan juga ada anti kekuasaan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Arkaelogi 

Pengetahuan dan Teori Geneologi Kekuasaan dari Michel Foucaulth dalam 

melihat jaringan persebaran relasi yang sangat beragam pada sistem kerja 

serta memperjelas fenomena yang ada berdasarkan realitas yang dikaji 

oleh peneliti. Menurut pandangan michel foucault geneologi kekuasaan 

adalah cara orang dalam mengatur atau menganalisis diri sendiri dan orang 

lain dengan memproduksikan (mengahasilkan) pengetahuan. Maka tidak 

dapat dipungkiri dalam pemikiran Michel Foucaulth kekuasaan dan 

pengetahuan memiliki kesinambungan, dimana kekuasaan tidak bisa 

dijalankan tanpa adanya pengetahuan dan pengetahuan menjadi salah satu 

alat untuk menyambung relasi kekuasaan.  
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Dengan berpijak pada penggunaan teori geneologi kekuasaan dalam 

penelitian ini sebgaimana dirumuskan diatas. Penulis menyakini bahwa 

teori ini relevan dengan kekuatan Soekarno sebagai tonggak utama negara 

dimasa demokrasi terpimpin, dimana kekuasaan dan otoritas penuh 

dipegangnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba 

menganalisis dan mendeskripsikan kepribadian Soekarno dan kebijakan 

politik yang dilakukan semasa demokrasi terpimpin. Disamping itu, 

masyarakat Indonesia pada masa hindia belanda berada pada sistem foedal, 

sistem dari kolonial dan imperialisme barat yang menjadi sebab dari 

adanya perbedaan kelas atau golongan. Dari pandangan penulis dalam 

penelitian ini, keterbelakangan masyarakat Indonesia menjadi alasan 

adanya sebuah pemikiran dan gerakan yang dipelopori oleh Soekarno 

dengan mengatas namakan Rakyat Indonesia berdasarkan kekuasaan dan 

pengetahuan. 

H. Metode Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tahapan: 

a. Tahapan Heuristik 

Suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan, 

dengan fungsi mengevaluasi keadaan-keadaan problem individual 

serta menentukan seberapa jauh hal tersebut digunakan untuk 

mendapatkan solusi yang diharapkan. Pada tahap ini, peneliti berusaha 
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mencari dan mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan judul 

penelitian.
35

 Maka, dalam penelitian ini dilakukan teknik studi 

kepustakaan dan studi kearsipan. Studi kepustakaan mengenai 

sumber-sumber tertulis didasarkan pada buku, skripsi dan jurnal yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Studi kearsipan, arsip yang didapat 

dari lembaga negara atau swasta yang berupa lembaran-lembaran 

lepas berupa surat, edaran atau pemberitahuan (brosur) dan juga 

terbitan yang dibukukan berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan 

lain-lain.
36

 Peneliti dalam hal ini mengunjungi perpustakaan IAIN 

Jember, perpustakaan UNEJ, Perpustakaan Daerah, Badan Kearsipan 

Daerah Jember dalam mencari bahan yang akan digunakan, selain dari 

itu juga menggunakan buku pribadi serta melakukan diskusi dan 

wawancara untuk melengkapi data sehingga dapat menunjang 

penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini. Secara garis besar terdiri dari 

data primer dan data sekunder yang didapat berdasarkan kajian 

pustaka (Library Research), yaitu: data primer, data yang diperoleh 

dari buku Dibawah Bendera Revolusi karya Ir. Soekarno, Bung Karno 

Menyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, Soekarno Islam dan 

Nasionalisme Karya Badri Yatim, Islam Sontoloyo: Pikiran-pikiran 

Pembaruan Pemikiran Islam karya Ir. Soekarno, Nasionalisme, 

Islamisme dan Marxisme karya Ir. Soekarno, Sejarah Nasional 

                                                           
35

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). 137. 
36

 M. Dien Madjid dan johan Wayudhi, Ilmu Sejarah sebuah Pengantar. (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), 222. 
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Indonesia VI Karya Mawardi Djoened Poesponegoro, Sukarno, 

Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi 

Indonesia Karya Peter Kasenda serta buku sejarah, kamus besar 

Indonesia, kamus sejarah, kamus ilmiah, skripsi,  jurnal penelitian 

yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas. Data 

sekunder, data yang didapat sebagai pelengkap dalam penelitian, di 

antaranya:  artikel, majalah koran, surat kabar, foto, media massa 

lainnya. 

b. Tahapan Kritik (Sejarah) 

suatu usaha menilai sumber-sumber sejarah berdasarkan 

kebenaran yang relevan dan ideal. Pada tahapan ini data-data yang 

terkait dengan penelitian sudah terkumpul, selanjutnya diadakan 

penyelesaian dengan cara mengkritik dan menganalisa data.
37

 Dalam 

penelitian ini, peneliti membagi menjadi 2, kritik ekstren dan kritik 

intern. kritik ekstren  untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan 

autentisitas sumber asli atau palsu, sedangkan untuk menilai 

kelayakan isi sumber (kredibilitas) dengan membandingkan satu 

sumber dengan yang lain dilakukan dengan Kritik intern. Sekalipun 

dalam penulisan ini terdapat penggunaan data notabenenya bukan para 

ahli dalam negeri, penulis berharap data yang digunakan dapat 

dipertanggung jawabkan.  
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 kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). 78. 
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2. Teknis Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tahapan: 

a. Tahapan Interpretasi 

Tahapan menetapkan makna yang saling berhubungan antara 

fakta-fakta yang diperoleh dengan menafsirkan hasil pengumpulan 

sumber, kritik sumber mengenai penelitian baik secara primer atau 

sekunder sehinga membentuk cerita peristiwa sejarah yang harmonis 

dan masuk akal. Interpretasi adalah sumber adanya subjektifitas. 

Namun, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan 

yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu 

diperoleh karena interpretasi bersifat deskriptif sehingga dituntut untuk 

mencari landasan interpretasi yang digunakan.
38

 

b. Tahapan Historiografi 

Tahapan dalam penelitian sejarah dengan publikasi dalam bentuk 

lisan dan tulisan. Historiografi atau penulisan sejarah adalah tahapan 

akhir dalam penelitian sejarah, setelah terlebih dahulu melewati tahapan 

heuristik, kritik sumber dan interpretasi yang dalam penulisannya 

bersifat sitematis dan kronologis. Historiografi berasal dari kata historis 

bermakna sejarah dan graphia bermakna penulisan. Pada tahapan ini 

penulis menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi sejarah 

berdasarkan fakta hasil penelitian, berupa latar belakang, kronologis 
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 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). 100. 
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peristiwa, analisis sebab akibat, dampak serta uraian secara mendalam 

mengenai hasil penelitian.  

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran utuh dan jelas, maka diperlukan rencana 

yang benar-benar matang. Rencana itu akan terwujud dengan 

mensistematiskan antara sub bab dengan bab yang lain agar memiliki 

keterkaitan secara sistematis dan logis. Penulis menyusunnya dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang pendahuluan sebagai pengantar bab-bab 

selanjutnya. Bab ini merupakan kerangka dasar pemikiran dan memberi 

gambaran umum tentang seluruh gambaran penelitian sebagai pijakan dari 

pembahasan. Bab ini berisi: Latar belakang, Rumusan masalah, Ruang 

lingkup penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian, Definisi Istilah, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi penelitian dan Sistematika 

pembahasan.  

BAB II KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA TAHUN 1959-1966 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan Sejarah Indonesia secara 

macro dan mikro berdasarkan kondisi sosial dan politik Indonesia tahun 

1959-1966. Dimulai dari turunnya Dekrit Presiden tahun 1959, tiga kekuatan 

politik, ofensif PKI hingga G30S/PKI, konfrontasi Irian Barat hingga masa 

transisi pemerintahan Ir. Soekarno ke Jendral Soeharto. 
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BAB III SOEKARNO, AKTIVITAS DAN PEMIKIRAN POLITIK  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan biografi Soekarno, Karya, 

Aktivitas Sosial Politik, tempat Soekarno berguru serta pandangan terhadap 

dunia politik Indonesia hingga melahirkan politik Indonesia baru. 

BAB IV DIMENSI SOSIALISME PEMIKIRAN POLITIK 

KEBANGSAAN 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian dan sejarah 

sosialisme, konsep Sosialisme, Konsep Keadilan sosialisme dan Islam serta 

sosialisme Indonesia ala Soekarno. 

BAB V DIMENSI RELIGIUSITAS PEMIKIRAN POLITIK 

KEBANGSAAN SOEKARNO  

Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian religiusitas, 

pembagian dimensi religiusitas, dimensi politik Islam Indonesia dan 

pandangan Soekarno terhadap politik Islam.  

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai 

jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Saran dalam hal ini berisi 

saran-saran setelah penelitian dilakukan untuk melanjutkan pada penulisan 

selanjutnya. 
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BAB II 

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA TAHUN 1959-1966 M 

Peristiwa dan kondisi sosial politik Indonesia yang terjadi pada masa 

demokrasi terpimpin, terlihat dari: 

A. Peristiwa Turunnya Dekrit 1959 

Sosial-Politik menjadi perbincangan cukup menarik dikalangan para 

aktivis dan beberapa elite politik. Menurut pendapat Andre Heywood politik 

merupakan kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan membuat, 

mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang 

mengatur kehidupan, yang tidak bisa dilepaskan dari gejala konflik dan kerja 

sama.
39

 Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa politik merupakan 

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang 

menyangkut proses menentukan dari sistem itu dan melaksanakannya. Sistem 

politik memiliki kaitan erat dengan pemerintahan dan kekuasaan, diartikan 

bahwa sistem politik satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk 

mengatur relasi antara negara dan masyarakatnya.  

Indonesia mempunyai jati diri politik non-alignment serta netralisme, 

dimana Indonesia senantiasa diarahkan untuk menempatkan pada posisi 

subjek dalam pergolakan politik Internasional, politik bebas aktif yang netral. 

Ditengah-tengah tarikan ideologi dan militer yang bergerakan pada kekuatan 

dunia dengan adanya mutasi besar-besaran dalam bidang politik dan 
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 Miriam Budiardjo. Dasar dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6. 
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teknologi, secara konsepsional politik non-alignment sudah banyak 

diterapkan oleh banyak negara.
40

 

Ir. Soekarno selaku Presiden membuat trobosan baru bagi demokrasi 

liberal yakni dengan demokrasi terpimpin, demokrasi dengan kepemimpinan 

tetapi tetap demokrasi. Demokrasi terpimpin dilahirkan dari krisis dan terus-

menerus berubah sepanjang masa paling kacau dalam sejarah Indonesia, pada 

saat itu pengamat menganggap bahwa Soekarno sebagai diktator dengan 

sikapnya yang berapi-api. Soekarno menawarkan suatu untuk diyakini kepada 

bangsa Indonesia, suatu yang diharapkan banyak memberi martabat, 

kebanggaan, bimbingan dan legitimasi atau perlindungan. 

Pada tahun 1956-1959 membuat Konstituante yang dibentuk dari hasil 

pemilu tahun 1955 di parlemen tidak menemui titik temu, maka dengan ini 

mengubah dengan Undang-Undang Baru untuk sementara, tetapi UUD 

sementara selama tiga tahun tidak menemukan penyelesaian hingga 

melahirkan tiga kubu, kubu pendukung Pancasila sebagai ideologi negara, 

kubu Islam yang mencita-citakan Islam sebagi Dasar Negara dan kubu sosio 

ekonomi.
41

 Tahun 1957 partai-partai politik berada pada posisi defensif, 

tetapi rasa permusuhan terlalu berat untuk melakukan kerjasama dalam 

mempertahankan parlementer. Pada 21 Februari 1957 Presiden Soekarno 

menyampaikan konsepsinya pada pokoknya mendorong dibentuknya sebuah 
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kabinet gotong royong dan Dewan Nasional.
42

 Sekalipun trobosan baru yang 

diciptakan Soekarno dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu baik dari 

kalangan sipil atau militer. Niat baik menciptakan demokrasi terpimpin dalam 

kestabilan negara konsepsinya mendapat kencaman dari dunia barat dan 

dijadikan perebutan dari berbagai kepentingan politik didalam negeri.
43

 

April 1957 Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya 

dibawah seorang politikus non partai, Djuanda Kartawidjaja (1911-1963). 

Sekalipun bersifat non partai, pada hakikatnya kabinet ini merupakan suatu 

koalisi antara PNI dan NU.
44

 didalamnya tidak terdapat anggota PKI dan PNI 

didalamnya, tetapi pihak komunis memiliki beberapa simpatisan. Soekarno 

dan Djuanda mengatakan bahwa kabinet ini masih memiliki tanggung jawab 

terhadap DPR dan aneka partai yang terlibat didalamnya merupakan 

mayoritas didalam DPR, tetapi ini tidak lebih dari pada suatu isyarat bagi 

suatu sistem yang mendekati ajalnya.
45

 Salah satu pemikiran yang 

kontroversial dan mengundang polemik ialah politik demokrasi terpimpin.  

Demokrasi terpimpin yang semarak pada ideologis dan revolusioner 

dengan mengutamakan orientasi ideologis dalam pembangunan. 

Ketidakstabilan politik menyebabkan kehancuran ekonomi yang dianggap 

sebagai dampak dari pertentangan ideologis yang lahir dari kebijakan “politik 
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sebagai panglima” yang mengakibatka semua aspek non politik, seperti 

pembangunan ekonomi, industrialisasi serta pemenuhan kebutuhan dasar 

rakyat terabaikan.
46

 Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dimana setiap 

warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan dapat 

mengubah hidup, dimana warga negaranya dapat berpartisipasi baik secara 

langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan 

pembuatan hukum. Demokrasi dalam negara mencangkup kondisi sosial, 

ekonomi, politik dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan 

politik secara bebas dan adil, tetapi tidak dengan demokrasi terpimpin.
47

 

Demokrasi terpimpin yang didominasi oleh kepribadian Soekarno 

tetapi prakarsa pelaksanaanya dilakukan secara bersama dengan pimpinan 

angkatan bersenjata. Soekarno memberikan penawaran yang diharapkan oleh 

bangsa Indonesia kebangsaan, bimbingan legitimasi atau perlindungan. 

Dalam pidato peringatan 17 Agustus 1959 menyerukan kebangkitan dengan 

nama Manipol, awal tahun 1960 dengan menambahnya istilah USDEK yang 

berarti Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi 

Terpimpin, Ekonomi Terpimpin serta Kepribadian Indonesia. Manipol-

USDEK kini merupakan definisi resmi dari ortdoksi ideologi.
48
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Pada 9 Juli 1959 diumumkan Kabinet Kerja dengan Soekarno sebagai 

perdana menteri dan Djuanda sebagai menteri utama, Leimena, Chairul Saleh 

dan Subandrio tetap berada didalam inti kabinet, Idham Chaerul tidak masuk 

bagian kebinet, tetapi tokoh NU lainnya menjadi menteri agama. Guna 

memberi tekanan pada sifat non partai  dari pemerintah, sehingga beberapa 

orang menteri keluar dari dari partai.
49

 Dengan mengeluarkan Dekrit 1959, 

Presiden Soekarno mengharapkan pemerintahan yang stabil, Presiden dalam 

pidatonya mengatakan dengan judul “Rediscovery Of Our Revolution” yang 

menyatakan bahwa evolusi tidak dapat dijalankan jika pemerintah setiap 

sabtu pahing dan rabu wage dijatuhkan oleh oposisi.
50

 

Permulaannya didirikannya demokrasi terpimpin merupakan konsepsi 

yang tumbuh dalam pikiran Presiden Soekarno sebagai perorangan, namun 

sejak Maret 1959 pengertian demokrasi terpimpin telah diterima oleh 

Pemerintah Juanda dan dijelaskan didepan sidang Parlemen. Oleh Perdana 

Menteri Juanda suatu alat dirumuskan, bahwa demokrasi bukan tujuan 

melainkan sebuah alat untuk mencapai tujuan terakhir dengan menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Proklamasi  Indonesia 1945. 

Sebagai alat, demokrasi harus memiliki prinsip disiplin dan harus mempunyai 

pimpinan, sehingga konsepsi baru ini dikatakan demokrasi terpimpin. 

Sebaliknya sebagai alat, demokrasi mengakui hak rakyat untuk bebas berfikir 

dan berbicara dalam batas-batas yang tertentu, yang dirumuskan batas, ialah 
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batas kesusilaan, batas keselamatan negara, batas kepribadian bangsa dan 

batas pertanggung jawaban kepada Tuhan.
51

 

Dalam menjalankan pembangunan masa demokrasi terpimpin 

menempuh haluan sosialis, yang dinamakan ekonomi terpimpin.
52

 Dengan 

ciri sistem pertama, memberi kekuasaan kepada negara sebagai regulator dan 

aktor pembangunan dalam menguasai perekonomian. Kedua, membentuk 

lembaga perencanaan yang dinamakan Dewan Perancang Nasional 

(Depernas), sekarang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas), lembaga yang menyusun rencana pembanguan semesta 

berencana 8 tahun dengan rencana pembiayaan besar. Ketiga, mengusir 

modal asing dengan melakukan nasionalisasi besar-besaran yang dimulai 

sejak tahun 1957. Keempat, menghentikan utang luar negeri dari Bank Dunia 

dan Dana Monoter Internasional (IMF) dengan semboyan “Go To Hell With 

Your Aid”, sebagai gantinya utang luar negeri diperoleh dari blok sosialis Uni 

Soviet dibawah pimpinan Khrushchev. 

Kelima, mengorganisasi usaha-usaha kecil dari berbagai sektor dalam 

bentuk koperasi, dalam hal ini partai-partai dan golongan politik 

diperbolehkan menguasai koperasi. Keenam, membiayai pembangunan, 

pemerintah menerapkan anggaran defiisit dengan pencetakan uang. Ketujuh, 

pemerintah membangun proyek-proyek mercusuar, yang dimulai dengan 

pembangunan Tugu Monumen Nasional (Monas), komplek olahraga 
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Senayan, komplek gedung Conefo (gedung MPR/DPR), Masjid Istiqlal, 

jembatan layang Semanggi dan jalan bypass, kawasan industri berat besi baja 

di Celegon, dan mebangunan sarana prasarana angkatan bersenjata dan 

operasi militer dengan bantuan negara-negara komunis. 

Benjamin Higgins menyebutkan haluan ekonomi politik pada masa 

ekonomi terpimpin disebut “revolution oriented” dimana menempat politik 

sebagai panglima yang lebih mengarah pada perekonomian sosialis. Roeslan 

Abdulgani menyebutkan sebagai “sosialisme ala Indonesia” yaitu sosialisme 

ala demokrasi terpimpin sebagai kekuatan politik yang sejalan dengan 

nasionalisme ekonomi dengan tujuan mengubah eknomian kolonial menjadi 

perekonomian nasional.  

Menurut pandangan Benjamin Higgins dan Herbert Feith pada masa 

demokrasi lama terdapat setidaknya dua kelompok elit politik dengan 

orientasi pemikiran yang berbeda. Pertama, kelompok penghimpun 

soslidaritas yang berorientasi revolusi (revolution oriented) kelompok 

Soekarno, partai PNI, PKI dan NU. Kedua, kelompok administrator yang 

berorientasi pembangunan (development oriented) kelompok Hatta, partai 

Masyumi, PSI, Partai Katolik, dan partai Kristen. Kelompok pertama 

berpendapat bahwa masa liberal masih tahap revolusi yang belum selesai, 

berpandangan bahwa pembanguanan ekonomi belum mungkin untuk 

dilaksanakan sebelum melakukan penjebolan terhadap sisa-sisa bangunan 

Feodalisme dan Neo-kolonialisme dan Imperialisme. Sedangkan kelompok 

kedua berpandangan bahwa masa itu seharusnya sudah selesai dan memasuki 
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pembangunan ekonomi, kelompok kedua menganggap bahwa kelompok 

pertama menghambat proses pembangunan dan mengganggu jalannya 

stabilitas politik. Sebaliknya kelompok pertama menganggap kelompok 

kedua melakukan depolitisasi yang melumpuhkan proses revolusi, karena 

inilah dua kelompok sering dikatakan sebagai kelompok kontra revolusi.
53

 

Kelompok pertama berorientasi revolusi yang tidak disukai oleh pihak 

militer, walaupun sebagian dari mereka mendukung pandangan yang 

berorientasi pada politik. Karena orang-orang militer Indonesia, kelompok 

militer di Dunia ketiga yang umumnya cendrung Nasionalis dan hendaknya 

mempertahankan konstitusi negara, yang tidak menyukai golongan komunis 

radikal yang mengganggu keamanan dengan aksi massanya. Hal ini 

menjadikan bukti ketika kelompok pertama berkuasa masa demokrasi 

terpimpin dan mencoba melakukan kudeta, pemerintahan yang dikendalikan 

oleh PKI dan PNI digulingkan dan digantikan rezim militer yang melahirkan 

rezim Orde Baru.
54

 

Konsep dalam demokrasi terpimpin yang dikeluarkan melalui 

keluarnya dekrit melambangkan penyalahgunaan kekuasaan serta 

kediktatoran pemerintah, Soekarno selaku pemimpin negara dengan 

dukungan militer menjadi diktator, semua lembaga penegak hukum polisi, 

kejaksaan dan MA berada dibawah kekuasaanya, seluruh staf militer AD, AL 

dan AU merangkap sebagai menteri negara mewakili golongannya untuk 
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bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
55

 Kekuasaan inilah perhatian 

rakyat mulai luntur dan menurun hingga menghantarkan keujung ombak 

pemerintahannya. Selama menduduki kepala negara pada masa demokrasi 

terpimpin Hatta sebagi tangan yang selalu membantu dalam berbagai kondisi 

salah satunya sebagai wakil negara, sikap Soekarno layaknya diktator 

membuat ketidak cocokan Hatta dan Soekarno. Dalam hal ini Hatta mundur 

dari kursi Wakil Presiden, mundurnya Hatta karena kekecewaan terhadap 

konsep pemerintah parlemen dan sistem multi partai yang membuat 

pemerintahan kurang stabil.
56

 

Soekarno hanya memiliki sedikit kekuatan yang terorganisir dan harus 

memanipulasi, mengancam dan membujuk orang yang memiliki pengaruh 

yang besar pada rencana pembentukan demokrasi terpimpin. Instrik 

persekongkolan menjadi lazim pada dunia perpolitikan. Elite politik menjadi 

himpunan kelompok yang mengelilingi orang-orang berpengaruh. Sistem 

keuangan dan sistem hukum menjadi sewenang-wenang dan tidak menentu 

karena hancurnya biroksasi secara menyeluruh.
57

 Kekuatan Soekarno 

dibidang militer sama dengan ketidaktahuannya dibidang ekonomi, tidak 

menyukasi stabilitas, ketertiban dan hal-hal yang diramaikan yang merupakan 

tujuan semua penguasa pada masa prakolonial. Soekarno meginginkan 

revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa.
58
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Presiden Soekarno terinspirasi dari Tiongkok, dimana Tiongkok 

menyediakan inspirasi konseptual dan praktis bagi Soekarno dalam upaya 

mengubah sistem sosial politik Indonesia sejak tahun 1956 sampai 1965. 

Ketika ditanya tentang sistem sosial politik Indonesia meniru sistem dari 

sejumlah negara yang sudah memiliki dekmokrasi terpimpin, Soekarno 

menjawab “contoh yang tepat tidak bisa ditentukan di luar negeri”. 

Walaupun demikian memang mengakui.
59

 Adatapsi Soekarno terhadap 

praktik Tiongkok tidak lolos dari para pengamat Nasional, Misalnya, Tajuk 

rencana surat kabar Merdeka menunjukan bahwa konsep baru Soekarno 

kemungkinan terinspirasi oleh apa yang dilihatnya di Tiongkok. Menteri Luar 

Negeri Ide Anka Agung Gde Agung mengakui bahwa dalam merumuskan 

sistem Demokrasi Terpimpinnya, Soekarno banyak dipengaruhi oleh apa 

yang dilihatnya di Tiongkok.
60

 

Subtansi pemikiran politik Soekarno ditentukan oleh pandangannya 

terhadap Tiongkok, Soekarno memandang RRT sebagai sumber inspirasi 

penting dalam merumuskan kembali visinya bagi negara Indonesia. Pada 

kenyataannya, ketertarikan terhadap Tiongkok memiliki pondasi sejarah yang 

dalam, ketika memandang demokrasi baru Mao Zedong sebagai kelanjutan 

Tiga Asas Rakyat yang diajukan oleh Sun Yat Sen yang telah lama dikagumi. 

Dalam memutuskan kembali sejarah baru, Soekarno menjadi sangat 

konsisten memanfaatkan Tiongkok sebagai rujukan untuk memvalidasi 

seruannya bagi perubahan mendasar, presentasi akan citra Tiongkok yang 
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jelas dengan pandangannya mengubah Masyarakat Indonesia,
61

 yang dilihat 

dari: 

1. Melihat kemerosotan partai-partai politik Indonesia menjadi kendaraan 

dalam melayani kepentingan pribadi para pemimpinya, yang bertolak 

belakang yang terjadi di Tiongkok. Soekarno sangat terkesan oleh upaya 

bangsa Tionghoa dalam membangun masyarakat baru. 

2. Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi gaya barat tidak cocok dan 

sesuai dengan kepribadian Indonesia, Amerika dan Uni Soviet adalah 

negara maju yang tidak bisa dipelajari pelajaran apapun. Indonesia harus 

menggunakan “rumusan Asia” sebagai negara baru merdeka. Dalam 

sistem baru dengan mengusulkan “Kepemimpinan dan Sosio-demokrasi” 

sebagai inspirasi, peran penting kepemimpinan dan stabilitas dalam 

membangun bangsa.   

3. RRT menjadi model yang bisa diterapkan  sebagai contoh tentang cara 

menghasilkan perubahan politik yang konstruktif, dengan masalah 

kebutuhan atas perubahan dan arah perubahan.  

Kondisi Indonesia sebelum tahun 1959, masa Demokrasi Liberal 

mengalami kondisi yang kurang stabil dengan gagalnya konstituente dalam 

menetapkan UUD baru dan selih bergantinya kabinet hingga menimbulkan 

kekacauan diseruluh wilayah indonesia, diantaranya DI/TI di Aceh, Jawa 

Barat dan Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, RMS d Maluku 

serta PRRI di Sumatra. Maka, pada tahun 1959 Presiden Soekarno mendesak 
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untuk mengganti Demokrasi Riberal menjadi Demokrasi terpimpin, karena 

kondisi negara semakin buruk yang tidak pernah difikirkan. Secara garis 

besar terjadinya pertikaian hingga meruncing pada konflik politik antar pusat 

dan daerah, perbedaan paham kelompok militer dengan bangkitnya kekuatan 

militer dalam negara dengan hilangnya kekuatan politik (berpindahnya 

kekuasaan sipil ke militer), serta kacaunya ekonomi negara pasca pemilu 

tahun 1955.
62

  

Pertikaian partai-partai Indonesia dibawa ke konstituente, suatu badan 

yang dipilih oleh oleh rakyat Indonesia sebagai wadah dalam menyusun suatu 

Undang-Undang Dasar baru, menunjukan gejala merombak Undang-Undang 

Dasar 1945, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan 

Konstituente. Dalam dekrit ini juga ditentukan, bahwa Undang-Undang Dasar 

1945 yang tidak berlaku itu menjadi berlaku untuk Indonesia. Sebagai akibat 

dari berlakunya UUD 1945 ini Kabinet Karya dibubarkan dan beberapa hari 

kemudian dibentuk sebuah Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Kerja 

dibawah pimpinan Perdana Menteri Presiden Soekarno. Dengan program 

yang sederhana, ialah; Sandang Pangan, Keamanan dan melanjutkan 

perjuangan anti kolonial dan imperialisme.63 

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berharap 

mendapatkan stabilitas politik yang lebih baik, hal ini dibenarkan oleh 

Mahkamah Agung. Dekrit Presiden yang didukung oleh partai-partai besar 
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dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang menjadi konseptornya.64 

Lahirnya Dekrit 1959 tidak bisa dilepaskan dari gagalnya konstituente dalam 

membentuk UUD baru mengganti UUD 1950 sementara serta rentetan 

peristiwa, maka dalam hal ini Presiden mengeluarkan dekrit. 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari: 

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dengan berlakunya kembali UUD 1945, 

2. Pembubaran Badan Konstitusional, 

3. Membentuk DPR dan DPA sementara. 

Konsep pergantian sistem ini diumumkan disekitar halaman Istana 

Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 dengan pembentukan kabinet baru, 

yaitu kabinet kaki empat
65

 serta pembentukan Dewan Nasional. Konsep yang 

ditawarkan oleh Presiden Soekarno mendapat reaksi keras para ahli politik 

hingga mendapatkan pertentangan dari DPR. Konsep yang ditawarkan pada 

saat disampaikan pada 21 februari berisi: Bahwa Demokrasi Liberal secara 

barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dibentuknya kabinet 

gotong-royong yang terdiri dari perwakilan partai dan kelompok fungsional, 

dbentuknya Dewan Nasional  yang beranggotakan perwakilan partai dan 

kelompok fungsional.
66

 

Setelah terbentuknya kabinet pada tanggal 22 Juli 1959, Presiden 

Soekarno membentuk  Dewan Perwakilan Agung (DPA) yang diketuai 
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langsung, berdasarkan Penpres No.3 tahun 1959 dengan 45 anggota yang 

terdiri atas 12 orang perwakilan dari politik, 8 orang perwakilan daerah, 24 

orang dari golongan karya, serta 1 orang wakil ketua. Dewan yang memiliki 

kewajiban dalam pertanyaan Presiden dan berhak memberikan usul pada 

pemerintah  sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 UUD 1945.
67

 

Pada saat peringatan hari lahirnya Bangsa Indonesia DPA 

mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno tepat tanggal 

17 Agustus 1959 mengusung tema “Penemuan Kembali Revolusi Kita” untuk 

dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hingga pada 

akhirnya usulan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno.
68

 Rumusan DPA 

menjadi garis besar dari GBHN dengan judul “Manifesto Politik Republik 

Indonesia” atau disingkat dengan Manipol. 31 Desember 1959 Penetapan 

Presiden No 2 tahun 1959 terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) dengan anggota yang ditunjuk dan diangkat dengan 

syarat: 

1. Setuju atas kembali ke UUD 1945, 

2. Setia Kepada perjuangan Republik Indonesia, 

3. Setuju dengan adanya Manifesto Politik Republik Indonesia. 

Pidato dikenal dengan Manifesto Politik atau U.S.D.E.K . Dari 

perumusan ini setiap orang menyakini adanya 3 kerangka dan 5 inti.
69
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Tiga kerangkan manifesto politik: 

1. Negara Indonesia adalah Negara Republik Indonesia Kesatuan yang 

berwilayah  kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, 

2. Tujuan Negara Indonesia ialah untuk mencapai masyarakat yang adail dan 

makmur yang berbentuk sosialisme Indonesia, 

3. Negara Indonesia mencari persahabatan dengan seluruh dunia. 

Lima inti Manifesto Politik: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat  dengan huruf U. Manifesto 

Politik dengan tegas berdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, 

2. Sosialisme Indonesia yang telah dijadikan tujuan seperti yang telah 

ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disingkat dengan huruf S, 

3. Demokrasi terpimpin. Masyarakat sosialis Indonesia tidak akan tercapai, 

apabila tidak disertai dengan oleh demokrasi terpimpin. Dengan ini 

demokrasi liberal harus dibuang jauh-jauh, disingkat dengan huruf D, 

4. Ekonomi terpimpin. Sosialisme Indonesia yang hanya dapat dicapai 

dengan ekonomi terpimpin ini diuraikan dengan panjang lebar, ketika 

Presiden mengadakan pidato di depan Desan Perancang Nasional yang 

juga terkenal dengan singkatannya Depernas, disingkat dengan huruf E, 

5. Kembali kepada kepribadian Indonesia dan kebudayaan Indonesia yang 

merupakan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Apabila 

Indonesia tidak kembali pada kepribadian dan kebudayaan bangsa 

Indonesia sendiri, sosialisme di Indonesia bukanlah sosialisme Indonesia. 

Disingkat dengan huruf K. 
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Dalam menyesuaikan alat-alat pemerintah Indonesia yang ada, 

diantarannya yang masih menjadi penghalang atau tidak sesuai dengan jaman 

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga penderitaan rakyat 

dapat diberantas, pemerintah mengadakan tindakan “retooling” dalam segala 

lapangan. Dengan ini setelah dewan perwakilan rakyat terbukti tidak sanggup 

dalam membawa Negara Republik Indonesia kearah yang adil dan makmur. 

Dewan Perwakilan Rakyat pilihan rakyat dalam pemilihan umum pada tahun 

1955 diretool dan di ganti dengan Dewan Perwakilan Gotong royong yang 

selesai disusun pada tahun 1960.
70

 

Di tahun 1959 melakukan koordinasi dan perencanaan pembangunan 

semesta yang dilantik Dewan Perancang Nasional. Tahun 1960 pemerintah 

Indonesia berhasil membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang mempuyai 

tugas untuk memberi petunjuk-pentunjuk dalam menjalankan kebijaksanaan 

pemerintahan. begitu halnya pertengahan tahun 1960 itu pemerintah Republik 

Indonesia berusaha untuk menyelesaikan pembetukan Majlis Musyawaratan 

Rakyat.
71

 

Dalam UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota 

DPR yang ditambah dengan utusan dari daerah perwakilan golongan. 

Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 12 tahun 1959 terdiri atas 261 

orang anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 orang anggota dari golongan 

karya. Dalam penetapan Presiden mengatakan bahwa tugas dari MPRS adalah 

menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut penetapan 
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Presiden dengan tugas dan wewenang MPR menurut pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 

Ayat 2, Pasal 6 Ayat 2, dan Pasal 3 UUD 1945, hanya Pasal 2 UUD 1945 

yang menjai tugas MPRS menurut peraturan Presisden No. 12 tahun 1959, 

yaitu penetapan GBHN. 

Politik pada fase Demokrasi Terpimpin dengan memusatkan 

kekuasaan pada dua institusi yang dipegang oleh Soekarno Selaku Presiden 

Indonesia dan Angkatan Darat, PKI yang merupakan partai terbesar pada 

masanya menjadi kekuasaan ketika dalam pemerintahan negara. Penetapan 

Presiden No 13 tahun 1959 menyatakan bahwa Front Nasional adalah 

organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan yang 

terkandung pada UUD 1945. 

B. Tiga Kekuatan Politik 

Kekuatan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berpusat 

pada Presiden, TNI AD dan PKI.
72

 Sering kali terjadinya bahan pertentangan 

antara Presiden dan TNI mengenai PKI karena perbedaan gagasan ideologis, 

dimana PKI sebagai partai manipolis berusaha dalam memperoleh kekuasaan 

dengan menyamakan gagasan-gagasan Pancasila dengan cita-cita politik PKI 

dan sebagai pendukung paling setia dalam kepemimpinan Soekarno, 

sekalipun pada akhirya PKI meragukan Pancasila dalam kedudukannya 

sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

Masa Demokrasi Terpimpin pimpinan TNI, terutama TNI AD dan TNI 

AL bersatu dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi 
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mengenai persoalan Presiden Soekarno para pimpinan TNI tidak bisa bersatu. 

Selama tahun 1959-1962 TNI AD menjadi kekuatan yang solid di bawah 

pimpinan Jendral Ahmad Nasution. Tetapi TNI mengalami konflik internal di 

antara pimpinan AD dimulai pada tanggal 23 Juni 1962 ketika jabatan 

Nasution sebagai Kepala Staf AD digantikan oleh Letjen Achmad Yani, 

pergantian ini dikarenakan Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan 

dan sikap waspada yang berbeda pada pemimpin AD, dimana Letjen Ahmad 

Yani lebih santai dalam memberi kritik dan memberikan koreksi terhadap 

kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. 
73

 

Konflik berlanjut ketika Presiden Soekarno segera melakukan 

penataan kembali Komando Operasi Tinggi (KOTI) dengan menempatkan 

pada komando operasi tertinggi, dan membubarkan Penguasa Perang 

Tertinggi (Peperti). Serta ketika Letjen Achmad Yani menyetujui rencana 

Presiden untuk mendudukan Ahmad Nasution sebagai penjabat administrasi 

dalam kementrian pertahanan, jabatan KOTI dihapus dan setelah diangkatnya 

Letjen Achmad yani menjadi panglima seluruh anggota yang mendukung 

Jendral Ahmad Nasution digantikan. Mulanya Ahmad Nasution mengusulkan 

Mayor Jendral Gatot Soebroto untuk menggantikannya sebagai Panglima, 

tetapi tidak disetujui oleh Soekarno karena Mayjen Soebroto pendukungnya, 

hingga pada Juni 1962 Mayjen Soebroto mendadak wafat.
74

 

Didesaknya Presiden Soekarno oleh TNI untuk memikirkan 

kepentingan negara dan tentara jangka panjang, untuk mempertahankan 
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kekuasaan pasca tahun 1958 meminta bantuan pada kaum komunis. Pada 

tahun-tahun itu Presiden hanya memiliki kekuasaan kecil dan hubungan 

satuan bersenjata kecil hingga merosot. Terdapat sejumlah panglima TNI 

yang masih berpihak kepada Presiden dalam beberapa masalah antara 

Presiden dan TNI AD, tetapi mengalami perpindahan dari posnya tahun 1961. 

Presiden memperoleh dukungan besar dari TNI AU, tetapi pengaruhnya 

terhadap angkatan sangat kecil dan mengalami kemunduran, terutama sejak 

Marsekal Soerjadi Soerjadarma diganti oleh Marsekal Omar Dhani.
75

 Tetapi 

diakui bahwa Presiden mempunyai kekuatan kecil yang terorganis secara baik 

diantaranya departemen pendidikan dan departemen penerangan.  

Pada tahun 1960 Presiden Soekarno mendapatkan tantangan dari 

golongan agama dan pimpinan TNI AD, dalam membentuk Kabinet Gotong 

Royong (Nasakom) tanpa berbau komunis yang dianggap menyimpang 

dengan jati diri bangsa. Tetapi dalam hal ini presiden memberikan kedudukan 

lebih banyak pada PKI yang duduk di kursi MPRS, DPR GR, DPA, Pengurus 

BFN,  hingga pada Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS), 

maka dalam hal ini TNI AD berusaha menyamakan kedudukannya dengan 

mengirimkan untuk melengkapi dlam komposisinya sekalipun mengalami 

kesulitan.
76

 Pertengahan tahun 1960 PKI mencoba kekuatannya dalam 

menghadapi TNI AD dengan melancarkan kritik serta tuduhan keras bahwa 

TNI AD tida bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/ 

Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakayat 
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Semesta). Bersamaan dengan hal itu PKI melakukan pengacauan dibeberapa 

wilayah.
77

 

D.N Aidit selaku ketua CC PKI memanfaatkan program-program PKI 

dalam GBHN dalam kedudukannya untuk merumuskan Manipol sesuai 

dengan revolusi PKI yang terumuskan pada Masyarakat Indonesia dan 

Revolusi Indonesia (MIRI) yang dirumuskan oleh PKI 2 tahun sebelum 

keluarnya dekrit 1959. Konsep MIRI memiliki hambatan dari orang-orang 

anti komunis di DPA. Presiden Soekarno menyetujui konsep Manipol, PKI 

menganggap bahwa konsep dari Manipol dan konsep dari MIRI memiliki 

pokok-pokok masalah yang sama. Kekuatan yang dimiliki PKI dimanfaatkan 

dalam mencari massa, diantaranya pembentukkan Front Nasioanal oleh 

Presiden Soekarno. PKI juga memanfaatkan organsasi massa yang telah 

dipengaruhi untuk menjadikan front Nasional kepada alat politik PKI.
78

 

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia dituliskan bahwa TNI 

mencurigai adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan oleh PKI di 

Jawa Barat, atas situasi itu kelompok TNI AD memberikan laporan berupa 

lisan dan tulisan pada Presiden Soekarno untuk meminta perhatiannya. 

Dengan adanya tindakan yang mencurigakan di beberapa kawasan 

diantaranya, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, para 

pimpinan TNI AD mengambil tindakan pengawasan terhadap PKI 

berdasarkan Undang-undang keadaan bahaya yang berlaku saat itu. 
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Menghilangnya D.N. Aidit serta kelompoknya mengakibatkan kegiatan PKI 

dibekukan dibeberapa kawasan baik pusat atau daerah oleh kelompok TNI.
79

  

Pembekuan dilakukan dengan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 

tokoh-tokoh PKI yang ada serta melarang media massa PKI terbit dan 

beredar. Pembekuan kelompok PKI mendapatkan ketidaksetujuan Presiden 

Soekarno. Pada bulan September tahun 1960 diadakannya sidang oleh 

Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dan Penguasa Perang Daerah (Peperda) 

seluruh Indonesia untuk membahas PKI, dalam sidang inilah pimpinan TNI 

AD dan panglima daerah mengingatkan kepada Presiden Soekarno untuk 

tidak melampaui kepercayaan atas keloyalan PKI, atas pertimbangan 

ideologis ataupun pengalaman sebelumnya.  

Namum, Presiden Soekarno tetap pada kebijakan untuk melarang 

paperda mengambil tindakan politik terhadap PKI, serta Presiden Soekarno 

mengingatkat pada TNI AD agar tidak bersikap fobi terhadap PKI dan 

mencabut batasan-batasan yang diberlakukan bagi kegiatan PKI. Sesuai 

dengan No 7 tahun 1959 tentang syarat dan penyerderhanaan partai, bahwa 

semua partai harus harus berasas pada pancasila, oleh karenanya ketua PKI 

D.N Aidit dipanggil oleh Menteri Keamanan Negara Jendral TNI A.H 

Nasution, Menter Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ipik Gandamana dan 

Menteri Wakil DPA Dr. H Roeslan Abdulgani, untuk dimintai penjelasan.
80

 

dari hasil penjelasan tiga menteri menyatakan bahwa PKI memiliki tujuan 
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lain, dan disampaikan pada Presiden Soekarno bahwa PKI dapat mengancam 

kekutuhan negara. 

Kurangnya pendukung yang terorganisasi, Presiden bergantung pada 

TNI dari pada mengalami bahaya, jadi dari sinilah Presiden mencari 

dukungan dari jajaran parpol PKI, NU dan PNI. Selain itu, Presiden 

mengontrol TNI untuk tidak membatasi kegiatan politik PKI. Pokok 

permasalahan ini bukan berarti Pro Komunis tetapi Presiden bergantung pada 

PKI didalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi TNI. Bila dilihat 

dari kepentingan PKI, maka ketergantungan Presiden Soekarno terhadap PKI 

bersifat timbal balik, begitu halnya PKI jika merasa cemas menghadapi 

kemungkinan tindakan represif tentara yang lebih besar. 

Undang-undang Darurat Perang (SOP) yang diberlakukan sejak bulan 

Maret 1957 dicabut setelah menyelesaikan misi pada tanggal 1 Mei 1963. 

Misi dilakukan mulai dari dituntaskannya gerakan separatis PRRI di 

Sumatera Tengah, Permesta di Sulawesi Utara yang dihentikan oleh Achmad 

Yani sejak pertengahan tahun 1958, hingga pada tanggal 4 Juni 1962 TNI 

berhasil menangkap pemimpin pemberontakan Darul Islam (DI) 

Kartosuwirjo, dan dilanjutkan dengan berakhirnya kampanye pembebasan 

Irian Barat pada bulan Agustus 1962. Pembubaran SOP ini juga bisa sebagai 

usaha Presiden Soekarno untuk memperlemah TNI, sehingga TNI kehilangan 

kewenangan untuk terlibat langsung dalam setiap situasi darurat.  Dari sisi 
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golongan TNI, dengan adanya SOP dapat leluasa mengerahkan kekuatannya 

dalam membendung segala kegiatan PKI.
81

 

Berperannya PKI terhadap Presiden Soekarno selama memeritah 

demokrasi terpimpin. Pertama, berdasarkan pemilu yang dilakukan pada 

tahun 1957 PKI merupakan partai politik terbesar. Kedua, PKI mempunyai 

perlengkapan organisasi paling luas dan paling cepat dimasyarakat umum dari 

desa-desa atau golongan kecil diperkotaan. Ketiga, PKI paling mampu dan 

tangkas dalam mengerahkan massanya kerapat-rapat umum dimana Soekarno 

menjadi pembicaranya.
82

 Sepanjang tahun 1961 antara PKI dan TNI memiliki 

hubungan yang relatif stabil, setelah kampanye pembebasan Irian Barat dapat 

meredam konflik politik di dalam negeri. Tetapi tidak dengan posisi Presiden 

Soekarno yang berdiri di atas sebuah keseimbangan politik yang rawan. 

Pada akhir tahun 1960 hingga awal 1962, Presiden memasukkan PKI 

kedalam kabinet, dengan semboyan Nasakom (Nasionalis, Agama dan 

Komunis). Presden seakan memiliki kepentingan untuk memberi jabatan 

menteri keuangan kepada orang komunis, dengan perhitungan agar orang 

komunisikut serta dalam memikul beban kesalan ekonomi yang semakin 

merosot sekalipun mengalami pertentangan dari pihakk TNI AD. Pada maret 

1962, Ketua PKI D.N Aidit dan Wakil Ketua PKI M.H Lukman memperoleh 

menteri dikabinet. Jelas memicu terjadnya konflik antara Presiden dan 

pimpinan TNI, namun jika diamati lebih jauh apa yang terjadi pada PKI 

adalah imbas dari konflik dari dua mintra kekuasaan negara Presiden 
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Soekarno dan TNI AD sejak tahun 1958.
83

 PKI mencantumkan Pancasila ke 

dalam program partai dan menggunakan semboyan seperti “kepentingan 

nasional diatas kepentingan kelas” dengan pedang damocles tergantung diatas 

mereka.  

Sejak tahun 1963 PKI berusaha untuk duduk dalam kabinet dengan 

kekuatan yang dimilikinya dengan menyuarakan “bentuk kabinet Nasakom 

Sekarang”, pada awal berdirinya PKI tidak memiliki ketertarikan pada politik, 

PKI hanya menyatakan ketidaksetuan dan melontarkan kritik pada 

pemerintah. Dalam mencari panggung popularitas tanpa sadar PKI masuk 

kedalam politik melalui tuntutan pada pemerintah, sepert halnya saat 

penututan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Udang 

Pokok Hasil (UUPBH) serta menjadi perangsang organisasi satelit Ba risan 

Tani Indonesia (BTI) untuk melaksanakan aksi-aksi sepihak.
84

 Para 

pemimpin PKI menjadi juru bicara kampaye aktif dalam ideologi 

pemerintahan dan tidak ada hak istimewa sama seperti parati politik lainnya 

dalam menyerahkan daftar anggota kepada pemerintah.
85

  

Tahun 1964 intensitas ofensif revolusioner PKI terhadap tokoh-tokoh 

politik sebagai lawannya makin ditingkatan, secara intensif PKI melancarkan 

tuduhan “kontra revolusi”.
86

 selama itu terdapat sejumlah aksi PKI, 

diantaranya: 
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1. Gerakan riset dikecamatan-kecamatan untuk memastikan kekuatan PKI 

pada petani miskin, 

2. Aksi tuntutan penyitaan milik Inggris dan Amerika, 

3. Aksi menuntut retooling, tuntutan pergantian penjabat anti PKI dan aksi 

tunjuk hidung, 

4. Pengindonesiaan Marxisme, 

5. Aksi teror dibeberapa wilayah. 

Keberhasilan PKI secara politik memperbesar ambisinya dalam 

Kongres Nasional VII April 1962 yang menyatakan “PKI tidak memandang 

pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula 

menganggapnya sebagai  satu-satunya bentuk perjuangan, PKI mendasarkan 

politiknya pada Marxis mengenai keadaan yang kongret dan perimbangan 

kekuatan”, dari pernyataan tersebut bahwa PKI berusaha menyamakan diri 

dengan Parlementer. Agar sama sejajar dengan parlementer, PKI 

menyamakan dengan yang disebut “ofensif manipolis”  atau “ofensif 

revolusioner” yang ditujukan pada semua kekuatan sosial politik yang tidak 

sepaham.  

Tahun 1963 tersebar dokumen rahasia CC PKI berjudul “Resume 

Program dan Kegiatan PKI Dewasa ini” dukumen ni berisi penilaian kerja 

dan program kerja pendek PKI. Dalam dokumen itu menyatakan bahwa 

“Revolusi Agustus 1945” gagal dan belum selesai jika tidak ada campur 

tangan orang-orang Komunis. PKI menganggap bahwa Revolusi harus ada 

campur tangan Demokrasi rakyat dengan cara merebut kekuasaan dari tangan 
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kaum borjuis.
87

 Dokumen yang ditemukan oleh Partai Murba, menyatakan 

bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan dengan menilai bahwa 

dirinya kuat dan segala golongan berpihak kepadanya. Pada 12 Desember 

1964 di Istana Bogor dalam sidang kabinet dokumen PKI dibicarakan oleh 

partai-partai politik dibawah pimpinan Presiden Soekarno. Dr, Chaerul Saleh, 

Wakil Perdana Menteri III anggota dari Partai Murba,
88

 yang menemukan 

dokumen rahasia PKI. Aidit menyatakan bahwa dokumen tersebut palsu 

dengan dalih bahwa dokumen tersebut buatan dari Trotskyst yang dibantu 

oleh kaum Nekolim yang ingin menghancurkan PKI. 

Pada hari yang sama Presiden soekarno meminta sepuluh partai politik 

untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dibentuk Deklarasi Bogor. 

Pokok isi Deklarasi adalah “bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap 

Malaysia sebagai proyek Nekolim, maka sengketa di antara unsur-unsur 

dalam negeri, supaya diselesaikan secara musyawarah”. Mengenai dokumen 

rahasia tidak disebut dalam deklarasi dengan demikian permasalahan 

dianggap selesai. Kesuksesan PKI dalam deklarasi Bogor yang diketuai leh 

Presiden Soekarno menjadikan PKI ofensif untuk membalas dendam pada 

Partai Murba dengan mengeluarkan fitnah bahwa Partai Murba memecah 

belah persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan 
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 Baskara T Wardaya., Op. Cit., 34. 
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 Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak yaitu partai politik Indonesia yang dididirikan 

pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarno dan Adam Malik. Pada masa 
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membunuh ajaran pribadi Presiden Soekarno. Lima hari setalah Deklarasi 

Bogor Presiden membubarkan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS).
89

  

Setelah pembubaran BPS, PKI menggunakan cara yang sama dalam 

pembubaran Partai Murba dengan cara mempengaruhi Presiden soekarno agar 

membekukan partai Murba, atas tuduhan PKI  Sukarni pemimpin Partai 

Murba ditangkap, partainya dibekukan dan media massanya dilarang terbit. 

Tanda-tanda akan dibubarkannya Partai Murba terlihat pada pidato Wakil 

Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio pada tanggal 4 anuari tahun 1965 dalam 

acara penyambutan harlah Harian Duta Masyarakat yang berisi; 

“.....bahwa tahun 1965 adalah tahun gawat, tahun kristalisasi, maka 

jangan terkejut jika dalam tahun ini ada afvallers, akan ada orang-

orang yang tadinya teman seperjuangan (comrade in arms) akan 

rontok karena tidak bisa mengikuti jalannya revolusi...” 

 

Tahun 1964-1965 menjadi bukti kekuatan PKI dalam mewujudkan 

“pematangan situasi revolusioner” melalui serangan yang ditunjukan pada 

lawan politiknya pada pemerintah.
90

 Keseimbangan antara tiga kekuatan 

negara Soekarno, TNI dan PKI terus mengalami pergeseran dan berubah dari 

semula, dengan Soekarno sebagai kekuatan utama dengan memegang satu 

tangan golongan TNI yang memiliki keraguan dan ketidak pastian dan satu 

tangan lainnya dalam memegang PKI yang memerlukan perlindungan dan 

bantuan. Hal inilah yang mengakibatkan kekuatan PKI hampir seimbang 

dengan kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan lebih tinggi dari 

TNI yang mengalami kemerosotan kekuasaan.  

                                                           
89

 BPS adalah badan yang memurnikan ajaran Presiden Soekarno yang didukung oleh kelompok 
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Mlik, Sajuti Melik dan Elkana Tobing. 
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Front Nasional yang dibentuk sejak Maret 1961 dipimpin Presiden 

Soekarno untuk kampanye perjuangan pembebasan Irian Barat, yang terdiri 

dari partai-partai politik dan TNI didominasi oleh PKI. Maka dalam 

mengimbangi dominasi PKI atas Front Nasional, pimpinan TNI AD 

membentuk Sekretariat bersama Golongan Karya pada 20 Oktober 1964. 

Organisasi masa diantaranya, SOKSI (Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri 

Indonesia) dibentuk untuk meredam kegiatan SOBSI (Sentral Organisasi 

Buruh Seluruh Indonesia) organisasi massa buruh dari PKI. Persi (Persatuan 

Istri Tentara) yang dipimpin Nyonya Achmad Yani, meredam kegiatan 

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang merupakan ormas wanita dari PKI 

selain itu dibentuk organisasi Musyawarah Kekeluargaan Gotong-royong 

(MKGR), Koperasi Serba Guna Gotong-Royong (Kosgoro) dan Gerakan 

Karyawan Indonesia (Gakari). 

C. Ofensif PKI hingga G30S/PKI 

Kekuatan yang dimiliki PKI dalam mengusai massa dengan 

melakukan penggalangan pada penduduk desa yang mayoritas bangsa 

Indonesia. Dipercayanya PKI karena menjadi salah satu partai terlama dan 

berpengalaman dalam pemerintah baik dalam aksi-aksi, Sentral Organisasi 

Buruh Sluruh Indonesia (SOBSI), dan federasi organisasi yang dikuasainya 

seak tahun 1946. PKI juga melakukan infiltrasinya terhadap Barisan Tani 

Indonesia (TBI) yang dipimpin oleh Sadarwo dari PNI, dengan menjadikan 

BTI sebagian dari PKI.  
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Buku “Tani Mengganyang Setan-setan Desa” buku pegangan kader 

PKI menjelaskan bahwa ada tuju setan desa yang harus dihilangkan 

diantaranya: kalangan Kyai dan ulama yang digambarkan oleh PKI ssebagai 

tuan tanah jahat, tengkulak jahat, penghisap tanah rakyat, penguasa jahat, 

bandit desa, tukang ijon dan penghalang kemajuan desa,
91

 dari sini seolah 

PKI berpihak kepada rakyat. Hasil dari aksi PKI ini menimbulkan dendam 

dari kalangan rakyat desa utamanya dari golongan santri atau agamis, hingga 

berujung pada Gerakan 30  September. Dalam usaha mencari aksi untuk 

melawan golongan santri, PKI mencari massa dari golongan non-santri atau 

ormas diluarnya yang berafeliasi seperti Golongn Rakyat (PR), Gerakan 

Wanita Indonesia (Gerwani), Lembega Kebudayaan Rakyat (Lekra). Gerakan 

yang dilakukan oleh PKI pada masyarakat desa menghasut dengan  UUPA 

(undang undang Pokok Agraria) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) 

bahwa tidak sesuai dengan dasar-dasar kepemilikan rakyat hal ini perlu 

dirombak kembali, dari sini PKI menadi pelopor terjadinya aksi sepihak yang 

membawa dampak baik dar kalangan rakyat ataupun penjabat seperti 

peristiwa di Indramayu, Jengkol Kediri dan Bandar Betsy Sumatra Utara. 

Pemberontakan G30S/PKI Aidit selaku CC PKI memiliki peran 

penting dalam kekuasaanya dalam menentukan dan melakukan segala 

tindakan yang berkaitan dengan ABRI, dalam membina ABRI Aidit dibantu 

oleh biro khusus dalam memperluas pengaruh. Biro khusus dibentuk pada 

tingkat pusat dan daerah dengan pimpinan kolektif yang bersifat rahasia 
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dengan kendari dari CC PKI Aidit, ada tahun 1964 biro khusus dpimpin oleh 

Sjam Kamaruzzaman.
92

 Masuknya biro khusus pada tubuh ABRI dengan 

tujuan membina anggota agar masu bagian dalam PKI, anggota ABRI yang 

dibina tidak secara otomatis menjadi bagian dari PKI. Menyusup dalam tubuh 

ABRI dengan membina perwira dari berbaga tingkat dengan menggunakan 

ajaran komunisme serta kondisi kehidupan yang terjadi baik dari bidang 

sosial, ekonomi dan politik di kehidupan sehari-hari, dalam hal ini PKI 

melakukan pembinaan dengan cara: 

1. Pembinaan untuk orang-orang yang mau melaksanakan tugas partai, 

seperti Brigjen  Supardjo, Kolonel Latief, Mayor udara Suyono, Leknol 

Untung, Kolenel Laut Sunardi, serta Letkol Heru Atmodjo, 

2. Pembinaan fungsional dengan menarik mereka yang ada ditingkat atas 

agar sejalan dengan usaha dan kebijakan politik yang dimiliki oleh PKI. 

Akibat dari Afiltrasi PKI masuk dalam tubuh ABRI menimbulkan 

pengkhianatan terhadap ideologi negara Pancasila, UUD 1945 serta Ikrar 

terhadap Saptamarga dan Sumpah Prajurit karena mereka menilai ideologi 

komunisme lebih tnggi dari pada disiplin sebagai prajurit TNI, dengan 

bantuan ABRI, PKI melaksanakan keinginannya melakukan G30S/PKI.
93

 

Kekalahan PKI pada pemeberontakan Madiun 1948 menjadikan motivasi 

dalam mencari jalan  dalam kesatuan organisasi, adanya Trikora dan 

Dwikora, timbulnya gagasan pengarahan tenaga sukarela, dan kondisi politik 

dalam negeri yang kurang kondusif Aidit selaku CC PK serta kawannya 
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meminta usul terhadap Presiden Soekarno untuk mempersenjatai buruh dan 

tani, usaha ini berkembang hingga menjadi Angkatan V partai atau sayap 

militer partai. Angkatan V adalah angkatan buruh bersenjata lain dari 

keempat angkatan ABRI yang murni TNI. Atas usaha ini, Kasab Jenderal 

A.H Nasution mencurigai dan mewaspadai usaha PKI dengan membentuk 

Resimen Mahasiswa, Pertahanan Sipil (Hansip) serta kesatuan-kesatuan 

karyawan-karyawan Peruusahaan Negara.
94

 

Dalam rentan waktu yang singkat, tahun 1965-1966 terjadinya 

peristiwa yang diperinci pada: 

1. Operasi Militer Letkol Untung. 

Pada tanggal 30 September 1965 melalui pasukan cakrabirawa, PKI 

melancarkan kudeta dengan jalan membunuh Anggota Perwira Indonesia 

di Jakarta, yang berlanjut pada lubang buaya, sekelompok perempuan yang 

bergabung dalam organisasi Gerwani. Dalam versi resmi PKI dipandang 

sebagai dalang dengan melakukan pembunuhan yang dikenal dengan 

G30S/PKI atau Gestapu yang diperkokoh dengan pemberontakan yang 

dilakukan pada tahun 1926-1927 dan 1948 yang ingin mengubah ideologi 

pancasila menjadi ideologi komunis yang ateis. Terlepas dari kebenaran 

atau tidak PKI adalah dalang dari G30S/PKI, tokoh kunci Letkol Untung, 

Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo merupakan personil militer 

dari kesatuan TNI AD. Operasi yang dilakukan oleh Letkol Untung 
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dinyatakan gagal pada 2 Oktober 1965 dengan larinya Letkol keluar 

Jakarta dan bubarnya anggota operasi.  

2. Pembunuhan Massal 1965-1966. 

 Pembunuhan massal terjadi setelah terjadinya G30S/PKI, yang 

dimula pada tanggal 20-21 Oktober dikawasan Jawa Tengah khususnya 

kawasan Klaten dan Boyolali, bulan November di Jawa Timur dan Bulan 

Desember di Bali serta beberapa wilayah diluar. Korban pembunuhan 

massal yang terjadi sulit dikatakan, namun sekitar 1 juta jiwa yang 

dilakukan ooleh bangsa sendiri. Selain melakukan pembantaian juga 

melakukan penangkapan anggota militer yang dianggap memiliki kaitan 

dengan PKI, jabatan dan hak hidup dicabut tanpa melakukan pengadilan 

terlebih dahulu. 

3. Produksi dan Reproduksi 

 Terlepas dari bersalah atau tidaknya PKI hanya versi resmi militer 

informasi boleh tersebar dimasyarakat, sekalipun dalang sesungguhnya 

dari pembunuhan yang teradi pada 30 september belum diketahui secara 

pasti begitu halnya dengan kunci pembunuhan dan pembantaian 

dikemudian hari berasal dari anggota militer. Pembatasan produksi 

informasi hanya terlihat pada pembatasan koran yang disensor dimana 

hanya koran harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang dikelola 

oleh Angkatan AD. Tersebarnya koran ini membuat pandangan 

masyarakat bagaimana kejamnya PKI dilubang buaya dengan kisah “pesta 

harum bunga”.  
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Kelanjutan peristiwa dengan mereproduksi pembuatan, pemutaran 

serta pemaksaan untuk menonton film berjudul pengkhianatan G30S/PKI 

karya Arifin C. Noer sekitar tahun 1980-1990, menerut film tersebut bahwa 

PKI benar melakukan kekejaman pada 1 Oktober 1965. Reproduksi ini 

dianggap penting dalam memberikan rasa takut dan was-was dalam 

masyarakat sehingga mudah untuk dikontrol kedepannya.
95

 Pada tahap ini 

masyarakat mengalami masa panoptic dengan sistem pengawasan yang 

tinggi. Menurut pandangan michael foucault konsep dari panoptic 

memberikan relasi yang dawasi dan mengawasi, dikontrol dan mengontrol, 

direhabilitasi dan merehabilitasi, abnormal dan menormalkan dalam sebuah 

kekuasaan yang menimbulkan kesadaran untuk diawasi dan dikontol secara 

terus menerus hingga memberikan tekanan, ketakutan dan kepatuhan. 

Pegawasan dan tekatan pada masyarakat terlihat pada pembubuhan 

kode “ET” (Eks Tapol) pada KTP milik masyarakat yang melawan pada 

kekuasaan pemerintah. ET adalah istilah yang tertuju pada tahanan yang 

ditangkap dan penjarakan  dengan tuduhan samar yang terlibat atau tidak 

pada peristiwa kisaran tahun 1965-1967 yang tersebar diseluruh indonesia 

yang ditepatkan di Pulau Buru dan Plantungan. 

G30S/PKI yang berujung dengan tewasnya tujuh anggota Perwira TNI 

masih memberikan tanda tanya dalang dari terjadinya peristiwa, begitu halnya 

peristiwa pembunuhan dan pembantaian tahun 1965 juga membawa pada 

dibunuhnya ratusan ribu masyarakat Indonesia setelah G30S/PKI terjadi yang 
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tersebar di Jawa Tengah Jawa Timur, Bali dan sejumlah wilayah ditanah air. 

Pembantaian yang terjadi kemungkinan tidak memiliki kaitan dengan 

tewasnya tujuh anggota TNI di Jakarta karena tidak terjadi secara bersamaan 

yang dimulai dari tiga minggu atau minggu akhir bulan oktober di Jawa 

Tengah dan bulan selanjutnya tiap wilayah, yang dipenjara dan dieksekusi 

tanpa proses pengadilan.
96

  

Dalam buku Bung Karno Menggugat dalam kasus pembantaian tahun 

1965 hanya terdapat dugaan yang perlu diteliti lebih lanjut, dimana tidak 

menemukan hasil dari dugaan itu. Dugaan pembunuhan dan pembantaian 

hanya mejadi teka-teki dari beberapa pihak, pihak Bung Karno tidak memiliki 

fikiran dan siasat melakukan pembantaian pada PKI atau Non PKI, pihak 

Letkol Untung pada tanggal 2 Oktober 1965 melarikan diri dengan gagalnya 

gerakan yang dipimpinnya, PKI juga tidak melakukan pembantaian justru 

PKI menjadi korban,
97

 tidak jelasnya dalang mebunuhan dan pembantaian 

hingga banyak menimbulkan spekulasi, manipulasi dan ditorsi. 

Banyaknya pandangan yang diketahui oleh masyarakat bahwa PKI 

adalah dalang dari tragedi, tampak secara nyata bayang-bayang pemerintahan 

orba masih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. 

peristiwa 30 September 1965, peristiwa bersejarah yang sulit dihapuskan dari 

generasi ke generasi. Sekalipun, banyak para peneliti yang dilakukan oleh 

sejarawan baik domestik maupun luar yang mampu meberikan bukti akurat 
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mengenai dalang peristiwa. Tragisnya, peristiwa kudeta yang menelan ratusan 

ribu jiwa tanpa bukti kuat dan nyata dituduhkan pada PKI sebagai aktor 

utama melalui rekayasa film, yang merupakan instrumen propaganda politik 

rezim Soeharto yang didukung oleh Amerika Serikat. 

Francis Fukuyama ilmuan sosial politik penulis lewat tesisnya The 

End of History  (1989), menyebutkan bahwa perang ideologi telah berakhir 

dan dimenangkan oleh ideologi kapitalisme liberal, berakhirnya yang 

mengubur dalam komunisme dalam pentas sejarah. Karya yang sama, The 

Clash Civilization (1996) karya Samuel P. Huntington, karya buku dengan 

sarat pesan propaganda dan provokasi massa. Willian Blum penulis 

America’s Deadliest Export Democracy: The Truch About US Foreign Policy 

and Everything Else (2013), mengatakan bahwa banyak keterlibatan AS 

dalam setiap momen kejahatan diseluruh dunia tanpa diadili sekalipun. AS 

tampil layaknya pahlawan anti kejahatan dan membela kebajikan. Sementara 

ia memperkosa moralitas atas nama kepentingan, membenarkan pembunuhan 

atas nama kekuasaan, menggadaikan kebajikan serta memerangi komunisme 

dengan cara membunuh jutaan manusia demi penyebaran ide-ide demokrasi 

liberal dan kapitalisme global.
98

 

Tindakan Soeharto yang mencoba mengkambinghitampakan PKI 

lewat tuduhan parsialnya belakangan menjad bukti bahwa Amerika Serikat 

turut mendukung aksi sebagaimana William Blum mengatakan bahwa “tidak 

hanya menjadi aktor dibalik peristiwa pembunhan massal 1965....”, begitu 
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halnya dengan pembunuhan masyarakat Timor Leste 1975 masa rezim 

Soeharto. Tuduhan terhadap Amerika diperkuat dengan kayakinan publik 

bahwa apapun bentuk kejahatan yang terselip keterlibatan AS, maka 

kejahatan itu disulap menjadi tindakan banalitas (kejahatan yang dianggap 

wajar), karena moral manusia ditumpuli oleh kenyakinan yang buta. 

D. Konfrontasi Irian Barat 

Konferensi Meja Bundar (KBM) yang dilakukan di Den Haag, 

Belanda tahun 2 November 1949 yag menjadi tonggak diakuinya kedaulatan 

dan kemerdekaan Indonesia.
99

 Berdasarkan pasal 1 persetujuan KMB 

mengenai “Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan  sepenuhnya atas 

Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan 

tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat 

sebagai negara yang berdaulat”.
100

 Pemimpin dalam delegasi Indonesia di 

perundingan KBM oleh Bung Hatta mengukapkan KBM tidak berhasil dalam 

menyelesaikan masalah penyerahan kekuasaan kerajaan belanda atas Irian 

Barat untuk Indonesia. Irian Barat masih dalam keadaan sengketa dan masih 

butuh proses setelah pengembalian Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Delegasi Indonesia saat mengikuti KBM yang dilaksanakan sejak 23 

Agustus sampai 2 November 1949 terdri dari Dr. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, 

Prof Supomo, dr. J Leimana, Mr. Ali Sastromidjojo, Ir. Djuanda, dr. 

Sukiman, Mr. Suyono Hadianto, dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul 

Karim Pringgodigdo, Kolonel T. B Simatupang serta Mr. Sumardi yang 
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didampingi oleh Sulthan Hamid II dari Pontianak. KBM mengasilkan 

perundingan diantaranya: 

1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial belanda kepada Republik 

Indonesia Serikat (RIS) kecuali Irian Barat akan dilakukan dalam kurung 

waktu satu tahun, 

2. Dibentuknya sebuah Uni Belanda Indonesia dengan kerajaan belanda 

sebagai pimpinan, 

3. Pengembalian hutang Hindia Belanda oleh RIS. 

Dalam piagam penyerahan kedaulatan  terdapat asal yang mengatur  

hubungan RIS dengan Kerajaan Neverland, dalam bentuk konferensi Uni 

secara bergilir. Pada konferensi Uni yang pertama dijakarta pada 12 Maret 

1950 pemerintah RIS membawa persoalan Irian Barat sebagai persoalan, 

tetapi pihak dari belanda enggak untuk membahas lebih lanjut, sehingga 

menteri Uni membentuk komisi gabungan untuk mengumpulkan fakta dalam 

peninjauaan Irian Barat. Tidak dikuinya Irian Barat pada Republik Indonesia 

oleh pihak Belanda terlihat pada saat persetujuan Linggarjati dan Renville 

yang menyatakan bahwa Irian Barat bagian dari RIS.
101

 

Tahun 1954 Indonesia membawa persoalan Irian Barat pada pihak 

PBB, karena Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia sedangkan Belanda 

menolak dan tidak mengakui bahwa Irian bagian dari Indonesia. Pada tahun 

1961 diplomat Amerika, Elsswort Bunker mengumumkan pada sidang bahwa 

Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Keputusan dari PBB membawa 
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syarat dengan tinggalnya anggota PBB di Irian Barat hingga masa transisi 

selesai, dan selesainya masa transisi PBB berharap Indonesia dapat 

bertanggung jawab secara keamanan dan militer.
102

 Pihak Belanda menyadari 

bahwa Irian tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia, belanda 

mengajukan protes pada pihak PBB yang menganggap Indonesia melakukan 

agresi militer, maka dalam hal ini belandang meminta bantuan untuk 

memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, 

Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi secara 

militer dengan belanda yang disebut dengan Trikora atau Tri Komando 

Rakyat, yang berisi: 

Menggagalkan Papua sebagai negara boneka kolonial Belanda 

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih di Irian sebagai wilayah ndonesia 

2. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan 

dan kesatuan tanah air Indonesia. 

Usaha dalam menyelesaikan permasalah pembebasan Irian Barat 

mengelami kegagalan dengan jalan damai lebih dari 6 tahun, maka 

pemerintah Indonesia menemuh jalan lain dengan cara dilancarkannya aksi 

diseluruh wilayah Indonesia, diantanya: pengambilalihan  perusaan Belanda 

oleh para buruh, untuk mengindari kericuhan Jendral Nasution selaku staf 

pusat menyerahkannya pada pemerintah. Hubungan Indonesia dan Belanda 

merenggang pada 17 Agustus 1960 dengan pemutusan hubungan diplomatik. 

Sebelum tahun 1960 DPA membentuk Front Nasional tanpa bersangkut 
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dengan militer yang diharapkan dalam membebasan Irian Barat, Fron 

Nasional baru dengan Aidit dan Nyoto sebagai anggota, serta beberapa 

anggota PKI. Operasi yang dilakukan di Irian Barat dengan cara penyusupan 

kecil yang dilakukan oleh pihak militer serta PKI, penyusupan PKI 

diharapkan dapat memobilisasikan demonstrasi ddalam ambil alih Irian 

Barat.
103

 

Dalam meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional 

merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) sebagai strategi umum yang 

dikemukakan oleh Komando Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 

1961 di Yogyakarta. Dibentuknya Irian Barat gaya baru  dikukuhkan berdasar 

pada penetapan Presiden No 1/1962 dengan ibu kota Jayapura. Saat rapat 

Dewan Pertahanan Nasional bersama dengan organisasi gabungan staf serta 

Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat memutuskan: 

1. Membentuk Irian Barat gaya baru dengan putra Irian Barat sebagai 

Gubernurnya, 

2. Membentuk Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-

kesatuan ABRI dalam tugas merenut Irian Barat.  

Sesuai dengan kondisi Irian Barat yang kurang kondusif, Trikora 

diperjelas sesuai dengan intruksi dari Pnglima Besar Komando Tertinggi 

Pembebasan Irian Barat berdasarkan No 1/1962 kepada Panglima Mandala,
104

 

dengan isi: 
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1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer 

dengan tujuan pengembalian kawasan Irian Barat kedalam wilayah 

Republik Indonesia, 

2. Mengembangkan situasi di kawasan Irian Barat sesuai dengan taraf 

perjuangan dalam bidang diplomasi dan berharap dalam waktu singkat 

kawasan Irian Barat secara de facto diciptakannya daerah-daerah bebas 

atau dengan didudukkannya unsur kekuasaan dalam pemerintahan RI. 

Pada bulan Januari ditetapkan susunan Komando Tetinggi 

Pembebasan Irian Barat, adapun susunannya: 

1. Susunan Panglima Besar Komando Tertinggi:  

Kepala Panglima Tinggi : Presiden Soekarno  

Wakil Panglima Tinggi : Jendral A.H Nasution  

Kepala Staf   : Mayor Jenderal Ahmad Yani 

2. Susunan Komando Mandala: 

Panglima Mandala   : Mayor Jenderal Soeharto 

Wakil Panglima I  : Kolenel Laut Subono 

Wakil Panglima II  : Letkol Udara Leo Wattimena 

Kepala Staf Umum  : Kolonel Achmad Tahir 

Kebutuhan militer dalam melancarkan serangan merebut Papua 

mendorong pihak tentara dan pemerintah berpaling pada Uni Soviet, yang 

berusaha meneningkatkan pengaruhnya di Indonesia supaya merugikan pihak 

Amerika Serikat atau China. Papua masih bagian dari kegiatan militer yang 

tingkatannya rendah, ketika John F. Kennedy memangku jabatan Presiden 
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Amerika Serikat pada Januari 1961, mulai menandingi pengaruh Soviet di 

Indonesia dengan mengupayakan tercapainya suatu penyelesaian atas masalah 

Papua melalui perundingan. Perundingan antara pihak tentara dengan kaum 

pemberontak PRRI yang berlangsung sejak tahun 1958 pada akhirnya 

membuahkan hasil, dengan pihak pemberontak kehabisan amunisi dan 

perbekalan lainnya. 

E. Peralihan Kekuasaan Kepemimpinan 

Indonesia merdeka pada tahun 1945 M, merdekanya bangsa dari 

kolonialisme bukan jaminan bahwa bangsa akan baik-baik saja. Presiden 

Soekarno pernah berkata bahwa “Perjuanganku lebih mudah karena melawan 

penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa 

sendiri”. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa akan ancaman masa mendatang. 

Pernyataan Presiden Soekarno menjadi bukti bahwa bangsa yang besar ini 

mengalami pergeseran persatuan. Hal ini terlihat sejak awal kemerdekaan 

bangsa Indonesia, terjadi berbagai konflik, baik dari segi politik, sosial-

ekonomi, agama, suku, ras dan antar golongan. Perubahan politik suatu 

negara bisa menjadi masa transisi, masa transisi ini yang menjadi ciri 

pemerintahan Indonesia. Transisi politik bermakna peralihan rezim dari suatu 

bentuk pemerintahan kepada bentuk pemerintahan baru. di satu sisi, transisi 

dibatasi oleh mulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian dan 

pengesahan beberapa bentuk pemerintahan yang demokrasi, atau bentuk 

pemerintahan yang otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner.
105
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Masa transisi tahun 1965-1967, masa pergolakan politik yang penuh 

gejolak dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Periode yang 

menghantarkan Jendral Soeharto menjadi pemimpin negara selama 32 tahun. 

Masa transisi yang dimulai dengan gerakan PKI yang membawa adanya 

peristiwa G30S/PKI yang puncaknya pada tanggal 30 September 1965 

dengan penculikan 6 Jendral TNI-AD dan pembentukan Dewan Revolusi 

dalam pembantaian. Pada tahun 1965 menjadi awal pergolakan politik di 

pemerintahan Indonesia serta kerusuhan dan pembantaian di berbagai wilayah 

Indonesia yang memberikan kesan buruk di pemerintahan. Yang 

mengakibatkan perekonomian negara menurun yang membutuhkan perhatian 

pemerintah. Produksi negara menurun, jaringan komunikasi memasuki fase 

keambrukan, jalur kereta api dan jalan raya yang menjadi jalan penghubung 

antar wilayah tidak terurus, ketersediaan listrik mulai dibatasi. Hingga pada 

bulan Desember finansial negara mulai anjlok.
106

 

Terjadinya dualisme dalam kepemimpinan Indonesia kisaran tahun 

1966-1967 M. Dimana, di satu pihak Presiden Soekarno masih aktif sebagai 

Presiden Indonesia, dan dipihak lain adanya Jendral Soeharto yang 

memimpin pemerintahan. Suasana politik sangat kondusif untuk terjadinya 

perpecahan nasional yang besar.
107

 Maka tidak dapat dipungkiri rentang 

waktu pada Desember 1965 hingga Maret 1966, cara penanganan aksi 

kekerasan yang dilakukan negara mulai bergeser, dari pembantaian yang 

didukung militer tingkat lokal kearah penangkapan dan penahanan yang lebih 
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tersentralisasi terhadap sisa-sisa Orde Lama yang dilakukan melalui aparat-

aparat Kopkamtib, Pada saat yang sama, peralihan kekuasaan pun selesai.
108

 

Konflik  terjadi, kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia) berhadapan 

dengan kekuatan non-PKI, kekuatan yang saling curiga, culik-menculik, 

sedangkan keadaan bertambah buruk karena tidak adanya tindakan tegas 

merendam sumber konflik. Dengan adanya situasi seperti ini menghantarkan 

mahasiswa turun ke jalan, lewat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia 

(KAMI), yang disusul dengan aksi serupa oleh pelajar dan kelompok yang 

menghendaki pembubaran PKI.
109

 Maka lahir Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), 

yang menghendaki pembubaran PKI, pembubaran 100 kabinet dan penurunan 

harga.
110

 Dalam situasi yang demikian, maka Supersemar lahir dan digunakan 

untuk mengatasi keadaan, antara lain dengan membubarkan PKI. Akan tetapi, 

“disinilah ada penilaian bahwa seolah-olah keluarnya Supersemar itu karena 

kekuatan senjata, dengan ujung bayonet di belakangnya, seolah Presiden 

Soekarno dipaksa menandatanganinya.
111

 Pada Maret 1966, Presiden Sukarno 

terpaksa menandatangani Surat Perintah 11 Maret, yang memberikan 

kekuasaan pada Soeharto serta Menteri/Panglima Angkatan Darat yang baru 

diangkat untuk “mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk 

memastikan keamanan dan ketertiban serta stabilitas jalannya revolusi, demi 
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kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia”.
112

 Jendral Soeharto 

berkata bahwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), adalah 

keputusan politik untuk mengatasi keadaan yang serba tidak menentu.
113

 

Berbekal Supersemar Koptamtib
114

 mengambil tindakan tegas terhadap 

menteri-menteri yang terlibat dalam aksi G30S/PKI.  

Supersemar terjadi ketika tanggal 11 Maret 1966, pada saat Presiden 

Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang 

disempurnakan. Saat berlangsungnya sidang, Brigjen M. Sabur melaporkan 

adanya pasukan liar yang berada di sekitar Istana Merdeka, Jakarta. 

Berdasarkan laporan itu, Presiden meninggalkan Sidang Kabinet dan menuju 

ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Dengan helikopter lain 

Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio  dan Wakil Perdana Menteri III,  

Dr. Chairul Saleh menyusul. Sedang kabinet sempat dilanjutkan, sebelum 

akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena, yang kemudian 

menyusul ke bogor menggunakan mobil. Kehadiran pasukan di sekitar istana 
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atas perintah Jendral Soeharto, tujuannya adalah untuk menangkap para 

menteri yang diragukan iktikad baiknya, diantaranya Dr. Subandrio.
115

 

Sementara itu, tiga perwira tinggi TNI AD, yaitu Mayjen Basuki 

Rachmat, Brigjen M. Jusuf dan Brigjen Amir Machmud, yang mengikuti 

sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke 

Bogor. Motivasinya bahwa agar Presiden tidak merasa terpencil dan yakin 

bahwa ABRI, khususnya TNI AD tetap sedia mengatasi keadaan asal diberi 

kepercayaan penuh. Sebelum berangkatnya tiga perwira tinggi terlebih 

dahulu meminta izin kepada Menteri/ Panglima Angkatan Darat Soeharto 

serta selaku Panglima Kopkamtib, niat ketiga perwira tersebut 

disetujuinya.
116

 

Setibanya di Istana Bogor, terjadi pembicaraan antara Presiden 

Soekarno dan ketiga Perwira mengenangi situasi yang terjadi. Ketiga 

perwira tersebut menyatakan bahwa Jendral Soeharto mampu 

mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan Surat Tugas 

atau Surat Kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk 

mengambil tindakan. Latar belakang ucapan berawal dari pertemuan mereka 

di bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 pasca pemberontakan G30S/PKI 

terdapat perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Jendral 

Soeharto dalam menangani penyelesaian krisis dan gerakan rakyat.
117

 

Sepulang dari Istana Bogor, ketiga perwira menyampaikan Surat 

Perintah kepada Jendral Soeharto pada malam itu juga. Kemudian jendral 
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Soeharto mengundang Front Pancasila dan Panglima daerah ke Markas 

Kostrad untuk membicarakan adanya Surat Perintah dan langkah yang akan 

diambil karena dukungan mereka sangat diperlukan. Satu hari setelah 

keluarnya Supersemar, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966, Jendral 

Soeharto mengeluarkan Dekrit atas nama Presiden Soekarno dengan 

membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang 

berafiliasi dibawah-Nya dan berlindung ataupun berasas di seluruh wilayah 

Indonesia.
118

 Larangan juga diperuntukkan kepada semua partai politik dan 

organisasi massa untuk tidak menerima anggota bekas PKI serta ormas yang 

berlindung dibawahnya.
119

 Organisasi yang berafiliasi dibawahnya, seperti 

Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Pemuda Rakyat (PR), Barisan Tani 

Indonesia (BTI) dan (SOBSI).
120

 

Pada sidang MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno selaku Mandataris 

MPRS diminta oleh MPRS untuk memberikan pertanggung jawaban 

mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah 

pemberontakan G30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi dan 

akhlak.
121

 Pada tanggal 23 Februari 1967, bertepat di Istana Negara, dengan 

disaksikan oleh ketua Presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, 

Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia dengan resmi menyatakan kekuasaan pemerintahan 
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kepada pengemban ketetapan MPRS No.1X/MPRS/1966 Jendral Soeharto.
122

 

Runtuhnya pemerintahan Soekarno dianggap melembagakan “biroksasi yang 

tidak bertanggung jawab” dan kekuatan kekuasaan otoriter yang dipengaruhi 

oleh tradisi mistik jawa dan budaya foedal yang dilakukan oleh Kelompok 

mahasiswa dan Pelajar yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar 

Indonesia) yang notabenena mayoritas islam dengan menjadikan tombak 

pejuangan dalam menentang pemerintahan dengan dukungan militer.
123
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BAB III 

SOEKARNO, AKTIVITAS & PEMIKIRAN POLITIKNYA 

A. Riwayat Hidup Soekarno 

Soekarno Lahir pada tanggal 6 juni 1901 (18 Shaffar 1831 H), di 

Surabaya, tepatnya dikawasan Jalan Peneleh, Gang Pandean IV, No 40, 

Kelurahan Paneleh, Kecamatan Genteng, lahir dengan nama Kusno 

Sosrodiharjo, Meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di RS Angkatan Darat 

(RSPAD) Jakarta dan dimakamkan ditanah kelahirannya Blitar. Nama 

Soekarno lebih dikenal dari pada kusno karena semasa kecil, kusno kecil sering 

dalam keadaan tidak sehat dan menurut tradisi jawa nama bisa berpengaruh 

pada kehidupan dan kesehatan seseorang oleh karenanya kusno kecil diganti 

dengan nama Soekarno pada saat umur lima tahun.
124

 Pengambilan nama 

diambil dari cerita perwayangan dalam kisah seorang panglima Bharata Yudha 

yaitu Karna. Perbedaan kultur dan bahasa huruf a menjadi o dengan tambahan 

awalan su yang berarti baik.  

Nama Soekarno berubah ketika menjadi Presiden R.I, ejaan nama 

Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya, nama 

tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Namun Ia tetap menggunakan 

nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah 

tanda tangan yang tercantum dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

yang tidak boleh diubah, sedangkan nama akrab untuk Soekarno adalah Bung 

Karno. Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang ditulis dengan 
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penambahan nama Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno 

pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-

tanya, "Siapa nama kecil Soekarno" karena mereka tidak mengerti kebiasaan 

sebagian masyarakat yang ada di Indonesia yang hanya menggunakan satu kata 

saja atau tidak memiliki nama keluarga.
125

  

Soekarno menyebutkan bahwa nama Achmad, ia peroleh ketika beliau 

menunaikan ibadah haji. Sementara dalam beberapa pendapat lain berbeda, 

bahwa pemberian nama Achmad di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para 

diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam 

upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia 

oleh negara-negara Arab.  

Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. 

Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal. Soekarno pernah 

menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Prof. Dr. K. 

Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal 

kiri Soekarno diangkat tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan 

tradisional. Setelah lengser dari kekuasaannya, Soekarno dikarangtina oleh 

pemerintahan Soeharto di Batu Tulis Bogor hingga tahun 1969. Mengingat 

kondisi kesehatan yang kurang baik, Soekarno dipindahkan ke Wisma Yaso, 

selama berada masa karangtina mengalami sakit ginjal dan sejak tanggal 11 

Juni 1970 dilakukan perawatan intensif di RSPAD dan dinyatakan meninggal 
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tanggal 21 Juni 1970, Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke 

Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi.
126

 

Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana 

Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota 

Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut 

ditetapkan lewat Keppres RI No. 44 tahun 1970.
127

 Jenazah Soekarno dibawa 

ke Blitar sehari setelah meninggalnya dan dimakamkan keesokan harinya 

bersebelahan dengan makam ibundanya. Upacara pemakaman Soekarno 

dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur 

upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama tujuh 

hari.
128

 

Soekarno memilih tokoh-tokoh pujaannya dalam dunia perwayangan 

yaitu Adapati Karna, Karana adalah pahlawan terbesar dala cerita 

Mahabharata. Ayahnya juga termasuk golongan yang suka terhadap cerita 

perwayangan. Atas dasar ini Sukemi memberi nama Karno. Sifat Karna yang 

setia pada kawan dan keyakinannya tanpa memperdulikan akibat yang akan 

menimpa dirinya. Tersohor karena sikap berani dan kesaktiannya, perjuangan 

bagi bangsa dan negaranya serta patriot yang shaleh. Itulah sejumlah alasan 

memberi nama karno. Seraya menambahkan do’a “Aku berdo’a agar engkau 
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menjadi seorang patriot dan pahlawan besar bagi rakyatnya dan semoga 

menjadi karno yang kedua”.
129

 

Soekarno menyukai wayang kulit dan tak jarang menggunakan ekspresi 

dari ungkapan dalang, misalnya “cakrawati”, rawe-rawe rantas, malang-

malang mutung. Tetapi Soekarno juga sebagai sosok yang menampik 

kontinuitas tradisi. Semasa hidupnya Soekarno memberikan anjuran kepada 

orang terdekatnya agar meninggalkan apa yang dimaksud dengan “oude 

cultuur maniak” yag difikirkan hanya merindui candi-candi, negarakertagama, 

empu tantular, panuluh dan lain-lain dari barang kuno”.
130

 

Soekarno lahir dari sosok pasangan Soekeni Sosrodihardjo dan Ida Ayu 

Nyoman Rai. Raden Soekeni Sasrodihardjo adalah salah satu putra dari 

delapan putra Raden Harjodikromo. Soekeni Sosrodihardjo memilki unsur 

pemikiran berdasarkan pendidikan barat, Islam dan teosofi.
131

 Pada masa itu, 

pengaruh  teosofi cukup berarti dimasyarakat Jawa. Soekarno lahir dengan 

perpaduan keluarga (darah) bangsawan kelas priyayi dan brahmana, dari 
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 M. Ridwan Lubis. Sukarno dan Modernisme Islam, (Depok: Komunitas Bambu, 2010). 67.  
130

 Ibid,. xix. 
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 Teosofi bersifat filsafat keagamaan, yang bertujuan mengajarkan kasunyatan moral yang besar 

kepada murid-muridnya dan semua orang yang pencinta kebenaran. Dengan sembonyan, tiada 

agama yang lebih tinggi dari kasunyatan. Tujuan ini untuk mendamaikan semua agama, sakte 

dan bangsa dibawah sistem etika umum yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan abadi. 

Dalam hal ini terdapat tiga garapan masyarakat teosofi: pertama, pembentukan int 

persaudaraan kemanusiaan yang universal tanpa membedakan ras, kelamin, kepercanyaan, 
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ilmu umum lainnya. Ketiga, pelacakan hukum-hukum alam yang belum terjelaskan dan 

kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia. 

Perhimpunan teosofi yang didirikan di New York pada 1875 oleh Helena Blavatsky, Henry 

Steel Olcott dan William Quan Judge. Kemudian berpusat di Madras, India dan 

kepemimpinannya diteruskan oleh Annie Besant. Perhimpunan ini mengajarkan semangat 

pluralisme, yakn membentuk “persaudaraan universal” yang tak memandang ras, keyakinan 

dan gender. Telaah perbandingan agama digalakkan, juga mengenai daya dalam diri manusia 

yang selama ini oleh pengetahuan modern tidak dapat dijelaskan. 
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sinilah pola pikir bung karno dan oleh keadaan pula (masa penjajahan di 

hindia-belanda) ditentukan.
132

  

Sukemi lahir tahun 1869 dan memperoleh pendidikan di Brobolinggo dan 

setelah menyelesaikan pendidikan guru (Kweekschool), termasuk salah 

seorang murid terpandai kmeudian mendapatkan nilai kehormatan untuk guru 

dan bertugas di Singaraja sebagai guru. Disamping itu juga sebagai asisten 

peneliti Profesor Van Der Tuuk, ahli bahasa Indonesia yang lama bermukim d 

Tapanuli. Sewaktu di Singaraja Sukemi berkenalan dengan gadis Ida Ayu 

Nyoman penganut agama Hindu Bali yang bersal dari kasta Brahmana.
133

 

Sekalipun keduanya dapat membina rumah tangga, proses pernikahan terdapat 

berbagai persoalan. Ibu Soekarno yang merupakan seorang keturunan 

bangsawan, Raja Singaraja, termasuk pamannya. Sebagai Raja Singaraja 

terakhir, ia tampak tidak beruntung karena Belanda mengeluarkannya dari 

kerajaan, merampas kekayaan, tempat tinggal, tanah dan semua miliknya, 

hingga menyebabkan keluarganya miskin.
134

  

Dengan pokok keluarga Ida Ayu tidak menyetujuinya dengan alasan, 

Sukemi bukan orang bali, perbedaan agama dan perbedaan kasta sosial. 

Pernikahan ini terlaksana setelah Sukemi membayar denda 25 ringgit, karena 

keduanya memutuskan kawin lari. Kisah ini sering dicerikatan pada putra-putrinya 

sukarmini (Ibu Wardoyo) dan Kusno Sosro Sukarno. Setelah kedunya menikah tetap 

tinggal di Singaraja sampai lahirnya anak pertama Sukarmini, setelah dianggap cukup 
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umur dan bisa dibawa berpergian jauh. Sukemi mengajukan permohonan 

perpindahan tugas mengajar di Surabaya, permohan kecil itu dikabulkan  dan 

keluarga Sukemi pindah di Surabaya. 

Ilmu yang pertama sewaktu kecil diterima dari lingkungannya dengan 

kebudayaan Jawa, yang sering kali disampaikan melalui pertunjukan wayang. 

Ilmu kedua berdasarkan konflik keluarga orang tuanya yang berpangkal dari 

sentimen kedaerahan dan agama. Selain itu juga memperoleh didikan dari 

pengasuh rumah tangga yang diberi nama Sarinah, pesan yang diberikan 

berupa pendidikan kerakyatan, yatu yang menyangkut sikap menghadapi nasib 

rakyat kecil. Sarinah berkata kepadanya, “Karno, yang pertama kau harus 

cintai ibumu, akan tetapi kau harus pula mencintai rakyat jelata, engkau harus 

mencintai manusia pada umumnya”.
135

 Kecintaannya pada sosok atas jasanya, 

Soekarno menulis sebuah buku dengan judul Sarinah yang diterbitkan oleh 

Oesaha penerbit Goentoer tahun 1947. 

Soekarno lahir pada abad XX, pada saat terjadinya perubahan strategi 

perjungan kemerdekaan, yang semula perjuangan bersifat lokat menuju tingkat 

nasional, semula perjuangan mengandalkan kekuatan fisik berkembang 

menjadi perjuangan dilapangan politik. Disamping itu muncul pembaruan 

pemikiran Islam, baik pembaruan yang berdimensi agar pemahaman keislaman 

lebih dinamis ataupun mengangkat Islam sebagai alat perekat sosial untuk 

mempersatukan berbagai golongan sosial.
136
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Keluarga Soekarno penganut kepercayaan teosofi Jawa (kejawen),
137

 

Clifford Geertz seorang Antropolog Amerika mengatakan bahwa Soekarno 

berasal dari kalangan Islam abangan, Islam akulturatif sesuai dengan tradisi 

dan budaya Jawa. Dalam bukunya, soekarno berkata: “Tahun 1926 adalah 

tahun dimana aku memperleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak 

berfikir dan berbicara tentang tuhan, sekalipun dinegeri kami sebagian 

terbesar rakyatnya bergama Islam, namun konsepku tidak semata-mata 

disandarkan tepada tuhannya orang Islam.pada waktu itu melangkah ragu 

memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan. Aku melihat Yang 

Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perorangan. Menurut jalan pikiranku, 

maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama”. 

Soekarno selama hidup reputasinya sebagai seorang pencinta wanita 

hingga mendapatkan julukan “Don Juan Yang Mahir Mencinta”. Selama hidup 

Soekarno diketahui menikah sebanyak sembiln kali. Pertama dengan Siti Oetari 

(1920-1923), kedua dengan Inggit Ganarsih (1923-1943), ketiga dengan 

Fatmawati (1943-1956), keempat dengan Hartini (1953-1970), kelima dengan 

Kartini Manoppo (1959-1968), keenam dengan Naoko Nemoto atau Ratna Sari 

Dewi (1962-1970), ketujuh dengan Hariyatie (1963-1966), kedelapan dengan 

Yurike Sanger (1964-1968), kedelapan dengan Heldi Djafar (1966-1969).
138
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 Teosofi Jawa yang mengarah pada Islam nominal banyak ditemukan pada daerah penadalaman 
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B. Karya Soekarno 

Berikut hasil buah pemikiran Soekarno yang dituangankan dalam tulisan 

dan uangkapan pada pidatonya, karya yang dapat melihat fase pertumbuhan 

dan perkembangan pemikiran. 

Rentang Waktu (Tahun) Judul Karya Tulisan/ Pidato 

1934-1936 1. Soerat-soerat Islam dari Endeh 

2. Propaganda Islam dari Pendjara 

3. Tidak Terjaja bahwa Mirza Ghulam Ahmad 

adalah Nabi 

4. Menjapai Indonesia Merdeka 

1939 1. Tabir adalah Lambang Perbudakan 

2. Minta Hukum jang Pasti Soal “Tabir” 

1940 1. Memudakan Pengertian Islam 

2. Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal Udara 

3. Apa Sebab Turki Memisah Agama dan 

Negara 

4. Islam Sontoloyo 

5. Saja Kurang Dynamis 

1941 1. Bloedstransfusie dan Pembagian Kaum 

Ulama, Bagaimanakah Oorlogsethiek Islam 

2. Sekali Lagi Bloesdtransfusie 

1950-1951 1. Pidato pada Peringatan Maulid Nabi di Istana 

Rijswijk 

2. Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan 

didepan Pemerintah Kolonial) 

3. Sarinah, Kewajiban Wanita Dalam 

Memperjuangkan Republik Indonesia 

1952 1. Amal, Amal, Amal, Sekali lagi Amal 

2. Kembalilah kepada Kebenaran 

1953 1. Negara Nasional dan Tjita-tjita Islam 

1957 1. Indonesia Merdeka 

1959 1. Dibawah Bendera Revolusi Vol 1 

1960 1. Dibawah Bendera Revolusi Vol II 

1961 1. Islam Agama untuk Sekalian Manusia 

2. Isra’ Misradj Mu’jizat Allah S.W.T kepada 

Nabi Besar Muhammad S.A.W 

1962 1. Agama Unsur Mutlak didalam Nation 

Building 

2. Amnesti dan Abolisi di Tindjau dari Adjaran 

Islam 

3. Bekerdja Keras melalui Adjaran jang diridhai 

Allah S.W.T 
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4. Dalam Negara Republik Indonesia jang Kuat 

Agama dapat Berkembang Subur 

5. Regeneration dan Rejuvenation dalam Islam 

1963 1. Piagam Djakarta Mewajibkan Sjariat Islam 

bagi Pemeluk-pemeluknja 

1964 1. Hakkul Jakin bahwa Tuhan Ada 

2. Islam adalah Agama Kehidupan dan 

perdjuangan 

3. Manusia jang Bukan mengabdi kepada Tuhan, 

bukan Manusia 

4. Negara Harus Bertuhan 

5. Al-Qur’an membentuk Manusia Baru 

6. Tjamkan Pantja Sila! Pantja Sila Dasar 

Falsafah Negara 

7.  Komando Presiden/ Pemimpin Besar 

Revolusi Bersiap sedialah  Menerima Tugas 

menyelamatkan RI dan untuk mengganjang 

Malaysia! 

1965 1. Dengan Hidjrah dari PBB Achirnja Indonesia 

Menang 

2. Inilah Kehidupan Islam di Indonesia 

3. Islam Must Fight Colonialism 

4. Republik Indonesia Memberikan Konsepsi-

konsepsi Kepada Seluruh Indonesia 

5. Kebangkitan Umat Islam Seduna lontjeng 

Kematian bagi Seluruh Nekolim 

6. Wedjangan Revolusi 

7. Tjapailah Bintang-bintang di langit: Tahun 

Berdikari 

8. Pantja Azimat Revolusi 

1966 1. Amanat pada rapat Akbar Peringatan 40 

Tahun Hari Lahir Nahdlatul Ulama 

Sumber: Daftar Bibliografi Soekarno dari Yayasan Idayu dengan KITLV 

Jakarta, Ridwan Lubis dan Wikipedia.org. 

 

C. Aktivitas Soekarno 

Soekarno menghabiskan masa kecilnya di Tulung Agung (Kediri) 

bersama kakeknya. Semasa kecil Soekarno sangat menyukai pertunjukan 

wayang kulit, yang berlangsung dari senja hingga dini hari, saat berada di 

Kediri inilah proses sosialisasi kesadaraan sosial politiknya terbentuk. Karena 

lewat media wayang menceritakan relasi kekuasaan pandawa dan kurawa dan 
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kisah ahlawan lainnya. Dari pertunjukan wayang mendapatkan nilai positif 

mengenai  nilai-nilai kepahlawanan dari kisah para tokoh perwayangan yang 

dilakonkan oleh dalang.
139

 

Soekarno kecil saat bersekolah masih berada dibawah pemerintahan 

kolonial Belanda yang dipimpin oleh J.H Abendanon, dimana ia 

menginnginkan pendidikan gaya Eropa dengan bahasa pengantar Belanda 

untuk para kaum elit dan tersohor pribumi. Dari sinilah orang pribumi 

menyetujuinya dengan alasan dapat mengambil alih pekerjaan para pegawai 

Belanda serta mau bekerja sama. Pada tahun 1908 didirikan sekolah Ongkoloro 

(sekolah kaum Bumiputra) dan tahun 1915 didirikan Inlandsche Vervolgsholen 

dengan tujuan didirikannya para siswa Ongkoloro dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
140

 

Seorang ayah yang berprofesi sebagai guru yang keras terhadap putranya, 

seringkali Soekarno diperintah membaca dan menulis sekalipun udah berjam-

jam belajar, hal ini dilakukan setelah Soekarno setelah pindah Ketulung Agung 

ke Sekolah Ongko Loro di Sidoarjo, ketika berumur 12 tahun, ia berpindah ke 

Sekolah Ongko Siji di Mojokerto dan duduk dikelas 6, disana menjadi murid 

paling pandai.
141

 Dalam pendidikan formal, Soekarno kecil belajar di Sekolah 

Rakyat (khusus rakyat Bumi Putra) tahun 1907. Satu tahun kemudian, tahun 

1908 soekarno masuk sekolah dasar HIS (Hollandsch Inlandsche Scool), di 

tahun 1913-1916 melanjutkan pendidikan di ELS (Europesche Legore School 
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di Mojokerto dan turun ke kelas 5. Disekolah ini Soekarno sangat giat dalam 

belajar sehingga menjadi murid yang sangat menonjol, suka belajar ilmu 

bahasa, menggambar dan menghitung. Dismping itu, diluar jam sekolah, 

Soekarno mengambl jam tambahan atau les bahasa Prancis pada Brynette de 

La Roche Brune, sehingga ilmu pengetahuannya semakin pesat.
142

 

Setelah selesai pendidikan, Soekarno lanjut bersekolah di HBS (Hoogere 

Burger School) di Surabaya dan tinggal bersama H.O.S Tjokroaminoto. Setelah 

menyelesaikan pendidikan di HBS Surabaya tanggal 10 Juni 1921, pada tahun 

yang sama Soekarno melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Tinggi 

(Technische Hooge School) Bandung selesai pada 25 Mei 1928 dengan 

memperoleh gelar Insinyur Teknik. Soekarno memperoleh gelar Insiyur 

dengan ijazah Teknik Sipil pada 25 Mei 1926 dan mulai saat itu mulai 

menggunakan gelar pendidikannya.
143

 

Selama pendidikan sekolah dasar soekarno mengamati bahwa terdapat 

deskriminasi atau kesenjangan antara guru dan murid, utamanya dari golongan 

murid pribumi, ini terlihat Pada saat melakukan pendidikan di ELS orang bumi 

putra tidak semudah orang-orang belanda memasukinya.
144

 Ini yang membawa 

kebencian soekarno terhadap Imperialisme dan kolonialisme hingga 

membuahkan hasil dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemampuan 

akademik yang baik selama mengeyam pendidikan membawa soekarno dengan 
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diberikannya gelar Doctor Honoris Causa dari 26 Universitas dari dalam atau 

luar negeri dalam bebagai bidang diluar pendidikan teknik diantaranya, hukum, 

sosial-politik, filsafat, sejarah dan ilmu ushuluddin. 26 Universitas diantaranya, 

UGM, UI, ITB, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, UIN Jakarta, 

Columbia University, Berlin University, Al-Azhar University, dll.
145

 

Selama pendidikan di HBS Surabaya, Soekarno tinggal bersama H.O.S 

Tjokroaminoto yang menjadi sosok guru yang membawa pengaruh pada 

pergerakan dan perikirannya, alasan tinggalnya soekarno pada kediaman HOS 

Tjokroaminoto karena sahabat dekat Raden Soekeni Sosrodiharjo dan 

mengharapkan soekarno menjadi tokoh yang berpengaruh seperti dalam cerita 

perwayangan. (pandangan Soekeni).
146

 Ketika tinggal di rumah H.O.S 

Cokroaminoto sering kali mengikuti pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan 

oleh para aktivis pergerakan sekalipun usianya masih muda dan kurang stabil, 

dari upaya inilah Soekarno belajar mengenai paham kebangsaan dan kehendak 

membebaskan dari belenggu penjajahan Belanda. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa di usia 16 tahun memutuskan diri untuk memberontak pemerintah 

kolonial belanda untuk berjuang demi bangsa dan negaranya. Sikap 

memberontak ini berlanjut hingga menjadi Mahasiswa di Bandung. Percakapan 

dengan Profesor Ir. G. Klopper, M.E merupakan salah satu contoh sifat dan 

sikap Soekarno muda. 

Ketika usia mencapai 21 tahun, Soekarno muda memutuskan diri untuk 

tampil pertama kali di depan publik. Saat itu ada rally umum yang 
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diselenggarakan oleh “Radicale Concentratie”.  Pada kesempatan itu meminta 

waktu untuk melakukan orasi politik. Tatapan mata yang dilaukan oleh agen-

agen PID (dinas polisi rahasia) ditak membuatnya gentar diantara para peserta 

rally. Kepada peserta larry, dia menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia 

merupakan keniscayaan yang terbendung. Soekarno muda menyerukan 

“dengan ini saya menantang pemerintah kolonialisme”, disambung dengan 

“kalau berani hentikan peruangan kami”.
147

 

Pada tahun 1923 di usia 22 tahun, sebagai seorang mahasiswa THS 

Soekarno muda dipanggil untuk menghadap Prof. Klopper, sang profesor 

berkata: “kamu harus berjanji bahwa sejak sekarang kamu tak akan lagi ikut-

ikutan dengan gerakan politik”. “Tuan, Saya berjanji untuk tidak 

mengabaikan kuliah-kuliah yang tuan berikan di sekolah” Jawabnya. “Bukan 

itu yang saya minta”, sanggah profesor. “Tetapi hanya itu yang dapat saya 

janjikan, profesor” jawab Soekarno muda. Sikap berana dalam melakukan 

pemberontak terhadap profesornya memiliki pendasaran yang luhur, yakni 

hendak membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah.
148

 

Pesan yang diingat dari gurunya yang pernah disampaikan bersama 

temannya adalah “Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah 

seperti wartawan dan berbicarah seperti orator”, hal inilah yang buat 

Soekarno setiap malam belajar pidato sehingga membuat temannya terbangun 

dalam tidurnya dan tertawa menyaksikannya, mengingat H.O.S Cokroaminoto 

membuat rumah kost yang ditempati oleh tokoh yang berpengaruh diantaranya 
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Alimin, Muso, Semaoun, Kertosuwiryo, Tan Malaka dan Soekarno sendiri, 

sekalipun nantinya dalam ideologi mengalami warna yang didominasi berbeda 

dimana paham sosialisme dan komunis dianut oleh Samooen, Muso, Darsono 

dan Alimin, Soekarno paham nasionalis dan Kartosuwiryo ushuluddin. 

Hubungan dengan beberapa tokoh politik dari berbagai aliran, mengamati 

bahwa kondisi dan situasi bagaimana pentingannya persatuan serta kejamnya 

perpecahan. Kondisi saat berada di Surabaya mengamati peristiwa Kongres SI 

yang berturut-turut, masalah, ketegangan dan pertengkaraan antarfraksi 

mengajarkan bahwa hubungan politik sangat penting.
149

 

Soekarno tidak hanya mengandalkan bimbingan dari gurunya, tetapi 

berusaha mengembangkan dirinya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh 

dan terarah. Melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung 

dengan orang yang memiliki wawasan kedepannya. Salain bergaul dengan 

tokoh yang disebutkan sebelumnya, Soekarno juga memiliki hubungan baik 

dengan  K.H. Ahmad Dahlan. Salain komunikasi langsung juga melakukan 

komunikasi tidak langsung dengan memperbanyak baca buku diperpustakaan 

teosofi. Dari buku itulah banyak informasi yang didapat mengenai riwayat 

hidup berbagai tokoh seperti Nabi, pemikir, negarawan dan sebagainya dari 

beberapa wilayah. Baginya cara melarikan diri keperpustakaan adalah cara 

mengalihkan perhatiannya terhadap kesulitan hidup yang dideritanya. 

Setelah melakukan pendidikan di HBS melanjutkan THS (Technische 

Hooge School) Bandung, dalam aktivitasnya juga ikut serta dalam organisasi 
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yang berkecimpung dalam dunia politik, dari banyaknya mahasiswa Soekarno 

salah satu lulusan Sekolah Rakyat bersama sebelas temannya. Selama 

dibandung Soekarno melihat dan berfikir mengenai politik yang pernah 

dipelajarinya selama belajar di Surabaya, bagaimana politik selama di 

Surabaya membawa pengaruh dalam dirinya untuk membawa bangsa Indonesia 

lebih baik yang tidak terkekang oleh kolonialisme dan imperialisme.  

Awal kehidupan Soekarno dibandung memperlihatkan warna baru 

dengan nilai yang lebih bebas yang mengalami modernisasi dalam 

tradisionalisme jawa yang sudah diperkenalkan oleh H.O.S Tjokroaminoto 

selama perwalian hidup di Surabaya. Tahun awal kehidupan dibandung dengan 

meraba jalan kehidupan kedepannya dengan cara berfikir pada pelajaran dan 

memusatkan fikiran pada pelajaran, meneliti kondisi sosial politik bagian dari 

perhatian sampingan hingga berangsur menjadi bagian dan keikut sertaannya 

dalam masalah umum tanpa memperlibatkan diri sebagai seorang pemimpin 

suatu gerakan nasional. Saat bersamaan dalam mengembangkan diri dalam 

dunia sosial politik Soekarno mencoba memutus hubungan dengan H.O.S 

Tjokroaminoto untuk lebih bebas dalam menegakkan kepribadiannya.  

Sebelum melakukan pendidikan lebih lanjut di Bandung, setelah 

Soekarno menyelesaikan pendidikannya di HBS Surabaya, ia berniat 

melanjutkan pendidikan ke luar negeri Belanda, sebagaimana kecendrungan 

remaja berpendidikan barat pada umumnya. Tidak ada kejelasan secara pasti 

kegagalan melanjutkan pendidikan keluar, apa karena faktor biaya atau 
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lainnya, tetapi menurut ibu wardoyo, persetujuan ibulah yang membuat tidak 

melanjutkan pendidikan keluar.
150

 

Soekarno sebagai seorang yang ahli dalam menjembatani dan 

menyatukan berbagai elemen yang berbeda serta memberi mereka sebuah 

identitas, hingga berjasa mengilhami Sumpah Pemuda 1928 dan merumuskan 

dasar negara Pancasila untuk kemerdekaan negara Indonesia. Soekarno 

menjadi personifikasi “satu Indonesia” secara tak terbantah pada zamannya 

dengan menarik audiens didalam rapat-rapat umum, diatas podium, ditengah 

massa yang riuh. Dipanggung Soekarno, membuat pemerintah Hindia Belanda 

geram dengan agitasinya dalam menyerukan Indonesia serta dengan nyayian 

lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan mengawali rapat-rapat besar.
151

  

Bernard Dahm penulis Barat berpendapat bahwa keagamaan Soekarno 

yang fundamental karena sikap netralnya pada agama, sebelum 

pengasingannya di Ende. Sekalipun tidak secara total meniadakan Tuhan 

seperti komunis, namun dengan menjadikan partainya terbuka untuk semua 

agama, sulit melihat agama yang menjadi pegangannya. Kesulitan Dahm ini 

diakibatkan pandangannya yang selalu melihat hubungan yang intrinsik antara 

Islam sebagai pegangan hidup dengan Islam sebagai ideologi politik.
152

 

Pandangan Soekarno menganggap semua keragaman itu satu, dapat dipandang 

mempunyai kesamaan dengan kepercayaan Jawa kuno, karena itu Soekarno 

bukanlah seorang muslim, tetapi seorang penganut kebudayaan Jawa. 
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1. Aktivitas Sosial Soekarno 

Keyakinan bessar akan moderniatas, Soekarno memiliki hubungan 

dekat dengan gerakan reformis Islam pada masanya. Mulanya dengan 

Sarekat Islam kemudian dengan Muhammadiyah. Mengenal 

Muhammadiyah sejak berumur 15 tahun ketika berada dikediaman H.O.S 

Tjokroaminoto, dimana cerita Soekarno “saya terpukau dengan K.H. 

Ahmad Dahlan. Saya sudah menjadi anggota resmi Muhammadiyah dalam 

tahun 1938”. Dalam Muktamar Muhammadiayah tahun 1962, beliau 

berdo’a agar bisa dkubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain 

kafannya.
153

 

Selama di Bengkulu Soekarno menjalin hubungan dengan organisasi 

Muhammadiyah dan secara resmi menjadi anggotanya. Pengurus 

Muhammdiyah memanfaat tenaga Soekarno dengan menjadikan sebagai 

Ketua Majlis Pengajaran. Selain sebagai pengurus Ketua Majlis Pengajaran 

juga mengorganisir pertemuan tokoh-tokoh Muhammadiyah se Sumatra 

yang disebut Konferensi Daratul Kubra, sasaran dalam konferensi ini 

menggalang kerja sesama tokoh Muhammadiyah guna menambah rasa cinta 

terhadap bangsa dan negaranya 

Disamping kegiatan itu, Soekarno menulis beberepa artikel yang 

memuat pandangannya tentang Islam dan politik. Artikel itu dikirimkan ke 

majalah Pandji Islam di Medan, artikel itu mendapat reaksi baik melalui 

Pandji Islam sendiri atau lewat majalah Adil dan Al-Lisan  yang terbit di 
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Bangil, judul artikel yang tulis Soekarno sengaja dapat memancing reaksi 

masyarakat, baik  dari kalangan ulama pesantren  ataupun intelektual 

muslim Indonesia 

2. Aktivitas Politik Soekarno 

a. Masa Pergerakan Nasional (Tahun 1908- 1945) 

 Selama mengeyam pendidikan di Surabaya Soekarno juga aktif 

dalam dunia politik yang terlihat dalam mendirikan organisasi yang 

dikenal dengan “Tri Koro Garmo” yang berarti tiga tujuan suci dan 

melambangkan kemerdekaan pada politik, ekonomi dan sosial bangsa 

Indonesia.
154

 Organisasi kebangsaan yang dalam programnya 

mengembangan tradisi dan budaya lokal, pengumpulkan dana sekolah. 

Penggalangan dalam terjadinya bencana, dll. Dalam hal ini Soekarno 

sering mengikutinya yang diselengarakan oleh Studieclub, sebuah 

kelompok aktif yang membahas buah pikiran dan cita-cita. 

 Tri Koro Garmo dalam perkembangannya berganti menjadi Jong 

Java pada tahun 1918.
155

 Setelah lulus dati THS dengan baik, sekitar 

tahun 1923-1924, Soekarno ikut terlibat dalam perubahan nama Jong 

Java menjadi “Jong Indonesia” dan menjadi bagian dari anggota 

organisasi kepanduan di Bandung. Dari sinilah benih jiwa nasionalisme 

tumbuh dengan melihat kemiskinan, kebodohan, tertindasnya rakyat 

akibat dari jajahan kolonial, maka dari ini membentuk sebah wadah, 
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organisasi nasionalisme Indonesia yang bersifat kultural (Nasionalisme 

kultural merupakan latar belakang kultur budaya yang beraneka warna 

dengan mengikat mereka dalam bentuk persatuan), seperti Nasionalisme 

Jawa, Nasionalisme Sumatra, dan lain-lain.
156

 Tujuan ini untuk 

mensejahterakan rakyat, sekalipun mulanya hanya memperhatikan 

masalah perekonomian dan keterbelakangan masyarakat pribumi yang 

belum memasuki ranah politik.
157

 

 Selama di Surabaya dengan kesempatan mengunjungi 

perpustakaan perkumpulan teosofi, diperpustakaan mendalami 

pemikiran serta riwayat hidup  orang-orang besar baik yang berasal dari 

pemikiran Barat, Islam ataupun Nasionalis Timur. Filsafat barat yang 

dipelajarinya pada umumnya berkisar pada pemikiran tentang sejarah 

perkembangan sosial dan politik. Dalam renungannya Soekarno 

mengatakan ia berusaha menjadikan cita-cita dan pemikiran mereka, 

menjadi cita-cita dan pemikirannya.
158

 Selama pendidikan dibandung 

kehidupan politiknya dengan melakukan kajian pada forum-forum, rapat 

yang dilakukan oleh konsentrasi radikal, SI, Jong Java (diketuai oleh 

Soekarno sendiri) serta kajian politik dalam kelompok kecil tertutup 

yang dilakukan dirumahnya, dalam hal ini dipengaruhi oleh Tipto 

Mangunkusumo dan Douwes Dekter.
159
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 Debut politik pertama Soekarno dengan ikut serta dalam 

mendirikan Klub Studi Umum di Bandung ditahun 1926, klub diskusi 

yang akhirnya berubah menjadi gerakan politik radikal. Organsasi yang 

mulai mendapatkan panggung setahun kemudian dengan keluarnya 

rangkaian artikel berjudul “Nasionalisme, Islam, dan Marxis, dalam 

Indonesia Moeda yang diterbitkan oleh organisasinya. Gagasan 

mendirikan Studie Club demi menghindari pengawasan politik yang 

dilakukan oleh pemerintah setelah timbulnya pemogokan buruh kereta 

api yang dipimpin oleh Samaun. Pendirian Studie Club mendapat respon 

dari kalangan cendikiawan, pendirian ini dilakukan dibeberapa wilayah, 

seperti Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Jakarta dan 

Bandung. Kiprah Soekarno dalam hal ini sebagai pemimpin Studie Club 

Bandung yang diberi nama Algeene Studieclub. 

 Berdirinya Algemenee Studie Club Bandung pada tahun 1926 

menjadikan wadah dalam dirinya kedalam kepemimpinan nasional, ASC 

Bandung dimana adalah klub mahasiswa yang didirikan oleh para 

intelektual nasionalis Bumi Putra, yang diketuai oleh Iskaq 

Tjokrohadisurjo dengan Soekarno sebagai sekretaris organisasi. 

Pemikiran kritis yang dimiliki oleh Soekarno dapat memberikan 

sumbangan yang berarti berupa masuknya Jong Java cabang Bandung 

dan menjadikannya salah satu mentor. Organisasi ASC, organisasi 

umum yang dapat menerima anggota dari segala golongan baik berkulit 

coklat atau putih yang membahas seputar sosial-politik masa penjajahan. 
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ASC sendiri terdiri dari dua cabang yang terdapat dibandung dan 

surabaya dengan anggota tidak jauh berbeda.  

 Kelanjutan dari Algemenee Studie Club Bandung Soekarno beserta 

teman-temanya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang 

menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia yang berdiri 

pada 4 Juli 1927, merencanakan pembentukan sebuah partai dengan 

nama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian menjadi 

Partai Nasional Indonesia. Sejarah PNI muncul bersamaan dengan 

perkembangan pergerakan nasional di Indonesia, dimana berdirinya 

sebagai tuntutan kebutuhan atas keadaan sosial politik yang sangat 

komplek, yang tidak dipisahkan dari pemberontakan yang dilakukan 

oleh PKI tahun 1926.
160

  

 SI, Indische Partij dan Perhimpunan Indonesia sebagai ganti dari 

Indonesische Vereeniging yang merupakan partai-partai pelopor 

nasionalisme dalam pengertian politik, jejak yang diikuti oleh Soekarno 

dengan mendirikan partai bersama temannya di Bandung, hingga 

berhasillah partai degan nama PNI. Pada akhir tahun 1927 PNI menjadi 

3 cabang di Bandung, Yogyakarta dan Batavia dan pada 5 Februari 1928 

resmi berdiri PNI cabang di Surabaya.
161

 

 Partai baru yang berbeda dengan partai-partai yang telah ada di 

Indonesia karena mempunyai program politik tertentu dan berdasarkan 

                                                           
160

 Dr. Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi 

Kemerdekaan 1945), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994). 69. 
161

 Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Semarang, “Partai Nasional 

Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 Di Semarang”, dalam Journal of Indonesian 

History 1, no. 2 (2003): 71–77. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

97 

 

 

kebangsaan yang luas dan seperti perhimpunan Indonesia di negeri 

Belanda, yang bertujuan Indonesia merdeka dari pemerintah kolonial 

Belanda serta menjadi bahan pembelajaran dari peristiwa 

pemberontakan PKI, karena penggunaan stategi kekerasan berdampak 

pada hal buruk, maka penggunaan jalan diplomasi oleh efektif dan 

efisien dengan arah pergerakan bangsa Indonesia. Tujuan berdirinya PNI 

untuk mencapai Indonesia merdeka, dengan asas berdikari (Self Help), 

non koperasi, serta marhaenisme.
162

 

 PNI menjadi partai besar berkat kepemimpinan Soekarno yang 

berusaha menciptakan persatuan dari berbagai aliran politk yang ada di 

Indonesia. Salah satu  wujud keinginannya dengan mendirikan satu 

federasi semacam koalisi antar partai, yang dinamakan Permufakatan 

Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). 

Anggota federasi diantaranya SI, PNI, Budi Utomo, Pasudan, 

Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Kelompok studi Indonesia. Adapun 

tujuan didirikannya federasi ini membentuk komunikasi aktif untuk 

melawan Belanda, sebagaimana ditulis pada Suluh Indonesia Muda.
163

 

Terbentuknya federas tidak berjalan mulus karena partai keanggotaan 

lebih mementingkan partainya sendiri dari pada federasi.
164
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 Berdirinya PNI mendapatkan simpati yang sangat besar dari 

masyarakat pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaan, namun disisi 

pemerintahan belanda PNI danggap sebagai organsasi radikal yang 

dapat membahayakan pemerintahan, hingga sekitar tahun 1929 tersebar 

fitnah bahwa PNI akan memberontak sehingga mengakibatkan 

penangkapan tokoh-tokohnya, oleh karena itu PNI dianggap Partai 

terlarang dan pemerintah belanda manangkap Soekarno dan 

menjebloskan ke penjara Bancy untuk diadili dan digedung Landraad 

dengan tuduhan makar. Peristiwa yang dimulai dengan konflik 

kepentingan antara pendukung nasionalis sekuler dengan nasionalis 

Islam muncul kembali, dimana nasionalis sekuler terpecah menjadi dua. 

Gedung inilah yang menjadi warisan budaya hingga saat ini dengan 

kilas sejarah dimana Soekarno memberikan pidato dengan tema 

“Indonesia Menggugat” hingga gedung ini dinamakan gedung Indonesia 

Menggugat.
165

  

 Keanggotaan PNI adalah semua orang Indonesia yang sekurang-

kurangnya berumur 18 tahun. Orang-orang luar negara Indonesia dapat 

jugabergabung dan menjadi anggota PNI tetapi hanya menjadi anggota 

luar biasa.
166

 Sepak terjangnya sangat revolusioner, pemimpinnya 

seperti Soekarno, gatot Mangkupraya, maskun dan Suriadinata 

ditangkap dan partai itu dilarang, sejak saat penangkapan pendiri inilah 
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partai PNI mengalami perpecahan. Perpecahan golongan yang akan 

mempertahankan dan golongan yang akan membubarkan PNI. 

 Sejak di Bandung, kegiatan Soekarno dilapangan politik semakin 

meningkat, sebagai resiko dari keteribatannya dalam bidang politik, ia 

ditahan dalam penjara Sukamiskin karena dituduh melanggar peraturan 

lapangan penyebaran propaganda yang menggangu keterlibatan umum. 

Pada saat melakukan proses pengadilan yang menjad dramatis atas 

perkaranya itu, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan yang 

berjudul “Indonesia Menggugat”, yang dibacakannya selama dua hari 

berturut-turut. Dalam proses tahan Soekarno mulai memperhatikan 

ketersediaan waktu untuk memikirkan kembali masalah-masalah 

keislaman yang sudah pernah ditekuni selama tinggal di Surabaya.
167

 

 Soekarno ditangkap tahun 1930, dipenjara di Sukamiskin dengan  

dijatuhi vonis 4 tahun penjara di Landraadd Bandung karena 

pergerakannya dengan PNI yang dianggap menentang pemerintah 

kolonial Belanda. Setelah keluar dari penjara Sukamiskin, tergambar 

adanya perasaan pada dirinya. Pertama, keyakinan semakin teguh 

terhadap kebenaran Islam. Kedua, rasa iri yang mendalam melihat misi 

kegiatan umat kristen dalam melakukan bimbingan kepada para 

narapidana sebulum mengajak mereka masuk kristen, sementara dakwah 

islam kuraNng tertata dengan baik. Meneurut Soekarno, 
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Muhammadiyah telah menggarap kegiatan dakwah di penjara, tetap saja 

tidak bisa mengiimbangi misi Kristen. 

 Soekarno tidak menyelesaikan masa tahanan karena ada 

keringanan hukum dari Gubernur Jendral De Greff, tanggal 31 

Desember 1931 dibebaskan dan melanjutkan karir politiknya. Pada 

bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) 

setelah dibubarkan oleh Sartono yang merupakan partai pecahan dari 

PNI. Sebagian anggota PNI lama tidak puas atas keputusan Sartono 

sehingga mereka mendirikan partai baru dengan nama Pendidikan 

Nasional Indonesia (PNI Baru). Dengan perpecahan ini mulalah terjadi 

konflik dan dialog ideologis dikalangan nasionalis sendiri.
168

 

 Setelah Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin, Soekarno 

berusaha menyatukan dua kelompok nasionalis yang merupakan anggota 

PNI sebelumnya, namun usahanya gagal dan akhirnya lebih memilih 

melanjutkan dunia politiknya pada partindo, PNI baru dpimpin oleh 

Hatta setelah menyelesaikan penddikan di negeri Belanda. Hingga pada 

akhirnya kedua partai berkembang pesat dan disegani oleh pemerintah 

Belanda.
169

 

 Wajah dua partai yang membawa pengaruh yang sangat besar 

terhadap pemerintahan kolonial Belanda, dimana Partindo seringkali 

melakukan rapat akbar dalam rangka protes terhadap pemerintah dan 

menggalang partisipasi rakyat dalam bidang politik. Sedangkan PNI 
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Baru menyiapkan kader-kader bangsa. Kegiatan dua partai menjadikan 

kondisi dan situasi negara tidak stabil sehingga pemeritah kolonial 

berusaha membungkam para pimimpin partai. Kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah Belanda dengan melarang pegawai pemerintah untuk 

mengikuti kegiatan partai, menangkap tokoh-tokoh partai yang sangat 

vokal, termasuk dibuangnya Soekarno ke Endeh (Flores).
170

 

 Melihat trobosan politik yang danggap berbahaya pada 

kelangsungan pemerintah Belanda, oleh karena itu Soekarno diasingkan 

ke Ende Flores. Selama berada di Ende, kegiatan yang dilakukannya 

memperdalam pemahamannya tentang islam dengan menjalin hubungan 

dengan Ahmad Hasan. Ahmad Hasan banyak mengirimi buku untuk 

memperdalam ilmu agamanya, diantaranya: Pengajaran Sholat, Utusan 

Wahabi, Al-Mukthar, Debat Talqin, Al-Burham, Al-Jawahir, Sholat 

Jawab, disamping itu juga mendapat brosur Haji Fahruddin tentang 

perbandingan Islam dan Kristen, Brosur A.D Hanie tentang cara 

pemerintahan Islam. Sesuai perintah kolonial Belanda dalam 

mengasingkan ke Ende, kehidupannya benar-benar terasingkan dari 

masyarakat ramai. Namun Soekarno menpunyai cara mendekati 

masyarakat lewat kegiatan berdagang maupun kesenian dengan 

engorganisir  kelompok sandiwara dengan memanfaatkan penduduk 

sebagai pemainnya.
171
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 Setelah keluar dari penjara hingga masa pengasingan tahun 1932-

1933 pemikirannya didominasi oleh slogan-slogan marxis. Pikirannya di 

fokuskan pada rakyat yang mengalami ketertindasan dan kemiskinan 

akibat kapitalisme serta imperialisme, melalui analisis marxis dapat 

membahas pertentangan kelas, eksploitasi nilai lebih oleh kaum kapitalis 

serta harapan-harapan profetik mengenai masa depan dimana rakyat 

akan mengambil alih kekuasaan dan melenyapkan sistem kapitalisme. 

Peter Kasenda dalam bukunya mengatakan bahwa Soekarno mengikuti 

pemikiran Karl Marx dengan mengatakan, “Marxisme telah memberikan 

kepada Soekarno alat yang paling sistematis dalam menganalisi sosial 

dan dalam pengkajiannya tentang kebebasan kolonialisme”. Soekarno 

pernah berkata “setelah tercipta kondisi-kondisi dan setelah terbentuk 

parlemen kita sendiri.... Sarekat Islam hendaknya jangan menghentikan 

kegiatannya, ia harus bekerja untuk memperkuku demokrasi dan Islam 

di Indonesia, juga untuk menghapuskan sistem kapitalisme”. 

b. Masa Penjajahan Jepang (Tahun 1942- 1945) 

Tekanan batin selama pengasingan dan kondisi alam yang tidak 

sesuai dengan kondisi tubuhnya, Soekarno mengidap sakit keras dan 

berita ini sampai ketelinga M.H Thamrin seorang anggota Dewan 

Rakyat (Volksraad) di Jakarta. Thamrin mengajukan permohonan pada 

pemerintah Belanda agar memindah Soekarno dari Ende ketempat lain 

yang lebih aman dan terjamin kesehatannya, karena banyak datangnya 

desakan, hingga akhirnya pemerintah memindahkan dari Ende ke 
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Bengkulu. Tahun 1942 terjadi perkembangan politik di Asia Tenggara, 

dimana Jepang berambisi dalam melancarkan Perang Asia Timur Raya 

yang mengakibatkan beberapa wilayah jatuh ketangan Jepang tidak 

terkecuali Indonesia, dimana Indonesia mengalami perpindahan 

kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Selama masa peralihan kekuasaan 

ini, Soekarno digasingkan dari Bengkulu ke Padang, pengungsingan ini 

tidak berlangsung lama hingga akhirnya dikembalikan lagi ke Bengkulu. 

Setelah kondisi pemerintahan mulai kondusif dan masa mengasingan 

berakhir Soekarno kembali ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangannya 

kembali.  

Karir politik Sukarno tidak habis di situ, sejak kekalahan Belanda 

dari Jepang mengembalikan impian besar bangsa Indonesia. Dia kembali 

tampil ke panggung, sekalipun dengan sejumlah pandangan yang telah 

direvisi. Berkeyakinan besar bahwa Jepang akhirnya akan memberikan 

kemerdekaan bagi Indonesia, Sukarno menanggalkan sikap non 

kooperasi dan mendukung rezim fasistik itu dengan sikap pragmatis 

yang mencengangkan bahkan menggetirkan.
172

 

Masa penjajahan Jepang yang dimulai dari tahun 1942-1945, pada 

masa ini Indonesia bangkit dari keterpurukan menuju kemerdekaan 

bangsa dengan bantuan tangan Jepang, sekalipun tanpa bantuan Jepang 

percaya dan yakin dengan mengandalkan kekuatan sendiri bisa 

meraihnya. Soekarno aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan dengan 
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merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintah 

diantaranya perumusan naskah proklamasi. Pada awalnya para tokoh 

politik kemerdekaan tidak begitu diperhatikan seperti Soekarno, Hatta, 

Ki hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur dan lainnya oleh kelompok 

Jepang dalam berbagai kegiatan, utamanya dalam mengamankan 

keberadaanya hingga pada akhirnya memberikan panggung dan 

perhatian dalam berbagai kegiatan. Seperti pusat tenaga rakyat (Putera), 

PPKI, BPUPKI taupun kegtan Jawa Hokokai. 

 1943 Soekarno, Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo diundang oleh 

perdana menteri Jepang Hideki Tojo dan diterima secara langsng oleh 

Kaisar Hirohito, dimana Kaisar memberikan Ratna Suci atau Bintang 

Kekaisaran. Hubungan baik dengan, Soekarno dengan tokoh pergerakan 

lainnya dituduh oleh pemerintah Belanda dalam kasus romusha. 

c. Masa Revolusi (Tahun 1945-1949) 

 Masa ini dimulai dengan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, 

peristiwa yang dimulai dengan kedatangan Soekarno dari Dalat, 

Vietnam karena menerima undangan dari Marsekal Tarauchi yang 

menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan 

bangsanya sendiri. Kedatangan dari sinilah terjadinya peristiwa 

rengasdengklok di tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa yang memiliki 

keterikatan dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia di 

tanggal 17 Agustus 1945.  
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 Jepang yang genjar membangun imperium Asia Raya pada masa 

Perang Dunia II mengalami kekalahan dari sekutu, kekalahan yang 

memberikan dampak besar pada Indonesia dengan terpecahnya 

golongan tua dan golongan muda dibagian kelompok politik. 

Perpecahan kelompok karena perbedaan pendapat dapat waktu 

proklamasikan kemerdekaan. Golongan tua yang terdiri dari Soekarno, 

Hatta, pengurus BPUPKI dan PPKI, menginginkan agar proklamasi 

dilakukan dengan ketua badan PPKI, sehingga golongan muda menculik 

Soekarno dan Hatta untuk menjauh dari isu dan pengaruh Jepang, yang 

mengaggap bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu campur tangan 

Jepang, begitu halnya penyerahan Jepang atas Indonesia. 

 Setelah kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 18 Agustus 

1945 PPKI mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai 

Wakil Presiden, dan di tanggal 29 Agustus dikukuhkan kembali oleh 

Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas sebagai 

pembantu Presiden dengan anggota pemuka masyarakat dari berbagai 

daerah.
173

 Di tanggal 1 Oktober Christison selaku ketua Panglima 

AFNEI mengakui keberadaan Indonesia secara de facto. 

 Dimasa inilah Soekarno sebagai Presiden mencoba melakukan 

yang terbaik bagi rakyatnya, diantaranya melakukan penyelesaian krisis 

yang terjadi di Surabaya Jawa Timur akibat provokasi yang dilancarkan 

oleh pasukan NICA Belanda, peristiwa yang membawa pertempuran 
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militer yang membawa sekutu (tentara Britania Raya) yang terjadi 

selama tiga minggu dengan puncak yang terjadi pada 10 November 

1945 dan gugurnya Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothem Mallaby. 

Karena banyaknya provokasi sehingga Presiden Soekarno memindahkan 

Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta Ke Yogyakarta. 

d. Masa Demokrasi Liberal (Tahun 1950-1959) 

 Masa liberal yang dimulai sejak awal kemerdekaan dengan adanya 

maklumat wapres dengan menggunakan sistem parlementer dan adanya 

pengumuman dari pemerintah diperbolehkannya berdirinya partai-partai. 

Disisi lain dengan banyaknya berdirinya partai menimbulkan warna 

pada dunia politik Indonesia saat itu, karena perbedaan ideologi partai 

sehingga menghasilakan konflik antar partai. Kabinet tidak berumur 

panjang dan sistem pembangunan terhenti.
174

 

 Masa ini diakhiri dengan lahirnya dekrit Presiden pada tanggal 5 

Juli 1959, setelah konstituente dalam beberapa kali sidangnya tidak 

berhasil dalam mencapai kesempatan penetapan Undang-undang baru. 

e. Masa Demokrasi Terpimpin (Tahun 1959-1965) 

 Setelah turunnya dekrit sistem demokrasi terpimpin dijalankan, 

dimana Presiden Soekarno melakukan tindakan dan kebijakan 

pemerintah yang dijalankannya secara otoriter. Pada masa ini Soekarno 

menyuarakan idenya mengenai nasakom, beberapa tahun setelah masa 

jabatan peranan partai politik nasional relatif kecil, hanya beberapa 
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partai besar bisa berkembang dan berdiri kokoh seperti PKI, PNI, dan 

lain-lain. pada masa inilah ide-ide lama Soekarno dalam politik kembali 

eksis, seperti Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Trisakti, Sosialisme 

Indonesia dan Revolusi belum selesai.
175

 

 Nasakom digunakan sebagai mempersatukan kelompok politik. 

Demokrasi terpimpim digunakan sebagai legitimasi kepemimpinannya, 

yang dijadikan alat untuk memilih kepemimpinan yang ada di Indonesia 

dengan musyawarah mufakat. Trisakti digunakan dasar cita-cita 

Soekarno dalam mewujudkan nasionalisme, dengan dasar berdaulat dan 

bebas dalam dunia politik, keperibadian dalam kebudayaan dan 

berdikari dalam ekonomi.
176

 

 Sosialisme Indonesia dimanfaatkan sebagai potensi yang dimiliki 

Indonesia, yang bersumber dari alam dan kekayaan negaranya untuk 

kepentingan rakyatnya sendiri. Revolusi dijadikan sebagai jargon untuk 

memberikan semangat kepada rakyat agar mereka senantiasa merubah 

diri untuk menjadi pribadi dan negara lebih baik. Nawaksara yang 

merupakan sembilan pembelaan Soekarno dalam sidang MPR, sekalipun 

MPR menolak pembelaannya. 

D. Sumber Pemikiran Soekarno 

Pemikiran yang dilatar belakangi oleh budaya Jawa dan Islam tradisional 

dari lahir membawa kondisi mistik, kondisi mistik yang mempengaruhinya 

bertemu dengan pemikiran sinkretis, dimana mencoba  mencari perpaduan 
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antara bebagai kepercayaan, sekalipun pada akhirnya mendapatkan 

pertentangan dar berbagai pihak. Soekarno memanfaatkan pola berfikir mistik 

dan sinkretis menjadi dasar kerangka pemikirannya yang dialektis terhadap 

berbegai macam pemikiran hingga akhirnya melahirkan sintesa baru. Oleh 

karena inilah Soekarno berusaha menemukan jalan pemikirannya sendiri tanpa 

terikat dengan satu pola pemikiran yang didapat dari orang-orang 

terdekatnya.
177

 

Sumber pemikirannya salain dari orang-orang terdekatnya juga berasal 

dari renungan dari karya tulis dari tokoh dunia terkemuka. Semenjak berada 

dikediaman Tjokro seringkali Soekarno menghabiskan waktunya tinggal dan 

berdiam diri diperpustakaan dengan merenungkan hasil bacaan, dari buku 

itulah mempelajari lebih dalam pemikiran tokoh dari pemikiran barat, nasional 

timur dan Islam. Dalam hal ini  terbagi menjadi dua sumber. Pertama, Dalam 

mendalami tokoh dan pemikiran barat, dalam angannya Soekarno pernah 

berbincang dengan Thomas Jefferson dan mendalami Declaration of 

Independence yang ditulisnya pada tahun 1776 serta membicarakan Abraham 

Lincoln. Selain dari itu juga mempelajari pemikiran dari tokoh Eropa seperti 

Ernest Renan dari Prancid, Gladstone, Beatrice Webb dari Britana Raya, 

Mazzini, Cavour dan Garibaldi dari Italia. Pemikiran yang berdasar pada 

konsep komunisme yang dipelajari dari Karl Marx, Lenin, Friedrich Engels dan 

Jean Jacques Rousseau pencntus teori kontrak sosial.
178
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Selain dari itu juga mempelajarri dari strategis seorang ahli pidato yang 

berasal dari Prancis Aristilde Briand dan Jean Jaures, yang pernaha 

diungkapkan pada saat menguraikan pendapatnya mengenai sosialisme. Kedua,  

sumber yang diperoleh dari para pemikir Islam yang beraliran pembaruan 

khusus yang berasal dari Mesir, Turki dan India. Tokoh yang sering disebut 

saat dipenjara Sukamiskin dan tempat mengasingan di Ende maupun di 

Bengkulu adalah Ami Ali seorang penulis dengan karyanya  The Spirit of 

Islam, sebuah karya yang banyak membicarakan tentang Islam dari sudut 

pandang rasional dan tuntutan kehidupan modern.
179

 

Selain dari itu yang mempengaruhi jalan fikiran Soekarno dalam bidang 

keislaman diantara: Al-Afgani, Muhammad Abduh, ‘Arabi Pasha, Mustafa 

Kamil, Farid Bey, Ali Pasha, Ahmad Bey, Muhammad Ali, Shaukat Ali, 

Mustafa Kemal, Zaghul Pasha, Amir Ali, khwaja Kamaluddin, Essad Bey, 

Farid Wajdi, Halido Edib, ‘Ali ‘Abdu Al-Raziq, Qasim Amin, Ahmad Khan, 

Zia Keuk Alf. Tokoh Islam yang sering ka dikutip dalam tulisannya pertama, 

Mustafa Kemal sebanyak 38 kutipan, diantaranya yang berjudul Kearah 

Persatuan (1928), Tabir adalah Lambang Perbudakan (1939), Apa Sebab 

Turki Memisah Agama dan Negara (1940), dan Saja Kurang Dinamis (1940). 

Kedua, Halide Edib Hanoum dengan 24 kutipan, diantaranya; Memudakan 

Pengertian Islam (1940), Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara 

(1940), Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal Udara (1940). 
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Ketiga, Amir Ali dengan 15 kutipan, diantaranya; Soerat-Soerat Islam 

dari Endeh (1934), Memudakan Pengertian Islam (1940), Masjarakat Onta 

dan Masjarakat Kapal Udara (1940) dan Islam Sontoloyo (1940).
180

 Pemikiran 

dari Amir Ali lebih banyak mempengarui pada pandangan Islam Soekarno, 

dimana banyak pemikirannya membicarakan pembaruan pemikiran Islam yang 

dibaca dari karyanya yang berjudul The Spirit of Islam. Keempat, Muhammad 

Ali, dengan 10 kutipan, diantaranya; Nasionalisme, Islam dan Marxisme 

(1926), Tabir adalah Lambang Perbudakan (1939), Memudakan Pengertian 

Islam (1940), Islam Sontoloyo (1940), Islam Sontoloyo (1940), dan Islam 

adalah Kehidupan Agama Kehidupan dan Perjuangan (Religion of Life and 

Struggle) (1964). 

Semangat kebangsaan yang mulai tertanam pada diri Soekarno persis 

dengan berbagai ragam pemikiran calon elite yang tinggal dan sering 

berkunjung dikediaman Tjokroaminoto, ada unsur Islam konservatif dan 

reformis, pemikir nasionalis dan pemikir sosialisme. Sekalipun memperoleh 

pengaruh dari berbagai tokoh dan aliran, Soekarno mengakui bahwa didikan 

Tjokroaminoto yang paling penting dalam membentuk kepribadiannya. Selain 

memperoleh pengetahuan keislaman dari Tjokroaminoto, Soekarno juga 

memperoleh pengetahuan dari K.H Ahmad Dahlan
181

 serta dekat juga dengan 

Ahmad Hasan (Hasan Bandung) pendiri Persatuan Islam (Persis) yang 

dianggap sebagai guru spiritualnya. 
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Selama tinggal di Bandung, Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh 

Nasionalis yang tidak terikat lagi dengan pemikiran politik keislaman seperti 

Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, Suwardi, Iskaq Tjokrodisurjo, 

Sartono dan sebagainya. Dua tokoh pertama memiliki peranan penting ikut 

memberi warna pada jalan fikiran Soekarno. Peranan dua tokoh ini dapat 

disejajarkan dengan pemikiran Tjokroaminoto, hal ini dikarenakan hubungan 

dekat antara ketiganya, serta prinsip dalam mencari rumusan untuk 

mempersatukan bangsa Indonesia.
182

 Keyakinan besar akan modernitas tidak 

mengherankan Soekarno dekat dengan beberapa tokoh Islam masa itu. Mula-

mula deng SI, tetapi kemudian dengan Muhammadiyah. Soekarno mengenal 

K.H. Ahmad Dahlan sejak berumur 15 tahun, ketika sedang berceramah 

dikalangan SI. Soekarno berkata, “sejak berumur 15 tahun, saat saya diam 

dirumah Tjokroaminoto, saya telah terpukau dengan ceramah K.H Ahmad 

Dahlan dan saya secara resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah pada 

tahun 1938”.
183

 

Ketiga orang yang dijadikan sebagai tempat Soekarno berguru adalah, 

H.O.S Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker (Tiga 

Serangkai). H.O.S Tjokroaminoto sendiri adalah tokoh pergerakan sebagai 

salah satu pelopor kemerdekaan yang lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo, 

Jawa Timur, keturunan priayayi dari Madiun dan lulusan dari OSVIA (sekolah 

untuk  para calon pamong praja) . Tokoh pergerakan nasional dan sebagai 

pemimpin Sarekat Islam (SI), dari pemikirannya pula lahirlah beberapa 
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ideologi bangsa Indonesia, sosok dari H.O.S Tjokroaminoto yang membawa 

pemikiran politik bung karno mengenai nasionalisme, sosialisme dan 

komunisme. Tjokroaminoto mengajarkan kepada Soekarno cara berfikir dan 

menjadi seorang pemimpin yang berakar di masyarakat. Menjadi seorang 

pemikir tidak bisa lain kecuali memahami budaya bangsa yang sesungguhnya 

dan mengerti masalah dan tuntutan apa yang dikehendaki rakyat. Bangsa 

Indonesia, bangsa yang mementingkan unsur yang bersifat agama dan rohani, 

maka seorang pemimpin harus memiliki jiwa keagamaan. Oleh karena itu 

Tjokroaminoto mendorong Soekarno untuk mendalami gerakan pembaruan 

pemikiran Islam yang datang dari India, dengan melihat adanya hubungan 

antara Islam dengan kemajuan peradaban Islam.
184

 

Tjipto Mangunkusuma seorang dokter yang mengormankan status 

elitenya menjadi pejuang nasionalis, yang mempunyai pola tersendiri pada 

idenya, sumbangan dalam perjuangan Indonesia terletak pada watak pribadaya 

yang keras kepala pada pemerintahan Belanda, tidak mementikan diri sendiri, 

berwibawa, jujur, idealis dan revolusioner yang disertai dengan cara-cara 

radikal. Dalam memperjuangkan bangsa Indonesia Tjipto memiliki keunikan 

tersendiri dalam memecahkan masalah sosial dan politik yang tidak dimiliki 

dan dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dan komunis. Tjipto menggunakan 

konsep budaya Indonesia sebgai konsep memperjuangkan bangsa Indonesia, 

konsep keharmonisan hubungan antar lapisan sosial dalam budaya Jawa, 

seperti konsep struktur gusti-kawula, rakyat dan raja, yang mmenjadi inti 
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pengikat hubungan antar warga masyarakat. Akan tetapi, pemerintah kolonial 

telah memanfaatkan struktur lapisan sosial dan merusaknya guna kepentingan 

pemerintah kolonial.
185

 

Yang menjadikan Tjipto menonjol dari tokoh nasionalis lainnya adalah 

dengan segi radikalanya lewat Indische Partij dalam menentang Belanda, dan 

karena pemikiran radikalnya menyebabkan ia sempat dituduh mendalangi 

pemberontakan komunis hingga akhrnya dbuang ke Digul.
186

 Dnudirdjo Setia 

Budhi atau Ernes F. E Douwes Dekker cucu dari F.E Doewes Dekker, Asisten 

Residen di Indonesia pada abad XIX, seorang penulis buku yang mengencam 

sistem tanam paksa (Cultuurstesel).
187

 

Soekarno menyebut lingkungan rumah Tjokroaminoto sebagai “dapaur 

revolusi Indonesia”, karena dapat melahirkan Berbagai tokoh pergerakan, 

meski dengan aliran yang berbeda, sering bertemu dirumah yang sama. Selain 

dengan para tokoh tiga serangkai, Soekarno juga bertemu Kartosoewirjo  

(tokoh DI/TII), Alimin, Semaun, Musso, Hendrik Sneevliet (tokoh marxis) dan 

lain-lain yang masing-masing membawa pandangan dan aliran yang sedikit 

banyak mempengaruhi pandangannya dalam berbagai hal. Ki Hadjar 

Dewantoro yang membawa dan menyatukan pandangan Barat dan pandangan 

tradisional Jawa. 

E. Pemikiran Politik Soekarno 

Ideologi politik merupakan sebuah himpunan ide dan prinsip yang 

menjelaskan kehidupan masyarakat dalam bekerja dan menawarkan secara 
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ringkas kepada masyarakat cara mengatur kekuasaan dan dan 

melaksanakannya dengan titik fokus bidang politik. Ideologi politik sendiri 

berkaitan dengan nilai, norma, etika, moralitas serta idealisme politik yang 

tidak terikat dengan agama.
188

 

Pada konteks politik Indonesia modern, sosok Soekarno menduduki tiga 

posisi yang sangat istimewa, Pertama, Soekarno menjadi institusi politik yang 

mampu membentuk jaringan sistem ideal kelembagaan imaginer dikalangan 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, Soekarno sebagai pemikir yang 

gagasan-gagasannya tetap menjadi pusat perdebatan diberbagai kalangan. 

Ketiga, Soekarno sebagai ideologi dan ideolog yang mampu merumuskan 

gagasan tentang good society yang direngkuh Indonesia dalam 

mewujudkannya.
189

 

Substansi pemikiran politik Soekarno yang ingin mencari rumusan 

mempersatukan bangsa yang majemuk serta memperjuangkannya agar terbebas 

dari belenggu penjajah, agaknya tidak berubah. Namun adanya transisi dalam 

ekspresi dari gaya penyampaian ide-idenya. Peralihan gaya ini tampak pada 

adanya kelangsungan suatu perubahan sosial  ditentukan oleh vitalitas massa 

dan tekad mereka terhadap corak masyarakat baru, untuk memperoleh itu akan 

diperlukan dialog agar terjadi sikap saling mengerti terhadap kebutuhan 

masing-masing.
190
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Pemikiran Soekarno selain berasal dari gurunya, juga berasal dari 

hubungan pertemanan dengan beberapa tokoh penting yang berasal dari 

komunis diantaranya;  Alimin, Musso, Semaun, Darsono an C. Hartogh. Dari 

kalangan nasionalis Jawa berasal dari Jong Java. Sementara dari kalangan 

Islam K.H Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan, Agung Salim, Sekar Maridjan 

Kartosuwiryo, dan lain-lain. pengaruh pergaulan dari tokoh-tokoh Islam, 

membuat pemahaman lebih berkembang terhadap Islam, sebagi kelanjutan ide 

pembaruan yang diterima dar Tjokroaminoto. Perbedaan pengetahuan yang 

diterima Soekarno dari Tjokroaminoto, Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan 

menjadikan orientasi baru hingga menghasilkan sintesa dalam pemikiran Islam, 

dimana Tjokroaminoto lebih menonjolkan orientasi pemikiran politik 

sedangkan Ahmad Dahlan pada pemurnian dan pembaruan pemahaman Islam, 

dam Ahmad Hasan lebih menekankan pada unsur pemurnian dan pembelaan 

Islam.
191

 

Bergaul dengan tokoh-tokoh komunis yang memakai cara yang radikal 

dan revolusioner dalam memperjuangkan idenya, oleh karena itu ciri 

keradikalan yang diterima dari Tjipto mendapat landasan dari orang-orang 

komunis. Soekarno mengakui bahwa Alimin yang mengajarinya tentang 

komunis, sekalipun demikian Soekarno bukan seorang komunis melainkan 

seorang sosialis. Paham sosialis yang diambil oleh Soekarno karena ciri paham 

ini berorientasi kiri, dan orang kiri menghendaki perubahan kekuasaan kapitali 

dan imperialis dengan segera, sedang orang sosialis memperjuangkan 
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terciptanya keadilan sosial secara merata dikalangan masyarakat, leh karena itu 

seorang yang perpaham kiri tidak perlu menjadi komunis.
192

 Sekalipun banyak 

dari pengamat mengatakan bahwa banyak pengaruh marxisme dalam 

pemikirannya. Soekarno membutuhkan konsep perjuangan komunis untuk 

mengurai sistem kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. 

Konsep perjuangan untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia yang 

multiras yang berasal dari Douwes Dekker, mempunyai kemiripan dengan 

Suwardi (Ki Hadjar Dewantara) seorang anggota Indische Partij  yang 

menempatkan dirinya sebaga pengkritik yang radikal terhadap pemerintah 

kolonial Belanda, karena pandangan politiknya ini juga mengalami 

pengasingan ke Belanda hingga akhirnya pemikirannya mengalami berubahan 

yang cendrung pada pembaruan kebudayaan khususnya kebudayaan Jawa 

(Lubis: 90). Pemikiran Soekarno yang berpijak pada kebudayaan ini mendapat 

pengaruh dari Suwarti. Pemikiran kebudayaan yang menekankan pada sifat 

kemanusiaan itu berkembang lewat bacaan Soekarno tentang pemikiran 

kebangsaan yang berasal dari tokoh-tokoh Nasionalis Timur, yaitu Mahatma 

Gandhi dan Sut Yat Sen.
193

 

Pemikiran politik Soekarno dalam bidang politik secara umum 

dipusatkan pada tiga pokok pemikiran berdasarkan pertimbangan, yaitu 

Marhaenisme, Pancasila dan Nasionalisme-Islamisme-Marxisme. 
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1. Marhaenisme  

Sosialisme Indonesia adalah asas kehidupan rakyat Indonesia yang 

didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme Indonesia, yang muncul dan 

tumbuh atas kesadaran ketidakadilan dan ketertindasan bangsa oleh 

kapitalisme dan imperialisme. Konsep sosialisme Indonesia yang digagas 

oleh Soekarno dinamakan marhaenisme. Marhaenisme adalah ideologi 

perjuangan Soekarno yang terinspirasi dari pemikiran marxisme dengan 

menggabungkan pemikirannya sendiri dalam perjuangannya melawan 

kolonialisme dan imperialisme.
194

 Dalam pemikiran Soekarno dalam 

menggagas sosialisme Indonesia atau yang dikenal dengan marhaenisme 

secara tidak langsung terdapat nilai-nilai agama, mengingat Soekarno 

sebagai tokoh yang religius dalam memperdalam ilmu agama Islam. 

Mempelajari ilmu agama dari buku-buku yang dibacanya dalam berbagai 

bahasa, tidak terkecuali mempelajari mengenai politik umat Islam.
195

 

Soekarno sebagai tokoh politik indonesia sering kali menyelipkan ayat-ayat 

suci Al-qur’an dan hadist dalam setiap acara kenegaraan, baik dalam atau 

luar negeri.  

2. Pancasila 

Pancasila lahir sebagai kristalisasi atas sebagai anasir pandangan dan 

pemikiran yang bergumul kala itu, pada era pra kemerdekaan dasawarsa ke 

1910-an hingga masa kemerdekaan, Indonesia telah menjadi medan 
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pertempuran ideologi. Lahirnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, 

Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan berbagai organisasi 

sosial politik, yang telah ikut dan meramaikan dalam pembabakan awal 

perumusan ide Pancasila. kristalisasi nilai dan pemikiran menguat dalam 

peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Semangat Sumpah 

Pemudah yang membawa pengaruh yang besar dalam membangun cita-cita 

bangsa, merajut anasir gerakan sosial, menyatukan simpul kebangsaan serta 

meletakan nilai-nilai fundamen bagi perumusab ide pancasila dikemudian 

hari.
196

 

Benih awal penyampaian de Pancasila dapat ditelusuri dalam konsepsi 

ideologi Perhimpunan Indonesia (PI) sejak tahun 1924, menurut pandangan 

PI bahwa kemerdekaan politik harusnya berakar pada empat prinsip, yakni; 

persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian (self help). 

Prinsip yang bertaut erat dengan visi-misi perjuangan Indische Partij, 

gerakan komunis dan Sarekat Islam. Ideologi ketiga gerakan sosial dirajut 

dalam rumusan ideologi politik Perhimpunan Indonesia (PI).
197

 

Sejak berlangsungnya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 29 Mei-1 Juni 1945 yang 

diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat bersama dengan dua wakilnya 

Itibangase Yosio dan R.P Soeroso, ideologi Pancasila bentuk untaian kata 
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mulai tertata secara padu dan solid.
198

 Hasil dari pemikiran yang diperas 

dalam lima konsepsi dasar dengan beberapa usulan tokoh: 

a. Nilai Ketuhanan, yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, 

Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprojo, Dasaad, Agoes salim, 

Ki Bagus hadikoesoemo, Abdul Kadir, K.H Sanoesi, Ki Bagus 

hadikoesoemo, Soepomo, dan Muhammad Hatta. 

b. Nilai Kemanusian, yang diusulkan oleh Radjiman Wedioningrat, 

Muhammad Yamin, Wiranatakoesoemo, Woerjaningrat, Soesanto 

Tirtoprojo, Wongsonagoro, Soepomo, Liem Koen Hian, dan Ki Bagus 

hadikoesoemo. 

c. Nilai Persatuan, yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, 

Sosrodiningrat, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, dan Soesanto 

Tirtoptojo, A. Rachim Pratalykrama, Soekiman, Abdul Kadir dan 

Soepomo. 

d. Nilai Demokrasi Permusyawaratan, yang diusulkan oleh Muhammad 

Yamin, Soesanto Tirtoptojo, Ki Bagus hadikoesoemo, Soepomo, dan A. 

Rachim Pratalykrama. 

e. Nilai Keadilan dan Kesejahteraan, yang diusulkkan oleh Muhammad 

Yamin, Ki Bagus hadikoesoemo, Soerio, Abdul Kadir, Soepomo, dan A. 

Rachim Pratalykrama. 

Jika diperhatikan secara seksama pemikiran dari gagasan Muhamad 

Yamin dan Soepomo hampir mendekat apa yang diinginkan, tetapi rumusan 
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pancasila yang lebih sistematis dan diterima oleh mayoritas anggota 

BPUPKI adalah rumusan yang diusung oleh Soekarno, karena usungan 

Soekarno banyak mengambil dari pandangan-padangan pemkiran 

sebelumnya, namum sebagaimana karakternya tidak pernah menjiplak. Saat 

menyampaikan isi pidatonya Soekarno jelas tampak nlai-nilai fundamen 

sebagai basis negara, yang mampu menarik perhatian dan berhasil 

menggalang konsensus dari anggota BPUPKI sebagai Commmon 

Denominator.
199

 

Uraian Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno menjadi dasar filsafat 

dan pandangan hidup bangsa, disampaikannya untuk pertama kali didepan 

sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat 

selaku kaitjo Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai menulis kata pengantar dalam 

buku Lahirnja Pantjasila serta menyatakan bahwa pidato tersebut diuraikan 

oleh Soekarno tanpa teks dan terdiri dari 6000 kata, yang diucapkan secara 

spontan saat sidang berlangsung dibawah pengawasan pemerintahan 

Jepang.
200

 

Lewat kesempatan itu Soekarnomengutarakan konsepsi Panca Sila 

analog dengan dasar statis dan dasar dinamis, sebagaimana katanya, “dalam 

mengadakan Negara Indonesia Merdaka itu harus dapat meletakkan negara 

itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen 

daidalam bangsa itu, etap uga mempunyai tuntunan dinamis kearah mana 

kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini”. Dalam pengakuannya, ide 
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Pancasila digali dalam bumi Nusantara, menembus pada zaman Hindu dan 

pra-Hindu, dimana itu semua mengkristal dalam lima hal yang menjadi jiwa 

bangsa Indonesia. Pancasila Soekarno merupakan kristalisasi dari segenap 

nilai lama yang telah eksis di bumi Nusantara. Kelima dasar itu meliputi: 

pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, Internasionalisme/ 

Perikemanusiaan. Ketiga, Mufakat dan Demokrasi. Keempat, Kesejahteraan 

Sosial dan Kelima, Ketuhanan yang berkebudayaan.
201

 

Bagi Soekarno Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia 

yaitu gotong royong, intinya gotong royong  sekalipun dipersempit atau 

diperluas maknanya intinya sama.
202

 Karena itulah kelima sila dalam 

pancasila dapat diperas menjadi tiga sila (trisila), yaitu Sosio Nasionalisme 

(socio-nationalisme), Sosio Demokrasi (socio-democratie) dan ketuhanan. 

Kemudian diperas lagi menjadi ekasila yang maknanya gotong royong.
203

 

J.K Tumakaka mengatakan bahwa dipersempitnya sila dalam pancasila 

bukan berarti kehilangan maknanya, karena yang dipersempit itu jumlah 

silanya bukan meteri dan kandungan isinya. Penggunaan trisila ini 

ditawarkan oleh Soekarno kepada para peserta sidang seandainya ada yang 

tidak senang dengan angka lima, maka dengan ini dapat memerasnya lagi 

menjadi tiga prinsip. Ketiga prinsip yang disebutkan perasan dari lima 

dinamakan dengan trisila, dan apabila juga tidak setuju, soekarno 
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memerasnya menjadi ekasila sesua dengan prnsip bangsa yang gotong-

royong.
204

 

Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno tidak bisa lepas dari 

kepribadian dan pola pemikiran bangsa Indonesia. Menurut pendapat J.M 

Van der Kroef, ada tiga pemikiran yang membentuk kepribadian bangsa 

Indonesia yang menjadi landasan dari rumusan Pancasila. pertama, ideologi 

tradisional komunal, di Jawa dan sebagian Sumatra bercampur dengan etos 

sosial Hinduisme. Kedua, Islam baik yang beraliran ortodoks maupun yang 

berwajah pembaruan. Ketiga, sejarah liberalisme yang bercampur dengan 

ideologi marxisme. Sekalipun demikiran pemikiran Islam pada dasar negara 

lebih mendominasi, mengingat sikap keagamaan ini menjadi pokok 

perhatiannya dalam tulisan-tulisannya mengenai politik.
205

 

Gotong royong dalam masyarakat Indonesia berdasarkan lima hal. 

Pertama, magis dan religius, peryata dan yakin dengan adanya kekuatan 

gaib. Kedua, persatuan dilingkungan baik dalam cangkupan geneologis 

danteritorial. Ketiga, dasar persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. 

Keempat, musyawarah dan mufakat. Kelima, kerja sama dan gotong royong 

untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan gotong royong 

melambangkan pelaksanaan kelima sila pancasila
206

  

Rumusan pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno berbeda dengan 

formula dan uraian yang ada pada pembukaan UUD 1945, tetapi dasar 

ideologinya sama. Pancasila yang terdiri dari dua lapis fundamen yaitu 
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politik dan etika agama, dimana Soekarno menggunakan politik sebagai  

penadahuluan dan fundamen etika agama sebagai penutup, sedangkan pada 

UUD 1945 berbanding kebalik. Sekalipun rumusan pancasila Soekarno 

berbeda dengan yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dan rumusan 

terakhir ini merupakan hasil kerja pemikir Indonesia yang menempatkan 

prinsip metafisik sebagai dasar pertama, peranannya dalam menggali dan 

menghasilkan filsafat, dasar, serta jiwa dan semangat konstitusi yang 

dipegang oleh Soekarno dan Hatta.
207

 

Gagasan pancasila hasil galian Soekarno, betapapun hebatnya tetap 

memerlukan konsensus sebagai rancangan negara, hingga setelah 

penyampaian pidatonya yang mayoritas ggota BPUPKI setuju, proses 

penyempurnaan rumusan pancasila baru dilanjutkan setelah masa 

persidangan BPUPKI yang pertama. Pasca persidangan ketua BPUPKI 

membentuk panitia delaan yang diketuai oleh Soekarno yang bertugas 

dlama mengumpulkan usul-usul para anggota yang nantinya akan dibahas. 

Panitia yang diketuai oleh soekarno terdapat 2 wakil, pertama, wakil 

golongan nasionalis yang terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, M. Yamin, A. 

Maramis, M. Sutarjo Kartodikoesoemo, Oto Iskandardinata. Kelompok 

kedua  yang terdiri dari 2 orang berasal dari golongan Islam, Ki Bagoes 

hadikoesoemo dan K.H Wachid Hasyim.
208

 Tujuan dari pendirian panitia 

sembilan utuk menyusun rancangan pembukaan UUD Republik Indonesia, 

yang didalamnya dimuat Dasar Negara. 
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Sekalipun banyak argumen yang dilayangkan, tetapi kesepakatan 

berhasil dicapai berupa rancangan Pembukaan UUD, yang kemudian 

ditandatangani oleh setiap anggota sembilan pada 22 Juni 1945, dengan 

penambahan rancangan dengan menyebutan Soekarno disebutnya 

Mukkadimah, M. Yamin menyebutnya Piagam Jakarta dan Sukiman 

Wirjosandjojo menyebutnya Gentlemen’s Agreement. Pada 1 Juli rancangan 

Pancasila mengalami perubahan di Pembukaan UUD berupa berubahan 

urutan dan redaksinya terbaru, yakni: 

a. Sila Pertama, Ketuhanan yang dibumbuhi dengan anak kalimat “dengan 

kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang 

kemudian dikenal dengan tujuh kata. 

b. Sila Kedua, Kemanusian yang adil dan beradab. 

c. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. 

d. Sila Keempat, Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

e. Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebelum rancangan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, terdapat 

beberapa argumen sekalipun terdapat pro kontra mengenai angka tuju pada 

sila pertama, penghapusan kata tuju bertahan hingga akhr persidangan 

BPUPKI yang kedua pada 17 Juli 1945. Pada 12 Agustus 1945, dibentuknya 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertujuan dalam 

mempersiapkan pembentukan pemerintah Indonesia Merdeka. Pertemuan 

PPKI dilangsungkan pada 18 Agustus menyusul peristiwa Proklamasi 17 
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Agustus 1945, dengan pengecualian angka tuju. Dengan demikian sila 

pertama pada Pancasila berubah yang semula, “Ketuhanan  dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi 

“Ketuhanan yang Maha Esa”. Penghapusan ini dianggap oleh Hatta sebagai 

menjaga persatuan bangsa. Jadi Pancasila yang kini berlaku adalah buah 

dari penyempurnaan pidato 1 Juni 1945 sampai pengesahannya pada 18 

agustus 1945. 

3. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme 

keterbelakangan negara di Dunia Ketiga adalah akibat keserakahan 

dari negara-negara adidaya yang tidak pernah merasa puas dan selalu 

mengadakan penghisapan terhadap bangsa-bangsa yang dilanda kemiskinan 

dalam berbagai bidang. Walaupun pemahaman sosialis begitu menonjol 

dalam pemikiran Soekarno tampaknya dia tidak menggantungkan konsep-

konsep pemikirannya secara kuat pada salah seorang pemikir sosialis 

tertentu, seperti halnya Bauer, Brailsford, Engels, Jaures, Kaustky, Marx 

dan Troelstra, melainkan sesuai dengan kebutuhannya untuk 

mengemukakan atau mempertajam konsepnya.
209

 

Soekarno pengagum Karl Marx dan jiwanya haus oleh ajaran-ajaran 

marx, namun Nasionalisme telah mendasari jiwanya sejak kecil begitu 

halnya dengan ajaran agama Islam yang ditemui semasa remaja. Kegemaran 

akan agitasi dan kecendrungan memandang persoalan hanya dalam garis 
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besar bagian dari faktor kontroversi dalam ide yang tidak terselesaikan dan 

gagal dalam menemukan sintesis dari paham yang dikaguminya.
210

 

Soekarno menegaskan secara jelas bahwa dia tetap Islam, Nasionalis 

dan Marxis yang telah menyatu pada jiwanya, dimana jiwa nasionalisnya 

mampu dalam menggabungkan semua ideologi yang ada yang berkembang 

sejak masa pemerintahan hindia-belanda, dengan jelas jiwa nasionalisnya 

berbeda dengan beberapa tokoh Nasional Indonesia.
211

 Pemikiran ini 

dituangkan kedalam majalah Indonesia Muda yang diterbitkan oleh ASC 

dengan menguraikan pemikiran-pemikirannya berjudul Nasionalisme, 

Islamisme dan Marxisme yang ditebitkan dalam waktu tiga periode 

penerbitan tahun 1926-1927, yang diangggap sebagai awal dari pernyataan 

dan pengungkapan gagasan tentang nasionalisme sekuler baru.
212

 Pada 

tulisan inilah sikap anti kolonialisme dan anti imperialisme tampak terlihat 

secara jelas. 

Negara jajahan kolonial memiliki kesamaan bahwa musuh nasionalis 

dan marxis dunia barat yakni kapitalisme dan imperialisme, pandangan 

soekarno para pemimpin komunis internasional lambat laun akan sadar 

bahwa kawasan asia harus memiliki program lain yang tidak diterapkan oleh 

negara dikawasan Eropa dan Amerika.
213

 Latar belakang intelektual 

Soekarno lebih besar terhadap minat marxis-leninis, tetapi komitmen 

terhadap nasionalisme sudah terpupuk. Pemikiran Soekarno menunjukan 

                                                           
210

 Ibid,.  59-60. 
211

 Ibid,.  62. 
212

 Peter Kasenda., Op. Cit., 14. 
213

 Soelistyo, “DASAR NEGARA: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan 

Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia.”. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

127 

 

 

garis pemikiran Lenin, terlihat pada karya tulisannya yang berjudul 

Mencapai Indonesia Merdeka ulangan dari Indonesia Menggugat. Namun, 

bukan berarti Soekarno seorang leninis karena ada perbedaan yang 

mencolok antara keduanya. Soekarno membicarakan kaum marhaen, 

pertentangan antara orang kecil dan orang atas yang bukan perbendaharaan 

marxisme.
214

  

Di Indonesia agama Kristen dianggap berada diatas, maka marxisme 

dan Islam bisa menjadi sekutu. Dalam pandangan Soekarno pada 

pengamatannya dalam perbedaan antara filsafat materalisme dan historis 

materialisme pada teori marx, menunjukan bahwa historis materialisme 

tidak bergantung pada filsafat materalisme, oleh karenanya tidak perlu 

bahwa marxisme dijadikan sebagai teori sosial anti agama. Marxisme harus 

mengakui bahwa islam dapat menjadi kekuatan yang progresif dalam 

meperjuangkan kaum tertindas.
215

 

Soekarno menegaskan kepada para aktivis nasionalis, bahwa tidak ada 

halangan bagi kaum nasionalis untuk bekerja sama dengan para aktivis 

Islam dan marxis. Para aktivis Islam Soekarno menghimbau agar saling 

bergandengan dengan kaum marxis untuk melawan kapitalisme. Sementara 

itu pada para aktivis marxis mengingatkan bahwa di asia sistem kerja baru 

marxis menuntut kerja sama  dengan para pejuang Nasonalis dan Islam, 

dalah hal ini Soekarno mendorong agar para aktivis pergerakan mau belajar 
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dari upaya bangsa-bangsa lain di Asia dalam kerja sama menentang 

kolonialisme Eropa.
216

 

Soekarno dalam “Mencapai Indonesia Merdeka” berkata: “kita 

bergerak karena kesengsaraan, kita bergerak karena hidup ingin lebih baik, 

layak dan sempurna. Kita bergerak bukan karena ideal sahaja, kita 

bergerak karena ingin cukup makan, ingin cukup perumahan, ingin cukup 

pendidikan, ingin cukup minup seni kultur, pendek kata kita bergerak untuk 

perbaikan nasib didalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya. 

Perbaikan nasib hanya akan datang seratus persen, bila mana masyarakat 

sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stel inilah yang 

menjadi benalu tumbuh ditubuh kita, hidup dan subur dari pada kita, idup 

dan subur melebihi tenaga kita, rezeki kita, zat-zat masyarakat kita. Oleh 

karena itupergerakan kita janganlah pergerakan kecil-kecilan, pergerakan 

kita harus pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama 

sekali sifatnya masyarakat, suatu masyarakat yang ingin menjebol 

kesakitan-kesakitan masyarakat sampai sluran-salurannya dan akar-

akarnya, suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan stelsel 

imperialisme dan kapitalisme”. 

Kapitalis merupakan stelsel pergaulan hidup yang timbul dengan cara 

produksi yang memisahkan kaum buruh dan alat-alat produksi, dengan 

begitu kapitalis terjadi karena perbedaan antara kaum buruh dan kaum 

pemilik modal yang terpisahkan oleh alat-alat produksi. Kapitalis timbul 
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dari cara produksi yang menimbulkan banyak penindasan terhadap kaum 

buruh, sehingga dalam hal ini Soekarno menentang secara tegas 

terpupuknya paham di Indonesia.
217

 Jika kapitalisme akan menjdi bibit baru 

di Indonesia akan melahirkan Imperialis modern yang membahayakan 

keutuhan Bangsa.  

Ulasan yang menjadi poin penting mengenai kebutuhan akan 

kekuasaan yang mempengaruhi kepribadian dalam menciptakan  trobosan 

baru  dengan melihat dampak dan pengaruh dalam segala situasi ruang 

lingkup kekuasaannya. Pandangan Soekarno terhadap bangsa adalah suatu 

persatuan perangai yang terjadi karena persatuan hal-ikhwal  yang telah 

dijalani oleh rakyat itu. Rasa kebangsaan dalam diri akan menimbulkan rasa 

percaya diri, rasa yang mana perlu sekali untuk mempertahankan diri 

didalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan 

kita.
218

  

Agar dapat meruntuhkan stelsel imperialisme dan kapitalisme 

diperlukan persatuan rakyat yang sanggup mengadakan  masa aksi 

melangkah ke dalam masyarakat baru. Persatuan rakyat harus digerakan 

dalam satu pergerakan masa yang sadar dan radikal, artinya dalam 

pergerakan masa yang tahu benar akan dan maksud tujuan.
219

 Masa aksi 

yang sadar dan radikal dapat digunakan untuk menggugurkan stelsel 

imperialisme dan kapilatisme. Untuk membuat masa aksi itu sadar dan 
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radikal diperlukan  adanya satu partai pelopor yang mendidik dan 

memimpin rakyat dalam perjalanan ke arah kemenangan.
220

 

Dasar pemikiran Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme 

dikemukakan saat berada di Surabaya dan dirumuskan saat di Bandung. 

Ketiga aliran ini berkembang di Indonesia. Soekarno menyusun konsep ini 

dengan tujuan mempersatukan sikap (common denominator) agar dapat 

hidup berdampingan. Dalam pandangan Soekarno agar bisa bekerja sama 

dalam suatu integrasi, kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. 

Sekalipun terdapat perbadaan yang signifikan, tetapi hal itu bukanlah 

menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja sama memikirkan 

kelangsungan negara, apabila dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan 

bangsa diatas segala keragaman yang ada.
221

 

Soeloeh Indonesia Moeda yang berjudul Nasionalisme, Islamisme dan 

Marxisme. Soekarno menekankan pentingnya persatuan yang berasal dari 

Nasionalis, Islamis dan Marxis dalam memperjuangakan menghilangkan 

Imperialisme di Negara Indonesia, dimana dalam tulisannya Soekarno 

menngatakan. 

“.......keinsafan akan tragis inilah pula yang sekarang menjadi nyawa 

pergerakan rakyat Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya 

sama, ada mempunyai tiga sifat; Nasioanalists, Islamistis dan 

marxistislah adanya. Mempelajari hubungan antara ketiga siaft itu 

membuktikan bahwa ketiga haluan ini dalam satu jajahan tak guna 

berseteruan satu sama lain. membuktikan pula bahwa ketiga ini bisa 

bekerja sama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan 

maha kuat, satu ombak topan yang tak dapat diterjangnya, itulah 

kewajiban yang kita semua harus memikulnya”. 
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“.....kita tidak boleh berputus-putus berdaya upaya, tidak boleh habis-

habis ikhtiar menjalankan kewajban ikut mempersatukan gelombang-

gelombang tadi itu! Sebab itu yakin, bahwa persatuanlah yang kelak 

kemudian hari membawa impian kita menuju Indonesia merdeka.
222

 

 

Menurut pandangan Weatherbee rumusan bersama (Common 

denominator) yang dikemukakan Soekarno harus dilihat dari pandangan 

Soekarno yang amat tentang kemajemukan bangsa Indonesia, seperti yang 

disebutkan bahwa masaah utama dalam revolusi Indonesia adalah untuk 

menciptakan keselarasan (harmony) dan kesatuan (unity) diantara semua 

kekuatan-kekuatan revolusioner.
223

 Dalam wawancaranya dengan 

koresponden Prancis, Tibor Mende, Soekarno berkata “Filosofi saya terdiri 

dari Nasionalisme, kepercayaan agama dan analisis historis marxis”. Ketika 

menunjukan bahwa keyakinan Islam dan analisis marxis adalah pasangan 

yang aneh, Soekarno berkata “kalian orang barat tidak akan memahami 

kami, ini hanya saja saya adalah individu yang komleks”.
224

 

Soekarno pada tahun 1926 menuliskan artikel tentang persatuan tiga 

konsep utama pemikirannya yaitu Nasionalime, Islamisme dan Marxisme.  

......“mempelajari dan mencari hubungan anatra ketiga sifat itu, 

membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri tiada guna 

berseteru satu sama lain, membuktikan pula, bahwa gelombang ini 

bsa bekerja nersama-sama menjadi satu sama lain, membuktikan 

pula, bahwa gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu 

gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak taufan yang 

tidak dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang kita semua 

harus memikulnya”. “entah bagaimana tercapainya persatuan itu, 

entah pula bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi tetaplah, 
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bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu yalah 

kapal-kapal persatuan adanya!.
225

 

 

Semangat Nasionalisme dan persatuan Soekarno berkeinginan 

mempersatukan Nasionalisme, Islam dan Marxism sebagai tiga kekuatan 

politik melawan Imperialisme yang sebenarnya dipengaruhi oleh kekuasaan 

Jawa Tradisoonal. Dalam konsep Jawa Tradisional dikenal dengan konsep 

gotong royong dan kerukunan, konsep untuk bersikap tenan dan santun 

antara satu sama lain, menghilangkan ketegangan dalam masyarakat dan 

berusaha menyingkirkan unsur yang menimbulkan perselisihan dan 

keresahan. Filosofis Jawa meengutamakan persamaan diatas perbedaan. 

Bagi Soekarno ketiga ideologi tersebut sama-sama anti ekspolitasi yang 

memiliki akar sejarah yang sama.
226

 Nasionalisme Indonesia yang 

diungkapkan oleh Soekarno menjadi propaganda kalangan pemikir 

Indonesia, dengan mengatakan: 

“....Nasionalisme kita adalah Nasionalisme yang menerima rasa 

hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai 

suatu bakti. Nasionalisme kita ialah nasionalisme dalam kelebaran 

dan keuasaanya memberi tempat cinta dan lain-lain bangsa, sebagai 

lebar luasnya udara, yang memberi tempat pada segenap suatu yang 

perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Nasioanlisme kita 

adalah nasionalisme ketimuran,bukan sekali nasionalisme kebarat-

baratan, menurut perkataan C.R. Das adalah suatu nasionalisme 

yang menyerang-nyerang, suatu nasionalisme yang mengejar 

keperluan sendiri, nasionalisme perdagangan yang untung dan rugi. 

Nasionalisme kita adalah nasonalisme yang membuat kita 

perkakasnya Tuhan dan membuat kita hidup dalam roh sebagai yang 

saban-saban dikhotbahkan oleh Bipin Chandra Pal, pemimpin India 

yang besar itu. Dengan nasionalisme yang demikian ini, maka kita 

insaf dengan seinsafnya bahwa negeri kita dan rakyat kita adalah 

sebagian dari negeri Asia dan rakyat Asia, dan adalah sebagian dari 
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pada dunia dan penduduk dunia adanya, kita kaum pergerkan 

nasionals Indonesia, kita bukannya saja merasa abdi dan hamba dari 

pada tanah tumpah darah kita, melinkan juga mersa menjadi abdi dan 

hamba Asia. Abdi an hamba semua kaum sengsara. Abdi dan hamba 

dunia”.
227

 

 

Pemikiran politk kebangsaan salah satu pokok dalam 

memperjuangkan, mempertahankan dan mensejahterakan kepentingan 

nasional. Pejuangan ini diperlukan persatuan golangan dalam gerakan yang 

sama. Nasionalisme itu harus berdiri diatas golongan-golongan lain:  

“Nasionalisme masyarakat/ Sosio nasionalisme bukanlah 

nasionalisme “Ngelamun” bukanlah nasionalisme “kemenyan”, 

bukanlah nasionalisme “melayang” tetapi nasioanlisme yang dengan 

dua kakinya berdiri didalam masyarakat. Memang, maksudnya sosio 

nasioanlisme ialah memperbaiki keadaan yang kini pincang menjadi 

keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada 

celaka, tidak ada juga kaum papa sengsar”.
228

 

 

Nasionalisme (kebangsaan) pada maknanya berbeda dengan 

Chauvisme atau Fasis yang menolak segala paham dari luar bangsanya 

sendiri, nasionalisme harus bersendi pada pengetahuan atas susunan 

ekonomi dan riwayat dunia dan bukan semata-mata timbul dar 

kesombongan bangsa belaka, nasionalisme yang mengikat bangsa kearah 

satu gerakan perjuangan. Soekarno dalam tulisanya mengungkapkan: 

“ maka tidak boleh lupa, bahwa manusia-manusia yang menjadikan 

pergerangan Islamisme dan perherakan marxisme di Indonesia kita 

ini, dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan 

nasionalisme itu semua mempunyai keinginan hidup menjadi satu, 

bahwa segala pihak dari pergerakan kita ini baik Nasionalis maupn 

Islamis, maupun pula marxis beraus-ratus tahun lamanya ada 

persatuan hal-ikhwal”. 
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Tujuan mempersatukan tiga aliran Nasionalisme, Marxisme dan Islam 

adalah supaya mereka bekerja sama membangun negara. Bagi pandangan 

Soekarno, Nasionalisme pada dasarnya mengandung prinsip kemanusiaan, 

cinta tanah air yang bersendikan pengetahuan, tidak chauvinis. Marxisme 

menurut pandangan Soekarno mengandung prinsip persahabatan dan 

penyokongan. Anti kapitalis dan imperialisme. Adapun Islam, sekalipun 

ajaran yang menganut paham tanpa bangsa, tetapi tidak anti nasionalis dan 

bersifat sosialis, ketiga aliran yang yang memiliki kesamaan atas 

kemerdekaan, bisa bersatu disamping kesamaan nasib, sama terjajah.
229

 

Disisi lain terdapat pro kontra, dimana perbedaan pandangan antara 

ketiga aliran, kelompok nasionalis berbeda dengan kelompok Islam, 

kelompok nasionalis berfikir dalam ruang lingkup bangsa tertentu 

sedangkan Islam tidak mengenal konsep bangsa tertentu. Islam menekankan 

persaudaraan seiman tanpa melihat perbedaan geografis, warna kulit dan 

sebagainya. Dalam pandangan Soekarno persamaan antara keduanya, 

apabila kebangsaan dilihat dalam arti luas yaitu persaudara universal antar 

umat manusia. Sekalipun islam bersifat universal tidak ada halangan 

baginya untuk membela tanah airnya. Kelompok islam dalam sejarah 

memiliki peranan yang sangat penting dan bsa bekerjasama dengan berbagai 

pihak, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.
230

  

Islam bersifat universal karena dapat menjadi pegangan hidup dalam 

ruang lingkup lokal yaitu menyangkut kepentingan suatu bangsa tertentu. 
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Oleh karena itu Soekarno berusaha memahami esensi ajaran Islam dalam 

konteks nasionalisme Indonesia. Soekarno tidak melihat kemungkinan 

adanya konflik pada seseorang sekaligus menggabungkan pada dirinya skap 

seorang muslim dan nasionalis, sesungguhnya timbulnya paham kebangsaan 

itu bukan atas dorongan agama karena ucapan hubbul wathan minal iman 

tidak bersumber pada Al qur’an dan Hadist.
231

 

Penggabungan antara Islam da Marxisme, Soekarno tidak melihat 

Islam dari teologisnya dan Marxis dari Atheisnya. Soekarno memusatkan 

perhatiannya pada sikap sosialistis dari ajaran Islam dan komunis dalam 

ketidakadilan. Islam pandangan Soekarno menentang ketidakadilan dengan 

mengkategorikan perbuatan yang zalim seperti riba dalam islam 

dianalogikan dengan meerwaarde dalam paham marxisme. Larangan riba 

dalam islam karena bersifat aniaya kepada sesama manusia, Soekarno 

berkesimpulan bahwa praktik yang ditentang oleh komunisme ternyata juga 

ditentang oleh Islam. Jad sekalipun hakikatnya, kedua aliran itu 

bertentangan karena yang satu meniadakan yang lain, namun sikap 

permusuhan dapat dikesampingkan, dan Soekarno mencoba untuk mencari 

unsur-unsur yang dapat mepertemukan kedua aliran yang bertentangan.
232

 

Prinsip memadukan tiga konsep ini merupakan hasil dari kebudayaan 

Jawa yang sinkretis, Sinkretisme memungkinkan orang Jawa, termasuk 

Soekarno. Pengaruh sinkretisme membawa Soekarno dalam 

menggabungkan ketiga aliran, sekalipun Soekarno tidak mengetahui adanya 
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prinsip-prinsip yang tergantung dalam ketiga aliran yang tidak mungkin 

disatukan, namun Soekarno melihat bahwa masing-masing aliran mampu 

untuk saling memberi dan menerima.
233

 

Pola fikir Soekarno mencoba mencari sintesa dari berbagi aliran 

pemikiran sebagai wadah yang berfungsi sebagai landasan bersama. 

Soekarno menyadari bahwa hubungan islam dan kaum sosialis lebih dekat 

dari pada kaum marxis, pemikiran kaum sosialis, bagaimanapun masih 

mengakui eksistensi tuhan sebagai pencipta alam semesta sedangkan marxis 

meniadakannya.
234

 Soekarno lebih memilih hubungan Islam dan kelompok 

nasionalis dengan komunis dari pada kaum sosialis (Nasasos). Hal yang 

mendorong hubungan itu, dikarenakan dengan pertimbangan bahwa analisa 

marxisme lebih tegas dan radikal dalam memahami keditakadilan sosial, 

sedangakan pandangan sosialisme masih melihat kemungkinan kompromi 

anatara penjajah dengan yang dijajah.
235

 

Dalam wawancaranya dengan koresponden Prancis, Tibor Mende, 

Soekarno berkata “Filosofi saya terdiri dari Nasionalisme, kepercayaan 

agama dan analisis historis marxis”. Ketika menunjukan bahwa keyakinan 

Islam dan analisis marxis adalah pasangan yang aneh, Soekarno berkata 

“kalian orang barat tidak akan memahami kami, ini hanya saja saya adalah 

individu yang komleks”.
236

 Tulisan yang berjudul “Sukarno oleh Sukarno 

Sendiri” dalam artikel Harian Pemandangan menjelaskan pola 
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pemikirannya yang menyatakan bahwa pada saat yang sama ia dapat 

sekaligus menjadi seorang nasionalis, muslim dan seorang penganut 

marxisme. Atas dasar itu, Soekarno memperjelas bahwa ia bukan seorang 

komunis, dengan kata lain  hanya menerima marxisme sebagai alat analisa 

bukan sebagai filsafat atau ideologi.
237

 Pemikiran yang dapat mendamaikan 

marxisme dan agama, hanya dapat dilakukan apabila dapat membedakan 

marxisme yang mengarah kepada historis materialisme dan wijsgerig 

materalisme.
238

 

Islam dan Marxisme menjadi dua arus ideologi yang dominan dalam 

melawan penjajah kolonial. Jarang seorang tokoh pergerakan waktu itu 

menjadi pengurus Sarekat Islam dan ISDV secara bersamaan, seperti 

Semaun, misalnya. Namun kedua aliran itu memandang kolonial Belanda 

sebagai musuh bersama (“Kristen bagi Islam” dan “kapitalisme-imperialistis 

bagi Marxis”), dua-duanya sendiri kelak akan terbukti tak terjembatani. 

Soekarno menekankan mulai menekankan pada tema yang telah pada 

tulisannya pada tahun 1926 yang menghendaki persatuan Nasionalisme, 

Islam dan Marxis yang didokrin pada Nasakom (Nasionalisme, Islam dan 

Komunis) pada masa demokrasi terpimpin. Dokrin ni mengendung bahwa 

arti bahwa PNI (Nasionalisme), NU (Agama) dan PKI (Komunis) akan 

sama-sama berperan dalam pemerintah dalam segala tingkatan, sehingga 
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menghasilkan sebuah sistem, antara lain akan didasarkan pada koalisi 

kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa.
239

 

Konsep pemikiran konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis 

(nasakom) pada masa demokrasi terpipin tahun 1959-1965, bukanlah 

pemikiran yang muncul secara dadakan, konsep ini sudah dirumuskan sejak 

Soekarno masih muda. Konsep yang dirumuskan sejak tahun 1926. Masa 

muda Soekarno yang mencita-citakan penggabungan tiga ideologi 

berpengaruh dan memiliki akar yang kuat selama masa pergerakan. Gagasan 

ini dituangkan kedalam tulisan yang berjudul, Nasionalisme, Islamisme dan 

Marxisme pada tahun 1926, tulisan yang dimuat di Suluh Indonesia Muda 

secara berseri. Pada karyanya, Soekarno memandang perlunya 

penggabungan ideologi dalam melawan Imperialisme Belanda.
240

 Soekarno 

seringkali dikatakan sebagai manusia sintesa, melihat memodifikasi ketiga 

aliran ideologi yang berkembang di Indonesia pada saat itu Nasionalisme, 

Islam dan komunisme. Sintesa ini dituangkan dalam konsep demokrasi 

terpimpin. 

Demokrasi terpimpin merupakan sebuah konsep kekuasaan yang 

menempatkan semua sumber kekuatan politik pada satu orang pemimpin 

negara, sedangkan konsep nasakom merupakan konsep mempersatukan tiga 

ideologi yang sebenarnya memiliki landasan epistemologi yang berbeda, 

tetapi berusaha disatukan sebagai landasan filosofis kebangsaan. Demokrasi 

yang lahir sebagai antitesa dari kegagalan demokrasi liberal pada akhirnya 

                                                           
239

 Ricklefs., Op. Cit., 556. 
240

 Istiningdias., Loc. Cit., 23. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

139 

 

 

menjadi sistem politik yang totaliter dan bersifat diktator, begitu halnya 

dengan konsep nasakom yang diciptakan atas dasar mempersatukan semua 

kekuatan politik yang ada, menjadi paham yang memaksakan homogenitas 

pemikiran, pihak-pihak yang tidak setuju dengan demokrasi terpimpin, 

sehingga nasakom dijustifiaksi sebagai antek-antek dari neo imperialisme, 

kolonialisme dan kontra revolusi.
241

 

Konsep nasakom menurut Soekarno adalah sebuah faktor-faktor 

objektif dari masyarakat Indonesia dan dan jika ingin melakukan perubahan 

di masyarakat hendaknya harus mempersatukan pemikiran mereka. 

Perjuangan dan ide Soekarno dalam menggabungkan ketiga konsep sesuai 

dengan teori kekuasaan, konsep pemikiran yang belum pernah ada dalam 

menggabungkan konsep yang berbeda menjadi satu kesatuan diusia dewasa. 

Pengabungan konsep ini terdorong oleh kondisi perpecahan orang-orang 

penting dalam Sarikat Islam yang mengakibatkan gerakan lemah dan 

bertentangan sekalipun memiliki tujuan yang sama dalam memberantas para 

penjajah. Perpecahan ini terjadi saat Soekarno menjadi murid 

Tjokroaminoto di Surabaya tahun 1920.
242

 

Konsep penggabungan tidak dengan mudah diterima oleh tokoh elite 

dan masyarakat umum, sikap gigih dalam menyuarakan gagasannya 

dituangkan pada pidato didepan umum dengan gaya pidato yang lugas. 

Ketangkasan dan kelugasan yang banyak memperoleh simpati dan 
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dukungan dari berbagai tokoh elite, sisi lain kepopuleranya membuatnya 

harus dipenjara dan diasingkan karena dianggap berbahaya oleh pemerintah 

kolonial belanda yang membawa pengaruh ideologi politik kemasyarakat 

luas.
243

 

Nasakom awal pembentukannya dianggap sebagi konsep slutif dalam 

mempersatukan perpecahan ideologi Indonesia, ternyata gagal dalam 

mencipatakan konsep pemikiran yang intergralistik dan humanis.
244

 Konsep 

nasakom yang terdapat pada demokrasi terpimpin merupakan sebuah faktor 

objektif dari masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perubahan di 

masyarakat harus menyatukan pemikirannya. Sebagai tokoh negara 

mencita-citakan persatuan negara juga harus memanifestasi realitas sosial 

masyarakat yang ada, dengan pemilahan masyarakat pada tiga golongan 

sosial santri, abangan dan priyayi.
245

 Konsep nasakom yang awalnya 

diciptakan untuk menciptakan mempersatukan semua kekuatan-kekuatan 

politik yang ada, menjadikan paham yang memaksakan homogenitas 

pemikiran, pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya demokrasi 

terpimpin dan nasakom akan dijustifiaksi sebagai golongan neo 

Imperialisme Kolonialisme.
246

 

Rumusan Nasakom cendrung dipandang sebagai slogan yang tidak 

bertanggung jawab dan secara intelektual tidak kohoren  atau sebagai alat 
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yang halus untuk melemahkan prasangka anti-komunis dari kelompok-

kelompok nasionalis dan religius yang kuat dan berpengaruh. Interpretasi itu 

gagal dalam menempatkan politik nasakom dalam konteks pemikiran Jawa. 

Dalam konteks ini, rumusan Soekarno dapat ditafsirkan bukan sebagi 

kompromi atau strategi, melainkan klaim yang kuat terhadap kepemilikan 

kuasa.
247
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BAB IV 

DIMENSI SOSIALISME PEMIKIRAN POLITIK KEBANGSAAN 

A. Pengertian dan Sejarah Sosialisme 

Sosialisme atau sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa latin, 

“Cosius” yang bermakna teman atau sahabat. Sedangkan secara bahasa 

Prancis, yang bermakna kemasyarakatan. Berdasarkan makna diatas, 

sosialisme terdapat cita-cita het kameraadschappelijke yaitu rasa pertemanan 

atau persahabatan. Sosialisme mengutamakan nilai-nilai dasar persahabatan 

sebagai unsur pengikat dalam mempersatukan masyarakat diatas kepentingan 

individual. Sosialisme sebagai sebuah dokrin (gerakan) adalah buah dunia 

modern dan didefinsikan dalam hubungannya dunia modern yang memiliki 

keterikatan dengan revolusi industri yang mengubah material sebagai landasan 

bagi bekerjanya pikiran dan tindakan.
248

  

Sosialisme hakekatnya berpangkal pada diri manusia, yang melahirkan 

kepercayaan bahwa segala penderitaan dan kemelaratan yang dihadapi dapat 

diusahakan melenyapkannya.
249

 Maka dalam hal ini Sosialisme bertujuan 

membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif, produktif serta 

membatasi milik perseorangan dan swasta, pembatasan ini dilakukan untuk 

mencegah berjalannya usaha yang hanya bertujuan memperoleh laba tetapi 

namun lupa melayani kebutuhan masyarakat. 

Sosialisme dapat diartikan sebagai sistem sosio-ekonomi dengan ciri 

kepemikikan bersama atau kolektif atas pengolahan sumber-sumber produksi 
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dan pengelolaan bersama atas bidang ekonomi, dalam artian luas dengan 

prinsip dasar mengutamakan kepentingan sosial diatas kepentingan pribadi, 

asas kepemilikan bersama, tanggung jawab kolektif, manajemen terpusat.
250

 

Dalam hal ini berbeda dengan liberalisme dan kapitalisme yang menekankan 

artian pada pentingnya makna individualisme. William  Ebenstein menulis 

“sejauh sosialisme mengandung dalam dirinya unsur protes terhadap 

ketimpangan sosial, dan tidak ada satu gerakanpun menamakan dirinya 

sosialis kecuali mengajukan protes seperti itu, maka dapat diartikan bahwa 

sosialisme sudah setua peradaban barat itu sendiri”.
251

 

Terdapat banyak definisi mengenai sosialisme yang dikemukakan oleh 

pemikir dunia, tetapi pada dasarnya semua ide pemikiran tentang sosialisme 

berpangkal pada satu persamaan yaitu menghendaki perlindungan keperluan 

masyarakat, hak-hak masyarakat dan kewajiban masyarakat di atas 

kepentingan pribadi atau segolongan kecil manusia (kapitalisme).
252

 Mengingat 

kapitalisme bertumbuh subur sehingga modal tertumpuk pada pihak tertentu 

dalam kelangsungan industri dan perekonomian negara. Kapitalisme pada 

dasarnya adalah sebuah struktur yang membuat batas pemisah antara seorang 

individu dan proses produksi, produk yang diproses dan orang lain, dan 

akhirnya juga memisahkan diri individu itu sendiri.
253

  

                                                           
250

 Norbertus Jegalus, “Koperasi Membangun Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Filosofis)”, dalam 

Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi 11, no. 1 (2020): 89–106. 
251

 Roger Eatwell & Anthony Wright (Ed)., Op, Cit. 28-29 
252

 Darussalam. Sosialisme Islam (Telaah Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto). (Skripsi UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2013). 21. 
253

 Liem Tony Dwi Soelistyo, “Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme 

Dan Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia”, dalam Jurnal Mimbar Keadilan 12, no. 1 

(2019): 133. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

144 

 

 

Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan antar masyarakat merupakan 

hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan, dinamika masyarakat akan 

terbentuk karena keadaan masyarakat yang plural membuat kehidupan 

masyarakat lebih bersifat akomodatif dan toleransi tetapi dengan adanya 

kapitalisme menjadikan pemisah hubungan. Pengaruh dan ketidaksamaan 

sosial diantaranya:  

1. Perbedaan struktur kehidupan masyarakat, 

2. Perbedaan tujuan dan kepentingan, 

3. Tingkat pengetahuan dan keyakinan yang berbeda dalam masyarakat, 

sehingga muncul kelompok sosial yang memadahi mereka, 

4. Tingkat heterogeneritas masyarakat yang sangat tinggi, naik ditinjau dari 

sistem adat, kepercayaan maupun ekonomi, 

5. Pola kebudayaan yang berbeda-beda pada masing-masing kawasan, 

6. Nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi 

anggota masyarakat dalam perilaku yang berbeda-beda, 

7. Kedudukan dan peranan yang berbeda dimiliki oleh tiap anggota 

masyarakat, 

8. Perbedaan hak dan kewajiban sebagai pengaruh dari perbedaan kedudukan 

dan peranan masyarakat. 

Pandangan Marx kapitalisme memiliki penyebab kerusakan, kaum 

borjuis memberi upah yang sangat rendah sehingga kaum ploretar hampir tidak 

mungkin untuk bertahan hidup, Marx memberi prediksi bahwa kehidupan para 

pekerja yang sengsara akan memunculkan kesadaran bahwa satu-satunya cara 
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keluar dari kesengsaraan adalah bersatu dan melakukan revolusi. Marx percaya 

bahwa sifat dasar pekerja industri memberi konstribusi bagi kejatuhan 

kapitalisme.
254

 Berkembangnya paham sosialis baik di Inggris maupun 

Perancis karena didorong oleh rasa kemanusiaan akan nasib buruh yang 

semakin tertindas, tetapi para pemikirnya hanya menghadirkan teori tanpa 

perwujudan sehingga disebut sosialisme utopia. 

Sosialisme dalam tradisi pemikiran barat berkembang karena terjadinya 

ketimpangan, kemiskinan dan eksploitasi yang menimpa individu pada abad 

ke-19, yang kemunculannya bersamaan dengan industrialisasi dan demokrasi. 

Dari ini sosialisme berdiri berdasarkan penderitaan individu atas kekuatan 

sosial, politik dan ekonomi barat. Dalam pandangan kaum sosialis kepemilikan 

pribadi merupakan sumber dari pembagian kelas yang menempatkan sebagian 

individu pada posisi pemegang kekuasaan. Kaum sosialis memperjuangkan 

nilai persamaaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu 

dan barang produksi yang tidak dikontrol oleh negara atau kepemilikan 

beberapa golongan.
255

 Sosialisme memiliki idealisme hendak mewujudkan 

cita-cita kalangan kelas bawah dengan menghilangkan kapitalisme dengan 

digantikan kepemilikan bersama (public ownership), sebuah sistem sosial 

dimana negara mengontrol produksi dan distribusi.
256

 

Para pemikir sosialis barat sangat tertarik dalam mengkaji dan 

membicarakan kaum tertindas akibat dari tindakan para pemilik modal, kaum 
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tertindas selalu berada dibawah tekanan pemilik modal dan tenaga mereka 

habis terkuras, sesungguhnya hasil mereka yang diperoleh tidak sebanding 

dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Menyadari hal itu para pemikir sosialis 

ingin merumuskan langkah-langkah untuk memperjuangkan nasib kaum 

pekerja guna mencapai keadilan sosial. Para pemikir radikal, bahwa cara 

memperjuangkan ide tidak bisa diharapkan berjalan dengan cara damai 

melainkan harus dengan memobilisasi massa dengan mengoganisir kaum 

ploretar, yaitu kaum tertintas sebagai kekuatann politik.
257

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya sebuah pergerakan sosialistik 

pada zaman lampau disebabkan adanya kesadaran beberapa pihak terhadap 

rusaknya suatu sistem masyarakat di daerah tertentu, akibat adanya penindasan 

terhadap suatu kalangan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak yang 

mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Seperti halnya sejarah yang 

terjadi pada paruh akhir abad ke-18 dan 19 di Eropa, sebagai imbas dari 

revolusi industri maka pada waktu itu lahirlah penguasa baru dalam bidang 

industri yaitu kaum kapitalis.
258

 Pemikiran sosialis dikembangkan oleh para 

pemikir yang jelas sudah bebas dari kekuatan pengaruh kaptalisme, dimana 

sesungguhnya pendapat ini menghasilkan konsepsi materialis tentang sejarah 

dan terutama keunggulan basis atas suprastruktur tidak benar-benar jelas, 

namun pendapat ini mencerminkan suatu tantangan bagi kalangan Marxis yang 

berusaha menguraikan hukum-hukum materialis yang baku dalam sejarah.
259

 

                                                           
257

 Ridwan Lubis., Op. Cit., 101-102. 
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Pada dasawarsa pertama abad ke-19 munculnya istilah sosialisme di 

Inggris pada tahun 1980-an dan di Prancis sekitar tahun 1830, kemunculan ini 

menandai usaha beberapa pihak dan sejumlah tempat untuk membentuk 

“sosial” dalam tatanan ekonomi baru yang sudah ada.
260

 Dengan latar belakang 

keinginan agar alat-alat produksi dimiliki secara bersama untuk melayani 

semua kebutuhan masyarakat, bukan monopoli dari kaum kapitalis. Sosialisme 

dipandang sebagai warisan ajaran barat. Herbert Feith dan Lance Castles 

menyatakan bahwa “pengaruh ideologis yang berasal dari barat 

dipresentasikan oleh marxisme, leninist atau sosial demokratik”.
261

 Sosialisme 

pertama kali dikenal pada tahun 1827 untuk menyebut gagasan yang 

diperkenalkan Robert Owen pemikir berkebangsaan Inggris yang dikenal 

sebagai sosialis utopis.
262

 Sebagai pemikir dan aktivis, Owen resah dengan 

kondisi masyarakat Inggris dan Eropa Barat pada umumnya yang 

tersegmentasi dengan terbaginya dua pembagian kelas sosial antara kaum 

bangsawan dan pekerja buruh. 

Sosialisme awal mula muncul sebagai paham ekonomi dan 

kemasyarakatan pada akhir abad ke 18 dan awal abad 19 M di Eropa. Sebagai 

sebuah ideologi, sosialisme lahir sebagai respons dari ketimpangan sosial 

ekonomi yang dipicu perkembangan industrialisasi di Eropa Barat, sebagai 

dampak dari revolusi industri pada abad 18. Pada akhir abad 19, karakter 
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sosialisme mulai berubah lantaran adanya perbaikan bertahap kondisi hidup 

kelas pekerja dan berkembangnya demokrasi politik, semakin majunya 

masyarakat industri di Eropa Barat, menjadi semakin sulit untuk memposisikan 

kelas pekerja sebagai kekuatan revolusioner. Hingga akhirnya pada abad 20 

ide-ide sosialisme mengalami penyebaran di Afrika, Asia dan Amerika Latin. 

Perjuangan sosialis ini tidak hanya dipakai sebagai alat perjungan pekerja, 

tetapi juga sebagai wadah perjungan kolonialisme. 

Akar dasar sosialisme tumbuh yang merujuk pada trinitas politik Prancis, 

ekonomi Inggris dan filsafat Jerman, ketiga inilah menjadi sejarah tumbuhnya 

sosialisme dikemudian hari, hal ini diungkapkan oleh George Listeim dengan 

pernyataannya. Pengaruh revolusi Prancis yang tidak hanya sekedar 

menggulingkan struktur kekuasaan monarki tetapi cara berfikir masyarakat 

dinilai penting dalam tonggak sejarah sosialisme, Inggris dengan adanya 

revolusi industri yang telah mengubah tatanan sosial yang ada dimana objek 

material menggantikan seluruh fokus dan orientasi pikiran dan tindakan dan 

Jerman mengalami perdepatan filosofis yang intensif tentang transmisi 

filsafat.
263

 

Sosialisme terbagi menjadi dua: Pertama, Sosialisme komunistis yaitu 

menolak milik pribadi sekalipun mereka mengakui milik tetapi bukan milik 

pribadi sebagaimana diakui dalam liberalisme dan kapitalisme melainkan milik 

bersama (kolektif). Komunisme tidak berkeberatan dengan orang yang 

memiliki rumah pribadi dan barang-barang konsumsi. sarana-sarana produksi 
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dan kapital tidak boleh menjadi milik pribadi dimana semua itu harus menjadi 

milik kolektif untuk seluruh masyarakat. Karl Marx berserta para pengikutnya 

membedakan antara pemilikan barang konsumsi dan pemilikan barang 

produksi bersama. Tatanan sosial-ekonomi dalam sosialisme komunistik 

seperti ini dikenal dengan sebutan “ekonomi berencana”.  

Kedua, sosialisme demokratis menempatkan masyarakat di atas individu, 

tetapi peran negara harus dijalankan secara demokratis. Mewujudkan cita-cita 

sosialisme melalui jalan demokrasi. Seperti halnya tatanan sosial-ekonomi 

yang yang dijalankan oleh Partai Sosialis di Perancis dan Partai Buruh di 

Inggris, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua di Inggris berlangsung secara 

berturut-turut, beberapa kabinet sosialis-demokratis dan liberal-konservatif 

yang silih berganti merubah haluan ekonomi. Kabinet sosialis-demokratis 

berkuasa, maka kebijakan ekonomi pemerintahnya adalah “nasionalisasi”. 

Begitu kabinet liberal-konsevratif berkuasa, maka haluan ekonomi dibalikkan 

lagi menjadi “privatisasi”. 

Sosialisme memiliki sejumlah prinsip pokok yang membedakan dengan 

ideologi lainnya. Karl Marx menyebutkan 3 prinsip pokok sosialisme, yaitu; 

1. kesamaan, kesamaan dalam kebebasan, kesejahteraan dan adanya jaminan 

bahwa orang muda ataupun tua, laki-laki maupun wanita tidak merasakan 

mati kelaparan, kedinginan, dan penyakit. 

2. komunalisme (kepemilikan komunal), dimana sosialisme menekankan pada 

kesejahteraan komunitas sebagai keseluruhan dan kerjasama anggota-

anggota individual dalam pencapaian tujuan komunal.  
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3. Kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan 

komunitas sebagai keseluruhan. 

Ciri-ciri sosialisme yaitu:  

1. Menolak kapitalisme serta menghapuskannya lewat perjuangan kaum buruh. 

2. Membentuk sistem masyarakat berdasarkan dorongan kerja sama sehingga 

meminimalkan hak milik perseorangan. 

3. Dengan masyarakat yang memiliki semangat bekerja sama dan solidaritas, 

maka hak-hak yang diperoleh juga sama. 

4. Penentuan nasib individu hanya dapat dicapai melalui solidaritas bersama 

5. Menolak kebebasan penuh karena cenderung berpihak bagi kepentingan hak 

milik. 

B. Tokoh Tokoh Sosialisme 

St. Simon (1769-1873) dipandang sebagai bapak sosialisme karena 

sebagai orang pertama dalam menyerukan perlunya sarana-sarana produksi 

dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah/negara. Gagasannya merupakan benih 

awal lahirnya sistem Kapitalisme Negara (state capitalism) dan mendorong 

lahirnya Marxisme dikemudian hari.
264

 Fourisee (1770-1837) dipandang 

sebagai orang pertama berhaluan sosialis di Eropa khususnya di Prancis, yang 

prihatin melihat pertarungan tersembunyi antara kaum kapitalis dan buruh 

pekerja. Dengan mengusulkan membangun kompleks perumahan yang 

memisahkan kelompok-kelompok politik dan ekonomi, yang dapat 
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menampung empat hingga lima ratus kepala keluarga pada pemerintah 

Perancis. 

Robert Owen (1771-1858) seorang ahli ekonomi yang mengajarkan 

pentingnya perbaikan ekonomi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian 

masalah yang timbul diantara kaum kapitalis dan buruh pekerja. Dengan cara 

membuat kebijakan dalam mengendalikan timbulnya kesenjangan ekonomi dan 

kecemburuan sosial.
265

 Louis Blanc (1813-1882) seorang pemikir saat 

meletusnya Revolusi Perancis dengan menerapkan sosialisme kooperatif. Louis 

berpendapat bahwa salah satu kewajiban negara adalah mendirikan pabrik-

pabrik yang dilengkapi dengan sarana dan bahan produksi, termasuk peraturan-

peraturan yang mengikat. apabila pabrik (tempat kerja para buruh) telah 

berjalan dengan baik diserahkan pengurusannya kepada para buruh dan 

pegawainya untuk mengatur dan mengembangkannya secara bebas.
266

 

Auguste Blanqui (1805-1881) Seorang Revolusioner yang aktif  dalam 

memimpin pemberontakan kaum buruh diprancis. Dalam gerakannya  

menyadarkan  gerakan sosialis, bahwa revolusi hanya dapat berhasil apabila 

ditunjang oleh sebuah organisasi Revolusioner. Buah pemikiran Auguste 

nantinya ditiru oleh V. I. Lenin melalui partai Komunisnya sebagai Avantgarde 

(Partai Pelopor). Weitling (1808-1871) Seorang yang Gagasannya berupa 

khutbah tentang keadilan dan keharusan bagi kaum buruh untuk memberontak 

pada kaum tiran. Dalam pemikirannya menggunakan kutipan-kutipan kitab 

injil untuk melawan kaum kaya, dimana yesus digambarkan seorang komunis 
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yang menyerukan penghancuran sistem penindasan dan penghisapan. 

Pemikirannya yang paling menonjol mengenai kehidupan manusia akan 

melalui tiga tahap. Tahap pertama, zaman emas dimana belom ada hak milik 

pribadi. Tahap kedua, tahap hak milik pribadi. Tahap ketiga, tahap kominisme 

dengan cara menghapus hak milik pribadi. 

Pierre J. Proudhon (1809-1865) seorang penganjur sosialisme generasi 

kedua di Perancis setelah St. Simon dan Louis Blanc. Pemikirannya berbeda 

dengan para penganjur sosialisme lain yang cenderung menghapuskan hak-hak 

individual atas sarana-sarana produksi, termasuk hak petani untuk memiliki 

tanah garapan, tetapi buah pemikirannya dalam memperjuangkan 

dipertahankan hak-hak individual secara terbatas, termasuk hak petani untuk 

memiliki dan menggarap tanahnya serta hak pengusaha kecil untuk 

mengembangkan usahanya. Karl Marx (1818-1883) Seorang ahli filsafat 

sejarah yang berpendapat bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh 

faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar 

yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Marx berpendapat bahwa kapitalis 

memiliki penyebab kerusakan dengan ketidak seimbangan kehidupan sosial 

dimasyarakat Marx menolak faham milik pribadi yang dikemukakan oleh 

Locke dan Smith. Namun bukan menghapus milik pribadi yang diperoleh 

dengan bekerja keras, seperti hasil kerja dari tukang atau petani kecil. Yang 

mau ditolaknya adalah milik pribadi kaum kapitalis. Menurut Marx, “kapital 

bukannya kekuatan pribadi, melainkan kekuatan sosial”. Kapital adalah produk 
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dari pekerjaan kolektif dan serentak juga berfungsi sebagai sarana untuk 

pekerjaan kolektif.
267

 

C. Sistem Sosialisme 

1. Sistem Ekonomi Sosialisme 

Sosialisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan 

yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan 

ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Dimana pemerintah ikut 

mengatur tata perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, 

telekomunikasi, gas Ing dan lain sebagainya. Mekanisme pasar pada sistem 

ekonomi sosialisme, pemerintah mengatur berbagai hal ekonomi untuk 

menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat dengan memberikan 

permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas yang masih 

berlaku.
268

 

Pada dasarnya sosialisme mewarisi tujuan pokok ekonomi 

kapitalisme, yaitu melestarikan kesatuan faktor tenaga kerja dan 

kepemilikan badan dan barang. Negara yang memainkan peranan suatu 

badan yang berkuasa penuh dalam urusan ekonomi, akan tetapi tatkala 

ekonomi kapitalis mengalami kemajuan, tanggung jawab individu dan 

keluarga dalam urusan kepemilikan alat-alat produksi serta mengatur tenaga 

kerja berlahan-lahan digantikan oleh sistem ekonomi dalam mana 

perusahaan besar mengambil alih fungsi. Ketika bentuk usaha industri 
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semakin besar, tanggung jawab tenaga kerja semakin beralih tangan 

kemasyarakat, sementara pemilikan tetap secara perorangan.
269

 

Sosialisme yang memiliki hubungan erat dalam masalah ekonomi, 

diantaranya:, Pertama, pemerataan sosial, yang didorong dari ketimpangan 

kelas sosial yang diterima oleh negara dari zaman Foedal. Kedua, 

pemhapusan kemiskinan, dengan adanya sistem kapitalisme menyebabkan 

kemiskinan, dimana tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi, dari 

sinilah sosialisme lahir dengan membawa paham bahwa alat produksi harus 

menjadi kepemilikan komunal  dengan menekankan solidaritas sosial dan 

kerjasama sebagai alat dalam membangun jaringan sosial dan ekonomi yang 

kaut dalam membentuk negara yang baik dan mapan.
270

 

2. Sistem Politik Sosialisme 

Dalam sistem politik sosialisme memiliki katan yang erat dengan 

demokrasi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan 

demokrasi dengan meperluas penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hal-

hal yang bersifat politis maupun non-politis ditengah-tengah masyarakat. 

Maka dari itu, untuk mencapai tujuannya, sosialis menggunakan cara-cara 

demokratis. Pertama, sosialisme menolak terminologi proletariat yang 

menjadi bagian konsep komunisme.  

Kedua, kepemilikan alat-alat produksi oleh negara harus diusahakan 

secara bertahap. Ketiga, kaum sosialis menuntut pendirian umum yang 
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demokratis bahwa pencabutan hak milik warga negara harus melalui proses 

hukum dan warga negara tersebut harus mendapat kompensasi. Keempat, 

kaum sosialis menolak pengendalian kekuasaan oleh sekelompok minoritas 

yang mengatasnamakan kekuasaan revolusioner. Kelima, tidak sependapat 

bahwa dalam demokrasi hanya ada dua pilihan antara liberalis kapitalis dan 

komunisme.
271

  

D. Konsep Keadilan 

1. Konsep Adil Pada Sosialisme 

Problem kepemilikan menjadi sorotan yang cukup serius oleh 

kalangan intelektual marxis dan komponen ideologi gerakan komunisme 

dan sosialisme, mereka memandang bahwa konsep kepemilikan sebagai 

sumber dari bencana sosial yang melanda masyaraakat eropa beberapa abad 

silam. Kepemilikan pribadi menjadi cikal-bakal lahirnya perhisapan oleh 

kelas borjuis terhadap kelas proletar yang dilegitimasikan konsep hak 

kepemilikan pribadi, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan 

berbagai ketidakadilan dari beberapa sisi. Keadilan ekonomi harus dilihat 

sebagai konsekuensi dari perbedaan kemampuan dalam mengakses dan 

berkompetisi. Kemiskinan, karenanya menjadi kompensasi alamiah bagi 

mereka yang kalah berkompetisi.
272

 Akibat dari cara pandang yang berbeda, 

ketimpangan ekonomi dianggap sebagai hukum alamiah yang tidak perlu 

dipermasalahkan. 
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2. Konsep Adil Pada Islam 

Islam sebagai agama paripurna yang darinya manusia dapat 

memperoleh pengetahuan, norma dan petunjuk kehidupan. Islam tidak 

memahami konsep keadilan dan tata hidup sebagaimana yang diklaim oleh 

beberapa ideologi sosialisme, komunisme liberalisme dan kapitalisme, 

sekalipun Islam berbicara mengenai keadilan sosial, keadilan individu, 

kepemilikan individu, kepemilikan kolektif dan tata nilai lainnya yang 

diklaim secara eksklusif dan parsial baik oleh kapitalisme dan sosialisme.
273

 

Islam tidak pernah memunculkan konsepsi nilai yang cendrung binary 

opposition (Kontradiktif) mengenai keadilan individu dan sosial. Pada saat 

Islam berbicara keadilan sosial tidak berarti menafikan konsep keadilan 

individu karena dasarnya slam juga memerangi praktik eksploitasi dan 

tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
274

 

Islam tidak melarang adanya hak milik pribadi atas apa yang dimiliki 

oleh seseorang, tetapi ada batasan dan aturan tertentu yang dianjurkan. 

Islam pada kadar dan batasan tertentu mengutuk adanya seseorang yang 

menumpuk-numpuk harta tanpa menggunakannya untuk kepentingan jihad, 

misalkan dengan zakat, shodaqoh, dan infak, dan digunakan sesuai dengan 

yang dianjurkan agama dengan membagikan pada orang yang sangat 

membutuhkan. Dasar Islam menetapkan secara tegas bahwa harta kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang, juga terdapat hak milik seseorang, maka 
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diperjelas bahwa Islam tidak melarang hak milik pribadi , asalkan 

diperuntukkan bagi jihad dijalan Allah SWT.
275

 

Konsep keadilan Islam berbeda dengan sosialisme-komunisme dan 

kapitalisme-liberalisme yang cendrung menarik kutub tertentu dengan nama 

keadilan, dimana Islam memandang keadilan dengan makna yang lebih luas. 

Kapitalisme-liberalisme memandang keadilan sebagai tanggung jawab 

individu, denga demikian indivdualisme menjadi pijakan dalam 

kesejahteraan sosial. Dalam sistem ini etiap individu mendapatkan 

penghargaan yang luar biasa dan mendapatkan perhatian dalam sistem sosial 

yang luas. Dimana setiap Individu dilihat sebagai agregasi dari sebuah 

sistem yang lebih besar, sehingga persamaan dan pemerataan sosial menjadi 

kunci kebijakan pemerintah.
276

 

Islam meiliki konsep tersendiri tentang keadilan (al-‘adl). Konsep 

keadilan Islam yang dapat ditelusuri lewat berbagai ayat Al-Qur’an. 

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi berpendapat bahwa al-‘adl yang dijelaskan 

pada kitab suci Islam sebanyak 30 kali, sedangkan makna yang hampir sama 

dengan al-‘adl diantaranya al-qist, al-wazn, al-wast yang maknanya tidak 

bisa jauh dengan makna keadilan.
277

 Asghar Ali Engineer mengatakan 

bahwa “Islam dengan kitab sucinya al-Qur’an, sangat menentang struktur 

sosial yang tidak adil dan menindas secara umum melingkupi kota Mekkah 

waktu itu sebagai tempat asal mula Islam, dan kota-kota lainnya diseluruh 
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dunia”. ungkapan yang dikelontarkan menjadi bukti bahwa Islam 

mengutamakan keadilan.
278

 

Majid Khadduri menggambarkan konsep keadilan dalam Islam yang 

didalamnya mencangkup keadilan dalam segi sosial, politik, teologis, 

filosofis, etis dan legal.
279

 Yang diuraikan pada: 

a. Keadilan sosial, keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-

nilai, terlepas dari norma dan nilai mengejawantah dalam hukum, dan 

publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasif 

dan alasan lainnya. Keadilan sosial termasuk pada keadilan distributif 

dan karakter positif, dalam artian mengutamakan produk hasil tradisi dan 

adat-istiadat masyarakatnya.
280

 

b. Keadilan politik, keadilan yang sesuai dengan prinsipil dari suatu negara, 

dimana skala keadilannya adalah negara, 

c. Keadilan teologis, keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan 

oleh para teolog sehubungan dengan sifat kehendak Allah SWT dan 

Esensi-Nya, 

d. Keadilan filosofis, keadilan yang didefinisikan tidak sesuai dengan 

wahyu, tetapi dengan akal budi. Keadilan filosofis dimana Keadilan 

rasional dan secara esensial bersifat naturalistik karenanya tidak berubah 

dan terlepas dari ruang dan waktu, 
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e. Keadilan etis, keadilan sesuai dengan kebajikan tertinggi yang 

menentukan standar tingkah laku manusia, 

f. Keadilan legal, keadilan yang sesuai dengan hukum dan norma, dalam 

Islam hukum jalin-menjalin dengan agama dan keduanya dipandang 

sebagai pernyataan dan Kehendak Ilahi. 

Islam memberikan kedudukan pada keadilan sebagai konsep vital 

dalam konteks kehidupan baik individu atau sosial.
281

 Terkait konsepsi 

keadilan, Al-Qur’an menegaskan seperti yang terdapat pada surat: 

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu 

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah 

karena adil itu lebih dekat dengan takwa” (Qs al-Maidah [5]: 8). 

 

“Mereka yang menimbung emas dan perak dan tiada yang 

menafkahkannya di jalan Allah, beritahulah mereka tentang siksaan 

yang pedih dan menyakitkan” (Qs an-Nisa’[4]:34). 

 

“Hendaklah kekayaan itu tidak berputar hanya pada segelintir orang 

saja”(Qs al-Hasyr [59]:7). 

 

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan berikanlah 

sisi riba yang belum diambil, jika kamu benar-benar beriman dan jika 

kamu mengadakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rosulnya akan 

memerangi kamu. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bagimulah harta 

yang pokok itu, tiada kamu menganiaya dan tiada kamu dianiaya” 

(Qs al-Baqarah [2]: 178-179). 

 

E. Dimensi Sosialisme Indonesia 

Gagasan sosialisme memiliki hubungan erat dengan perlawanan serta 

penghapusan kapitalisme dan imperialisme, seperti halnya sosialisme radikal 

yang dicetuskan oleh karl marx. Langkah penting dalam menentang 
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kolonialisme dan imperialisme adalah menggalang persatuan para aktivis 

pergerakan. Kelompok utama dalam perjuangan dari nasionalis, Islam dan 

marxis mampu bekerja sama demi menciptakan kemerdekaan bangsa 

Indonesia. Soekarno berkata “Bahtera yang akan membawa kita kepada 

Indonesia Merdeka adalah Bahtera Persatuan”.  

Sosialisme akan berhasil menciptakan kondisi baik dengan syarat 

ekonomi materi tidak lagi sebagai kendala bagi kemajuan dan pembangunan 

seluruh kemampuan manusia untuk meraih keindahan dan kebaikan. Dalam 

sosialisme gerakan Internasional, harus melibatkan siapa saja yang mendukung 

sosialisme humanis, yaitu orang-orang yang berbuat atas dasar kekuatan dan 

perasaan keagamaan mereka, serta meletakkan dirinya diatas dasar kebenaran 

teori-teori dan analis Marx dan Engels.
282

 

munculnya sosialisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks 

penjajahan yang terjadi di Indonesia. Imperialisme, feodalisme, kapitalisme 

yang terjadi secara sewenang-wenang memunculkan reaksi dikalangan pemikir 

dan pejuang di Indonesia.
283

 Pengaruh marxis dan beberapa pemikir di timur 

tengah juga sangat mempunyai posisi tersendiri dalam pemikiran tokoh-tokoh 

di Indonesia. Kapitalisme sampai pada waktu itu hanya menguntungkan 

segelintir kelompok tetap menjadi musuh bersama. Lebih parah kapitalisme 

tidak memiliki sikap fitantropi (kedermawanan) terhadap rakyat Indonesia. 
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Maka sosialisme yang digaungkan pejuang adalah langkah tepat untuk merebut 

aset-aset Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Belanda.
284

 

Sosialisme Indonesia mengejar terwujudnya tata perekonomian yang 

disusun sebagai usaha bersama, yang berpedoman bahwa kemakmuran 

masyarakat yang harus senantiasa diutamakan diatas kepentingan individu. 

Sosialisme yang memliki tujuan sebagai usaha lapangan ekonomi dan 

keuangan serta melenyapkan penjajahan dalam bentuk apapun. Sosialisme 

Indonesia dengan pedoman gotong-royong yang terdapat pada dasar 

Pancasila.
285

 

Sungguhpun makna dalam sosialisme keadilan sosial dari penindasan, 

namun dala konflik antara barat dan Indonesia terdapat perbedaan. Dibarat 

konflik terjadi antara kaum proletar dengan kaum pemilik modal antar 

bangsanya sendiri, sedangkan yang terjadi di Indonesia pada mulanya 

penindasan tidak dilakukan oleh bangsanya sendiri melainka dengan bangsa 

lain dan dalanjutkan oleh kaum bangsawan dan foedal yang telah memeras 

rakyat Indonesia selama berabad-abad pada masa penjajahan. Aksi penindasan 

ini dilanjutkan oleh pemerintahan belanda dengan memanfaatkan kaum 

bangsawan dan foedal sebagai tangan kirinya.
286

 

Perbedaan lain jika dibarat penindasan dilakukan oleh bangsawan ke 

kaum pekerja, sedangkan di Indonesia pada pemilik dan penggarap tanah. 

Perbedaan ini terjadi berkaitan dengan lapangan pekerjaan utama rakyat. 
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Masyarakat Indonesia yang hidup dalam lingkungan agraris, maka yang ada 

hanyalah hamparan daerah pertanian. Sekalipun motif penindasan ini dengan 

berlatar belakang ekonomi, namun akibat yang ditimbulkan tidak terbatas 

dalam bidang ekonomi saja, tetapi masalah yang paling mendasar adalah 

hilangnya kedudukan sebagai bangsa yang berbudaya tinggi.
287

  

Dalam hal ini Soekarno berusaha menyetarafkan pemikirannya dengan 

pemikir sosialis lainnya. Soekarno berkata “Sosialisme tidak sama dengan 

komunisme, tetapi karena beberapa macam sosialisme yang telah disebut dan 

komunisme yang telah digariskan oleh lenin adalah salah satu trennya”. 

Maka, komunisme sama halnya dengan sosialisme yang membutuhkan 

keadilan dan kebahagiaan tanpa eksploitasi. Kriteria yang menentukan siapa 

yang sosialis dan tidak, siapa yang percaya kepada keadilan di tengah-tengah 

manusia dan tidak ada eksploitasi sesama manusia, maka ia adalah sosialis.
288

 

Dimensi Sosialisme Ir. Soekarno: 

1. Nasionalisme  

Dalam sejarah nasional Indonesia, Soekarno sebagai pencipta arus 

utama dalam membentuk karakter dasar nasionalisme Indonesia. 

Nasionalisme yang digagas oleh Soekarno tidak dalam artian cinta tanah air, 

tetapi bagaimana seseorang dapat mengkonstruksikan gagasan dari itu. 

Gagasannya yang berbeda secara signifikan dari pemahaman konvensional 

yang sering mengambil bentuk berdasarkan ekspresi sentimental atau 

                                                           
287

 Ridwan Lubis., Op. Cit., 102. 
288

 Peter Kasenda., Op. Cit., 29-30. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

163 

 

 

perasaan yang hanya bermakna cinta tanah air. Konsepsi nasionalisme 

diformulasikannya pada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
289

 

Sosio-Nasionalisme ialah paham kebangsaan yang berkomitmen pada 

keadilan sosial dan persaudaraan antarmanusia, yang didalamnya 

menyangkut nasionalisme politik dan ekonomi yang mapan dan terjamin.
290

 

Sosio-Demokrasi ialah demokrasinya masyarakat, dimana rakyat 

mendapatkan kedaulatan baik atas politik maupun perekonomian, karena 

rakyat berdaulat secara politik dan ekonomi akan membawa pada 

berakhirnya ketidakadilan sosial dan terwujudlah apa yang dinamakan tata 

tentrem kerta raharja, yang disebut Soekarno sebagai masyarakat sosialis 

ala Indonesia. Gagasan Sosialisme menjadi bukti dijawantahkan oleh 

Soekarno dengan menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda menjadi 

milik nasional pada masa pegerakan.  

Konsep nasionalisme yang didasarkan pada keinginannya untuk 

menciptakan persatuan pada seluruh rakyat Indonesia, rakyat bersatu padu. 

Dalam pandangan Soekarno suatu nyawa, suatu azas akal yang terjadi dari 

dua hal, rakyat dulunya harus bersama-sama dalam suatu riwayat dan rakyat 

harus mempunyai kemampuan dan keinginan hidup menjadi satu. Persatuan 

tidak hanya berlandaskan pada satu jenis (ras), bahasa, kebutuhan dan 

lokalitas, jika demikian maka tidak bisa hidup secara berdampingan.
291

 Jiwa 

nasionalisme sebagaimana cerita Gajah Mada dalam mempersatukan 
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nusantara, dimana dalam menciptakan dan mempertahankan persatuan 

wilayah harus memiliki dan memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, 

kesediaan mengabdikan, berbakti dengan mengesampingkan kepentingan 

partai demi kecintaan pada tanah airnya.
292

 

Pernyataan ini jelaskan lebih rinci mukan hanya cinta terhadap tanah 

kelahiran, tetapi lebih dari itu merupakan cinta terhadap negara dan seluruh 

manusia yang berada dinegaranya. Maka dalam hal ini Soekarno berusaha 

dalam memaksimalkan potensinya untuk membangun negeri dengan bekerja 

sama dengan semasa bangsanya. Sebagaimana yang dikatakan 

“Nasionalisme yang sejati, yang cintanya kepada tanah air itu bersendi 

pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat. Dan bukan 

semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, Nasionalis bukan 

chauvinis, tidak boleh dan tidak haruslah menolak segala macam 

pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang 

nasionalismenya bukan semata-mata tiruan dari nasionalisme barat, akan 

tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis 

yang menerima nasionalismenya sebagai wahyu dan melaksanakan rasa itu 

sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan 

kesempitan. Baginya, rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan 

memberi tempat kepada suatu yang lain-lain, sebagai lebar dan luasnya 

udara yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.
293
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2. Trisakti 

Dalam menerapkan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, Soekarno mengungkapkan konsep trisakti yang dikemukakan 

pada pidatonya depan sidang umum ke-IV MPRS tanggal 22 Juni 1966. 

Dengan mengatakan “.....bahwa kita dalam melaksanakan amanat 

penderitaan rakyat tu tetap dan tegap berpijak dengan kokoh dan kuat atas 

andasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian 

dalam kebudayaan dan berdikari dalam ekonomi”.
294

 

Keadilan sosial bagi rakyat yang digagas oleh Soekarno dapat dicapai 

dengan jalan Trisakti dan Sosialisme Indonesia bagi Soekarno disaat masa 

pergerakan Indonesia dianggap sebagai jembatan untuk kondisi ekonomi 

yang kurang baik ditengah-tengah rakyat yang termarjinalkan. Soekarno 

berujar “Jalannya untuk menghilangkan komunisme ialah memperbaiki 

social economische omstandigheden (keadaan sosial ekonomi)”.
295

 Dr. 

Timbul Hamonangan Simanjutak, selaku SE MA Divisi Litbang Yayasan 

Bung Karno, Jakarta, mengatakan indikator ekonomi keadaan sosial 

menurut Soekarno ada dua. Pertama, tidak adanya kemiskinan di Indonesia. 

Kedua, tidak adanya kapitalisme. 
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Gagasan Trisakti yang akan dipaparkan: 

a. Kedaulatan Politik 

Konsepsi kedaulatan politik pandangan Soekarno I’desire et 

ensemble (kemauan untuk bersatu). Yang memiliki kesamaan dengan 

pandangan Raharjo Jati, suatu pemikiran yang diilhami dari semangat 

revolusi Prancis egalite, fraternite, dan liberte maupun Declaration of 

Independence Amerika Serikat yakni free of will, freedom to speech 

maupun freedom to pursue happiness. Kedaulatan politik berarti 

kemauan dan determinisme suatu bangsa untuk menegaskan dirinya 

sebagai bangsa yang bebas dalam mengelola tata pemerintahan republik 

tanpa ada intervensi dari pihak luar dan juga adanya keinginan untuk 

menjalin relasi dengan negara lain dalam tatanan yang seimbang dan 

menguntungkan.
296

 

Kedaulatan politik yang mengharuskan pemerintah yang mandiri, 

bukan pemerintahan yang diatur oleh negara luar seperti layaknya 

boneka, melainkan suatu negara yang mampu mengusai negara lain 

dengan sektor tertentu, seperti halnya masalah ekonomi, hutang luar 

negeri yang sangat banaya, atau faktor pertahanan dimana kekuatan 

militer yang diboking oleh pihak luar untuk mempertahankan negara dari 

pihak musuh, kedua faktor ini dapat memicu terjadinya pengusaan dari 

pihak luar karena adanya politik balas dendam.
297
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Dalam mewujudkan kedaulatan politik, ada beberapa hal yang 

harus dilakukan dalam rangka mewujudkannya diantaranya; 

Musyawarah, loyalitas dan ketangguhan militer, amanah dan adil. 

Pertama, Musyawarah yang merupakan bagian penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintah negara, yang jika tidak dilakukan 

akan menimbulkan konflik hingga perang antar saudara. menurut 

pandangan Yusuf al-Qardawi bahwa antara musyawarah dan deokrasi 

memiliki titik persamaan, dimana substansi demokrasi memberikan 

bentuk dan beberapa sistem yang praktis seperti pemilu meminta 

pendapat rakyat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. hal inilah yang 

menjadi pokok penting seperti yang diajarkan pada agama Islam.
298

 

Kedua, loyalitas dan ketangguhan militer menjadi poi penting 

dalam mendukung kedaulatan politik dalam negara. Kekuatan yang tidak 

hanya mengandalkan aspek fisik tetapi diiringi batiniah. Poin penting 

pada kedaulatan politik dalam segi ketangguhan militer yang juga 

menjadi pendapat Kiai Misbah di Indonesia, diantaranya: 

1) Segala alat yang menjadi perantara harus disiapkan dengan sebaik-

baiknya, seperti pesawat, kapal perang, tank, meriam, senapan, dan 

lain-lain, 

2) Negara sebagai institusi diharuskan membangun perusahaan dalam 

memproduksi perlengkapan keamanan negara, 
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3) Negara sebagai institusi diharuskan membangun  sekolah pendidikan 

dengan jurusan yang dibutuhkan negara kedepannya, sekolah dengan 

jurusan di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan agama yang 

merupakan pondasi sebuah negara, 

4) Negara sebagai institusi diharuskan membangun  sekolah khusus 

untuk membuat peralatan dan perlengkapan pertahanan negara. 

Ketiga, amanah dan adil yang merupakan keharusan dalam 

konstitusional negara dan kewajiban setiap setiap warga negara yang 

beragama, yang keduanya menjadi tanggung jawab. Peraturan yang 

dibuat dalam pemerintah adalah amanah yang tidak boleh bertentangan 

dengan hukum-hukum agama, dimana agama diharuskan menjadi dasar 

pondasi. Adil juga yang tidak hanya pada proses penetapan hukum, 

melainkan dalam segala aspek, bak aspek dalam akidah, syariah dan 

berperilaku. 

b. Kepribadian dalam Kebudayaan 

Kepribadian sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap dan 

sifat seseorang dan bangsa yang menjadi pembeda dengan lainnya, 

kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada 

banyak warga suatu kesatuan nasional. Sedngkang kepribadian adalah 

hasil kegiatan dan ciptaan batin budi manusia, seperti halnya, 

kepercayaa, kesenian, adat istiadat dan seluruh pengehuan manusia.
299
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Konsepsi berkepribadian dalam kebudayaan secara budaya 

dimaknakan sebagai upaya untuk memahami perubahan dasar dalam 

konstelasi kebudayaan Indonesia. Adanya budaya yang perlu untuk 

diwujudkan  dalam proses perumusan budaya yang nasional dan hakiki. 

Dalam hal ini perlu budaya memerangi liberalism maupun budaya 

hedonistik yang didak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 

Dalam pandangan Soekarno budaya harus memikirkan adilihung, 

esensinya semangat gotong-royong maupun tepo seliro yang perlu untuk 

dijabarkan dalam garis besar kepribadian bangsa Indonesia.
300

  

Kepribadian dalam kebudayaan adalah cermin watak suatu bangsa 

dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik dalam maupun luar 

negeri dengan mementingkan nilai moral yang baik.
301

 Kepribadian 

dalam kebudayaan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh kebanyakan 

warga negara yang bersumber dari adat istiadat dan kepercayaannya 

sebagai pedoman dalam menjalankan tingkah lakusehari-harinya.
302

 

Dalam pidato Trisakti Soekarno tidak menjelaskan secara jelas 

mengenai kepribadian dalam kebudayaan, namun diketahui bahwa 

Indonesia yang dikenal dengan adat ketimuran yang dimilikinya. Adat 

ketimuran dengan budi pekerti luhur yang diwariskan oleh leluhur dalam 

berperilaku dan berbudaya, juga bisa dikatakan sebagai kepribadian 

akhlak atau etika. Kebudayaan yang sangat digandrungi oleh Soekarno 
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wayang kulit dimana didalamnya terdapat nilai-nilai moralitas 

dimasyarakat dan budaya wejangan moral.
303

 

c. Kemandirian Ekonomi 

Konsepsi berdikari dalam ekonomi yang prinsipnya menjadikan 

kekuatan sendiri sebagai landasan utama dalam pembangunan ekonomi 

negara, dimana rakyat dan pemerintah mengoptimalkan potensi kekayaan 

alam Indonesia dengan beragam penemuannya, dengan harapan nilai 

ekspor akan semakin besar dan lebih baik, koperasi dan pabrik menjadi 

motto penggerak ekonomi negara. Kosepsi ini bisa dikatakan sebagai 

ekonomi terpimpin.
304

 Ekonomi terpimpin dapat diwujudkan dengan 

membentuk perusahaan-perusahaan negara yang terbagi menjadi empat 

jenis. Pertama, perusahaan yang mengelola kekayaan bumi dan air. 

Kedua, perusahaan yang memproduksiaset negara yang menjamin hidup 

rakyat banyak. Ketiga, perusahaan vital menurut kebijaksaan pemerintah. 

Keempat, perusahaan swasta dengan prinsip modal 50% dan 50% 

pemerinah dan hak yang mengontrol pihak pemerintah. Yang semua itu 

akan didmpin oleh para pemeimpin permerintah dan pribumi.
305

 

Dengan adanya ekonomi terpimpin yang digagas oleh Soekarno 

mengacu pada pasal 33 UUD 1945, ekonomi terpimpin yang 

menghendaki kegotong-royongan dibidang ekonomi, yang didalamnya 

                                                           
303

 Ibid,. 327-328. 
304

 Yoseph Fredy Wijaya, Wahyu Budi Nugroho, and I Nengah Punia, “Marxisme Dan Buruh 

Indonesia Kontemporer: Studi Dimensi Relevansi Dan Inrelevansi Pemikiran Sosial-Ekonomi 

Karl Marx Pada Buruh Pabrik Di Kota Surabaya”, dalam Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) 1, 

no. 1 (2017): 1–15. 
305

 Budiman Sudjatmiko, Ekonomi Berikari Soekarno, (Depok: Komunitas Bambu, 2014) 79-80. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

171 

 

 

terdapay tiga unsur, kepentingan bersama yang ditetapkan bersama, 

usaha bersama yang dilaksanakn bersama dan pemimpin bersama yang 

dimufakati bersama.
306

 Ekonomi terpimpin dibuat dengan harapan agar 

pemerintah mampu bersaing dengan negara luar sehingga dapat 

mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan cara pemerintah 

menfasilitasi dan membantu penelitian anak bangsa untuk menghasilkan 

produk baru, jika penelitian bisa dikembangkan dapat diproduksi secara 

massal baik untuk pasar dalam negeri atau luar negeri, rakyat digiring 

untuk cinta terhadap produk dalam negeri baik mengonsumsi barang atau 

makanan. Seperti itulah konsep trisakti yang diungkapkan oleh Soekarno, 

sekalipun dalam pemerintahannya belum dapat tercapai, tetapi dapat 

dijadikan acuan dalam baik dalam idealisme.
307

 

Dalam rangka mewujudkan ekonomi terpimpin untuk 

memakmurkan rakyatnya ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, 

diantaranya; ketegasan hukum dalam legalitas transaksi dan barang, 

pemerataan ekonomi masyarakat, kemakmuran dan keadilan, tidak saling 

mendzalimi dan ketegasan hukum, serta keseimbangan dan 

kesederhanaan.
308

 

3. Kesejahteraan Rakyat 

Konsep kesejahteraan negara dan sosialisme memiliki kesamaan yang 

sulit untuk dibedakan, dimana keduanya memiliki prinsip dalam melakukan 
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penataan struktural mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan 

individu seperti pada sistem kapitalisme-liberalisme. Dari kesamaan ni 

dikatakan bahwa sosialisme adalah ideologinya, sementara kesejahteraan 

negara adalah kerangka praktisnya. Sekalipun banyak dalam praktiknya 

konsep kesejahteraan negara banyak dilakukan oleh negara yang penganut 

sistem ekonomi kapitalis dari pada negara penganut paham sosialis dan 

komunis.
309

 

Perkembangan kesejahteraan negara berjalan seiring dengan dampak 

buruk sistem kapitalis yang berada dinegara kapitalis sebelumnya akibat 

dari adanya krisis sosial ekonomi, sehingga banyak dari negara yang 

melakukan pembenahan besar-besaran melalui perumusan sistem kebijkan 

yang berorientasi pada pembangunan sosial, sehingga pembenahan ini 

memberi dampak pada sistem kebijakan nasional di negara maju lainnya 

dengan sistem kapitalis yang semula condong pada pasar bebas dan non 

intervensi negara.
310

 Maka dari ini kesejahteraan mutlak menjadi hak paling 

asasi bagi setiap warga negara didalam negaranya, dimana negara harus 

memberikan tanggung jawab penuh dalam mensejahterkan hidup warga 

negaranya hingga bisa dikatakan hidup dengan layak.
311

 

Konsep negara sejahtera berkaitan dengan ideologi sosialisme, 

tanggung jawab atas kesejahteraan dibebankan pada negara, negara harus 

bertanggug jawab penuh terhadap kesejahteraan dan kepemenuhan 

                                                           
309

 Saddam Al-Jihad., Op, Cit., 39. 
310

 Soelistyo, “Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme 

Dalam Skema Politik Indonesia”. 
311

 Luthfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, (Malang: Instran 

Publishing, 2015). 10. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

173 

 

 

kebutuhan warganya. Ketika negara dilucuti dari pemenuhan keadilan 

sosialnya, maka kemiskinan menjadi tanggung jawab negara, karena pada 

dasarnya bahwa problem ekonomi dapat menjalar pada problem sosial yang 

lebih komplek.
312

 Mathew Hole mangatakan bahwa kemiskinan sama 

halnya dengan membiarkan manusia dalam keadaan kacau dan tidak tenang, 

memerangi emiskinan adalah suatu tindakan kearifan sipil dan kearifan 

politik.
313

 

Jika ditelisik lebih dalam konsep negara sejahtera merupakan anak 

akndung dari pengumpulan ideologi dan teori Marxisme, Sosialisme dan 

Sosial Demokratik. Meski demikian, tampak jelas bahwa konsep ini tidak 

berjalan dengan baik dinegara sosialis dan komunis sendiri, misalkan 

kawasan blok timur, Rusia/ Uni Soviet, China dan lainnya, konsep ini terasa 

asing, dikarenakan penerapannya mengalami kesulitan. Konsep kesjahteraan 

negara (Welfare State) konsep yang identik dengan negara yang memerangi 

kemiskinan dan ketidakadilan dengan melakukan dan meningkatkan mutu 

layanan sosial (social servis) dan proteksi sosial (social protection), bukan 

negara dengan konsep totalitarianisme, otoritarianisme ataupun etatisme.
314

 

Gagasan kesejahteraan dinegara Indonesia dijadikan sebagai mandat 

utama dalam konstitusi kenegaraan, yang terdapat pada sila ke-5 Pancasila 

mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang secara tidak 

langsung memaknakan kesejahteraan negara, sekalipun tidak menggunakan 
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istilah kesejahteraan negara dari visi awal pembentukan negara. Sejak awal 

dibentuknya negara, visi tidak semuanya berjalan dengan baik, banyak 

hambatan dan tantangan, Indonesia pernah mengalami kegagalan sebagai 

negara kesejahteraan karena terletak pada ketidakmampuannya dalam 

mengagregasi tuntutan dan kebutuhan warga negaranya.
315

  

Pada dasarnya negara kesejahteraan adalah model pembangunan 

dimana negara memiliki peran aktif untuk melindungi warga negaranya dari 

adanya kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesehatan, keamanan, 

perlindungan dan pelayanan yang baik secara keseluruhan yang kesemuanya 

menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Memberikan pelayanan 

sosial dan perlindungan sosial yang partkularistik dan selektif yang 

merupakan pengikaran negara terhadap fungsi, filosofi dan jati diri bangsa 

yang sudah ditanamkan sejak berdirinya negara, begitu halnya negara 

Indonesia.
316

 

Indonesia sebagai negara menganut ekonomi konstitusional, dimana 

sistem ekonomi nasional dicantumkan di dalam konstitusi, dengan segala 

bentuk tatanan sosial dan ekonomi yang dijalankan di Indonesia buah dari 

renungan secara mendalam oleh para pendiri bangsa tentang sebuah tatanan 

sosial-ekonomi yang dapat menyejahterakan seluruh rakyat.
317

 Dasar 

tekstual terdapat pada pasal dan UUD 1945. Pertama, Pasal 33 tentang 

sistem ekonomi nasional dan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial menjadi 
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acuan dari kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini hendaknya tatanan dalam 

sosial-ekonomi Indonesia harus bebas dari segala bentuk penjajahan, 

dominasi, dan eksploitasi baik yang dilakukan oleh sesama bangsa 

Indonesia maupun orang atau lembaga asing yang memiliki hubungan 

secara langsung atau tidak dengan oarang atau lembaga di Indonesia. 

Tatanan sosial-ekonomi itu haruslah membawa rakyat kepada kemakmuran 

yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.
318

 

Adanya negara tidak bisa lepas dengan adanya keadilan sosial dan 

kemakmuran rakyat, sebab negara dan cita-cita kesejahteraan umum bagi 

seluruh entitas sosial yang ada didalamnya menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan.
319

 Dalam mencapai itu sebuah negara memerlukan alat sebagai 

transformasi sosial berupa ideologi, institusi hukum, politik, ekonomi dan 

budaya, yang semuanya itu secara bersamaan dipakai dalam mewujudkan 

keadilan sosial yang baik dan bijak. Keadilan sosial yang adil dan bijak 

berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat, yang dapat didefinisikan bahwa 

negara kesejahteraan disatu sisi dapat diartikan baik sebagai teori atau 

pendekatan, maupun sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan 

sosial diimplementasikan. Dari makna ini terlihat jelas bahwa kebijakan 

sosial dan kesejahteraan negara dilihat dari satu bagian yang solid. Dalam 

artian bahwa negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, dapat 

                                                           
318

 Justinus Prastowo, Ekonomi Insani. Kritik Karl Polanyi terhadap Sistem Pasar Bebas, 

(Serpong: CV. Marjin Kiri, 2014) 3-6. 
319

 Zuharini, “Pendahuluan Islam, Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik Sebenarnya Bukanlah 

Tema-Tema Tersebut Senantiasa Relevan Dan Kontekstual", dalam Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman 14, no. 1 (2014): 29–58. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

176 

 

 

dipastikan bahwa produk rumusan kebijakannya mengasaikan adanya 

format kebijakan sosial.
320

 

Pembukaan UUD 1945 memuat “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan 

itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas 

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 

perikeadilan”. Serta rumusan pembukaan, alinea keempat: “Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, dan “Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. UUD 1945 Menjadi pedoman dalam 

mensejahterakan rakyat. 

Kedua, pasal 33 tentang perekonomian nasional: Ayat (1) 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”; (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 

dan yang menguasai hajat hiduo orang banyak dikuasai oleh negara; (3) 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Ketiga, pasal 34 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial bagi fakir 

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 
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F. Sosialisme Indonesia Pandangan Soekarno (Marhaenisme) 

1. Latar Belakang Marhaenisme 

Kehidupan rakyat Indonesia pada masa hindia-belanda mengispirasi 

Soekarno merumuskan pemikirannya mengenai marhaenisme. Kehidupan 

rakyat pada masa hindia-belanda hidup sebagai masyarakat subaltern 

bahkan lebih dari masyarakat melarat. Masyarakat subaltern menurut 

pandangan Gramsci adalah term sebagai kelompok yang kalah dan 

terpinggirkan dalam kekuasaan (kelompok inferior) yang didalamnya 

terdapat petani, buruh, ataupun kelompok masyarakat yang tidak memilki 

akses terhadap kekuasaan.
321

 Pendapat dari gramsci sesuai dengan 

masyarakat yang dilihat Soekarno pada masa kolonial, dimana masyarakat 

atau rakyat kecil dibungkam oleh kaum kapitalis barat dan priyayi pribumi. 

Ajaran marhaenisme telah dicetuskan tahun 1927, yang di dalamnya 

mengandung ilmu perjuangan revolusioner untuk membangkitkan persatuan 

kaum marhaen. Pada akhir 1930, ungkapan yang lazim dimasyarakat 

“orang kecil” adalah “kromo” tetapi sejak permulaan propaganda PKI 

istilah tersebut sering dipakai mengacu pada kaum proletar atau kaum 

miskin yang termarjinalkan. Kata Marhaen mulai dikenal umum ketika 

Soekarno melakukan pembelaannya dihadapan raad van indie dengan tema 

“Indonesia Menggugat” di Bandung tahun 1930. Hal ini dimaksudkan 
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bahwa kehidupan marhaen adalah sebagian besar dari kehidupan kaum 

petani, buruh, pedagang, pelayar dan para kaum kecil.
322

  

Soekarno mengartikan rakyat sebagai “Marhaen” Sedangkan yang 

dimaksud dengan Marhaen adalah “kaum proletar Indonesia, kaum kecil 

Indonesia yang dimelaratkan oleh kolonialisme dan imperialisme”. 

Soekarno menegaskan bahwa marhaen memiliki keterikatan dengan 

gagasan-gasan lain dari rumusannya, dengan mengatakan “bagi kita 

Marhaen Indonesia, azas kita adalah kebangsaan dan ke-Marhaen-an, 

sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, Masyarakat yang nanti didirikan, 

haruslah masyarakat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, cara 

pemerintahan yang nanti kita jalankan adalah cara pemerintahan sosio-

nasionalisme dan sosio-demokrasi, Republik yang nanti kita dirikan adalah 

republik sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, suatu republik politik 

sosial yang tiada kapitalisme dan tiada imperialisme”. 

Ada dua versi mengenai awal munculnya istilah marhaen. versi 

Pertama, Penemuan kata marhaen berawal dari kisah Soekarno ketika 

berjalan-jalan disekitar di desa kiduleun celereng kota bandung, jawa barat 

dan bertemu dengan seorang petani bernama marhaen. Dari pertemuan itu 

disimpulkan bahwa petani yang bekerja untuk dirinya sendiri, dengan modal 

dan kekuatan pribadi, tetapi ia tetap miskin. Dari pertemuan dengan petani 

yang bernama marhaen, Soekarno menggunakan kata “Marhaen” sebagai 
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gambaran dari kemiskinan rakyat.
323

 Versi kedua, mengatakan Marhaen 

berasal dari akronim Marx, Hegel dan Engels. Versi ini mempunyai alasan 

bahwa arah pemikiran Sukarno mengenai Marhaenisme berpijak pada teori 

dialektika yang dikembangkan ole Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan 

F. Engels, menurut  pandangan Ruslan Abdulgani jika seseorang  akan 

memahami makna Marhaenisme maka orang tersebut harus paham 

Marxisme terlebih dahulu.
324

 

Marhaenisme sebagai teori perjuangan untuk menenggelamkan sistem 

kapitalis dan imperialisme dari bumi Indonesia. Dengan menggunakan 

dialektika marxisme, Soekarno menemukan dua kekuatan kelas yang saling 

bertentangan, kekuatan dari kapitalisme dan imperialisme akan hilang jika 

membentuk rakyat dengan kekuatan Nasionalisme.
325

 Marhaen adalah 

gambaran dari kemiskinan rakyat yang dimelaratkan oleh kapitalisme, 

imperialisme dan kolonialisme. Konsep dari marhaen dengan konsep 

proletarian dari kaum sosialis barat, Soekarno mencoba untuk membedakan 

karena antara keduanya berbeda. Jika struktur lapisan masyarakat barat yang 

industrialis melahirkan golongan yang tertindas, masyarakat Indonesia lahir 

dari non industrialis dimasyarakat yang sengsara dan melarat.  

Soekarno menganggap bahwa marhaen bukan hanya melambangkan 

kehidupan kelas bawah layaknya kehidupan masyarakat barat dinegara maju 

dengan dikenal kaum proletar yang mewakili lapisan masyarakat buruh 
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yang digambarkan. Jadi disimpulkan bahwa konsep marhaen mewakili 

sebagian besar anggota masyarakat yang sengsara dan tertindas, marhaen 

kaum yang memiliki alat produksi sedangkan kaum proletar tidak memiliki 

alat produksi dan hanya menjual jasa. Soekarno menganggap bahwa 

marhaen mewakili kehidupan rakyat kecil Indonesia yang hidupnya 

termarjinalkan.
326

  

Menurut pandangan Alfian pemikiran Marhaenisme yang dirumuskan 

oleh Soekarno mengandung tiga dimensi ideologi. Pertama, Dimensi 

realitas, Ideologi mencerminkan realitas nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. Kedua, Dimensi idealis, kewajaran dan 

masuk akal serta memungkinkan dicapainya nilai-nilai dasar. Ketiga, 

Dimensi fleksibilitas, kemampuan ideolog bukan saja untuk melandasi dan 

dorongan perubahan dimasyarakat, tetapi sekaligus menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan itu.
327

 

Marhaenisme harus dilihat dari usaha mengkompromikan sistem 

konflik dibarat dengan semangat toleransi dan keseimbangan didunia timur. 

Begitu dekatnya hubungan antara Marhaenisme dengan teori perjuangan 

kelas (Marxisme), Soekarno menegaskan pada saat Kongres Partindo bahwa 

yang dimaksud dengan Marhaenisme adalah Marxisme dalam bentuk pratik 

di Indonesia, karena itu sesungguhnya Marhanisme sesungguhnya adalah 
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Marxisme.
328

 Adapun unsur-unsur Marhaenisme, Ketuhanan yang Maha 

Esa, Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Praktik politik marhaenisme 

ini diterapkan pada PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Saat melakukan 

pendidikan di Bandung, Soekarno bersama shaq, Boediarto, Tilaar, Tjipto 

Mangunkusumo, Soejadi, dan Soedardjo melakukan rapat besar dalam 

pendirikan PNI pada 14 Juli 1947. 

Marhaenisme tidak pernah keluar dari benang merah yang telah 

digariskan sejak tahun 1927 tentang Marhaenisme, diantaranya:
329

 

a. Marhaen adalah kaum melarat Indonesia, yang terdiri dari buruh, tani, 

pengusaha kecil, pegawai kecil, tukang, kusir, dan kaum kecil lainnya 

yang dimiskinkan oleh kolonialisme dan imperialisme.  

b. Marhaen Indonesia ada yang berdomisili yang tersebar dikawasan 

pesisir pantai, gunung (Pedalaman), di dataran rendah, di kota, di desa 

dan dimana saja dengan tidak melihat penganut agama mana. 

c. Kaum Marhaen, sesuai dengan kodratnya, berupaya melepaskan 

belenggu kemiskinan dan mengharapkan terjadinya perbaikan nasib 

yang lebih mapan. 

d.  Marhaenisme merupakan ideologi yang bertujuan menghilangkan 

penindasan, penghisapan, pemerasan, penganiayaan dan berupaya 

mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui 

kemerdekaan nasional, melalui demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi. 
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e. Terhapusnya kemiskinan dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur, 

hanya bisa dicapai dengan kemerdekaan nasional, dimana kemerdekaan 

itu hanyalah jembatan emas dengan dua tujuan, satu jalan menuju 

masyarakat yang adil dan makmur dan jalan satu lagi menuju 

masyarakat celaka dan binasa. 

2. Konsep Marhaenisme 

Konsep dari marhaenisme sama halnya dengan konsep sosio-

nasionalisme dan sosio-demokrasi yang merupakan sendi sistem kehidupan 

pemerintahan, yang di dalamnya mencangkup berbagai sendi pemerintahan 

baik politik, sosial dan ekonomi.
330

 Pengunaan sosio-nasionalisme yaitu 

jiwa nasionalisme yang berperi kemanusiaan, nasionalisme yang lapang 

dada, nasionalisme yang internasionalisme, nasionalisme yang bergetar 

hatinya untuk membela apabila melihat masih ada bangsa yang terjajah baik 

dalam hal sosial, politik dan ekonomi. Sosio-demokrasi yaitu demokrasi 

politik dan deokrasi ekonomi, pandangan Soekarno dari demokrasi politik 

yang seperti ini berwatak liberalisme dan menjurus kepada free fight 

competition dan bertentangan dengan Marhaenisme yang sosialistis. 

Konsep marhaenisme masih mengandung kekaburan, karena disatu 

pihak masih mengandung unsur toleransi dan konflik, seperti yang 

terkandung dalam pemikiran penganut marxisme. Maka dari sinilah konsep 

marhaenime harus dilihat sebagai usaha mengkompromikan sistem konflik 
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dibarat dengan semangat toleransi dan keseimbangan dunia timur.
331

 John 

Ingleson berpendapat sekalipun marhaenisme masih diselimuti dengan 

kekaburan makna, bukan berarti konsep itu tidak bisa dijalankan. Justru 

kekaburan konsep itu kecendrungan membawa keterbukaan kepada berbagai 

interpretasi kerena prinsip-prinsip yang disusun dalam istilah-istilah yang 

bersifat ofensif. Ketidakseimbangan dilihat bahwa marhaenisme adalah 

proletar yang melihat bahwa konflik sebagai suatu hal yag harus dihindari 

dan diperlukannya mobilisasi dalam memperjuangankannya, namun pada 

sisi lain konsep marhaenisme tidak menyetujui adanya ide proletar karena 

tidak mencerminkan kondisi Indonesia secara utuh baik dalam segi 

ekonomi, politik, sosial dan budaya. 

3. Pokok-pokok Marhaenisme 

Teori perjuangan ini terlihat pada saat Soekarno melakukan pidato di 

tahun 1933 dalam konvrensi partai Indonesia (Partindo) tentang Marhaen 

dan Marhaenisme. Pidato yang dijadikan keputusan dalam konverensi 

Partindo yang terdiri dari Sembilan pokok batasan tentang Marhaen dan 

Marhaenisme.
332

 Batasan tersebut antara lain: 

a. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, 

b. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang 

melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain, 

c. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar oleh karena itu 

perkataan proletar sudah termaksud di dalam perkataan Marhaen, dan 
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oleh perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tadi dan lain 

lain kaum yang melarat tidak termaksud didalamnya, 

d. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa didalam perjuangan, kaum 

melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya 

(bagian bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu, 

e. Di dalam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan, bahwa 

kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali, 

f. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan 

susunan negri yang didalam segala halnya menyelamatkan Marhaen, 

g. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan 

masyarakat dan susunan negri yang demikian itu, yang oleh karenanya, 

harus suatu cara perjuangan yang revolusioner, 

h. Jadi Marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki 

hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme, 

i. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan 

Marhaenisme. 
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BAB V 

DIMENSI RELIGIUSITAS PEMIKIRAN POLITIK KEBANGSAAN 

A. Pengertian Religiusitas 

Agama secara harfiah berasal dari bahasa sansekerta yakni kata “a” yang 

artinya tidak dan “gama” yang berarti kacau, dalam maksud bahwa agama 

tidak kacau. Definisi Religi (Agama) secara istilah keyakinan hamba terhadap 

tuhan.
333

 Religi sendiri adalah seperangkat aturan dan kepercayaan, dari 

pengertian inilah istilah religiusitas mulai populer dan beragam pengertiannya. 

Pengertian religiusitas sendiri adalah seberapa banyaknya pengetahuan, 

kuatnya keyakinan dalam menjalankan ibadah, serta penghayatan agama yang 

dianut oleh seorang hamba.
334

 Agama memiliki makna yang luas bukan hanya 

peraturan, tetapi juga bermakna religi. Religi berasal dari bahasa latin religare  

yang berarti “berhati-hati atau ikatan” dengan masksud ikatan manusia 

terhadap sesuatu yang mengikatnya dan berpegang teguh pada nilai dan norma 

yang memiliki hubungan antara hamba pada tuhannya atau sesama hambanya, 

sehingga religius bersifat personalistis, dalam artian mengenal dan menunjuk 

pribadi manusia dan lebih menunjuk pada eksistensi manusia.
335

 

Religiusitas merupakan kesatuan unsur yang komprehensif yang 

menjadikan orang tersebut dianggap orang yang beragama (being religious) 

dan tidak mengaku orang yang beragama (having religious), dalam hal ini 

terlihat pada gambaran pengetahuan, tingkah laku, sikap dan bertindak sesuai 
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dengan ajaran agamanya, dalam ajaran agama Islam terlihat pada akidah, 

syariah serta akhlaknya.
336

 Menurut pandangan Jalaluddin mengartikan bahwa 

religusitas adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang yang mendorongannya 

untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agamanya. 

Penghayatan terhadap agamanya dengan menegaskan keyakiannya pada sikap, 

perilaku dan prakter di kehidupan sosial.
337

 Maka dalam hal ini religiusitas 

adalah kualitas penghayanta seorang hamba dalam melakukan beragama 

dengan menjadikan agama sebagai pembimbing perilaku yang diorientasikan 

pada nilai-nilai dan aturan yang diyakininya. Atau berkomitmen penuh pada 

tuhannya (Allah S.A.W) dan menyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah. 

Religiusitas yang dimiliki oleh seorang individu terbentuk oleh tradisi dan 

budaya keagamaan yang dianut. Religiusitas dapat mempengaruhi pola pikir 

dan penilaian sesorang terhadap suatu yang berkaitan dengan agama.
338

 

Harun Nasution berpendapat bahwa religi atau agama berasal dari kata 

al-din (hukum atau aturan), religi (religare) dengan makna mengusai, patuh, 

balasan dan kebiasaan, sedangkan religi (relegere) bermakna mengumpulakn 

dan membaca. Secara rinci pengertian religi atau agama menurut pandangan 

Harun Nasution adalah: 

1. Hubungan antara hamba dan tuhannya, 

2. Menyakini adanya penguasa gaib yang menguasai makhluk hidup, 
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3. Mengikat diri pada suatu bentuk yang mengandung pengakuan pada suatu 

sumber yang berada diluar manusia yang mempengaruhi, 

4. Percaya pada sesuatu yang gaib yang dapat menimbulkan cara hidup 

tertentu, 

5. Adanya sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari penguasa 

gaib, 

6. Menyembah kepada penguasa gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

rasa takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat disekitar kita, 

7. Pengakuan terhadap kewajiban yang diayakini bersumber pada suatu 

kekuatan gaib, 

8. Ajaran yang diwahyukan sang penguasa alam kepada manusia melalui 

perantara nabi atau Rosul. 

Harun Nasition mengatakan ada beberapa unsur dan fungsi dalam agama, 

yaitu: 

Unsur-unsur dalam agama; 

1. Kekuatan gaib yang diyakini berada diatas kekuatan manusia, hal ini 

dikarenakan kelemahan dan keterbatasan manusia. Manusia seorang 

makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk saling membina 

dan menjaga hubungan yang realitasnya adalah sikap patuh terhadap 

perintah dan larangan tuhannya, 

2. Keyakinan terhadap kekuatan gaib sebagai penentu nasib baik atau buruk 

seorang mahluk (Manusia), sehingga manusia sebagai seorang hamba 
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berusaha untuk memperlihatkan sisi baik agar kesejahteraan dan 

kebahagiannya terjamin dan terpelihara, 

3. Respon secara emosional memperlihatkan bentuk hasil penyembahan hamba 

pada tuhannya yang didorong oleh rasa takut atau cinta, 

4. Mengerti (paham) dengan adanya penguasa yang suci berupa kekuatan 

gaib,baik berupa adanya kitab yang berisi ajaran-ajaran agama maupun 

tempat-tempat suci yang terpelihara.
339

 

Fungsi agama bagi manusia. 

1. Fungsi Educatif 

Percaya pada agama dalam memberikan tugas mengajar dan 

membimbing, yang dilihat dari keberhasilannya dalam pendayagunaan 

nilai-nilai rohani yang meruapakn pokok-pokok agama berupa, makna 

dan tujuan hidup, hati nurani yang tulus dan rasa tanggung jawab pada 

diri sendiri atau pada orang lain utamanya pada tuhannya. 

2. Fungsi Penyelamat 

Segala agama menjamin akan memberikan keselamatan dunia dan 

akhirat pada setiap hamba yang taat bergama. 

3. Fungsi Pengawasan Sosial 

Dalam kehidupan bersosial Agama memberikan tanggung jawab 

terhadap norma dan aturan sehingga agama dapat memilah norma dan 

aturan yang salah. 
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4. Fungsi Mempererat Persaudaraan 

Persamaan keyakinan atau tidak dapat mempererat tali 

persaudaraan yang kuat yang didasarkan pada persamaan sosial dan 

hukum. Persaudaraan ini melibatkan seluruh pribadinya dalam suatu 

kentiman yang saling mempercayai satu sama lain. 

5. Fungsi Transformatif Agama 

Manusia sebagai mahluk sidup bersoal diharapkan mampu dalam 

melakukan perubahan dimasyarakat yang lebih baik apabila nilai-nilai 

dan tradisi adat dimasyarakat dianggap kurang baik dan tidak manusiawi 

Faktor yang mempengaruhi Religiusitas: 

1. Pendidikan dan kondisi sosial dilingkungan. Baik didikan dari orang tua 

atau guru dan kondisi sosial dimasyarakat melalui adat dan tradisi serta 

tekanan sosial yang dapat membentuk dalam menyesuaikan diri dengan 

berbagai kondisi masyarakat dilingkungannya. 

2. Pengalaman hidup. Pengalaman spiritual, moral dan konflik sosial yang 

pernah dialami disekitar masyarakat baik dalam lingkungan sekolah, 

keluarga, atau bertetangga. 

3. Kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan keamanan, kasih sayang, atau 

penghargaan pada diri sendiri 
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B. Pembagian Dimensi Religiusitas 

Dimensi Religiusitas terbagi menjadi: 

1. Dimensi Keyakinan (The Ideological Dimension) 

Dimensi ini melihat tingkatan sejauh mana seorang hamba dalam 

menerima dan mengakui hal-hal yang fundamental dan dogmatik dalam 

agamanya, misalnya sifat-sifat tuhan, suatu hal yang gaib adanya malaikat, 

surga, neraka dan sebagainya. 

Sebagaimana Firman Allah S.A.W pada Qs. Maryam ayat 65-66; 

“.....(Dialah) Tuhan (yang Mengusai) langit dan bumi dan segala 

yang ada diantara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh 

hatilah dalam beribadah kepadanya. Apa kau mengetahui ada 

sesuatu yang sama dengan-Nya. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana mungkin tuhan yang 

agung memiliki sifat yang lalai dan lupa, sedangkan dia yang memiliki dan 

mengurus serta mengendalikan semua yang ada dilangit dan dibumi serta 

semua yang ada duantara keduanya. Rosul diperintahkan untuk menunggu 

dengan sabar dan terus beribadah kepadanya kepada-Nya walau mendapat 

hinaan dari kaum musrik, karena Allah tuhan yang Maha Esa tidak ada 

sesuatu yang dapat menyamainya. 

Dalam dimensi keyakinan Soekarno terlihat dari pidatonya yang 

dilontarkan saat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dengan mengatakan “hatiku 

akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara 

Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa”. Soekarno 

menambahkan dalam buku Penyambung Lidah Rakyat “Seseorang tidak 

akan meragukan adanya tuhan kalau dia pernah berada dalam kegelapan 
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selama bertahun-tahun”. Soekarno sekalipun lahir dan hidup dalam 

lingkungan muslim, kanyakinan terhadap tuhan dan agamanya mulai 

menonjol saat berada dipenjara Sukamiskin, penjara Sukamiskin menjadi 

periode perkembangan pemikiran Islam. 

2. Dimensi Peribadahan Agama (The Ritualistic Dimension) 

Dimensi ini melihat sejauh mana tingkatan seorang hamba dalam 

melakukan kewajiban agamanya, baik pekerjaan yang wajib atau sunnah, 

misalnya melaksanakan ibadah Sholat, Puasa, Zakat dan lainnya.  

Sebagaimana Firman Allah S.A.W pada Qs Ad Dzariyat ayat 56.\ 

“.....aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melaikan agar mereka 

beribadah kepadaku”. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan Jin dan 

Manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Nya, tetap mereka 

diciptakan untuk beribadah kepada-Nya dan beribadah itu sangat bermafaat 

pada diri manusia. Dalam tafsir Al-wajiz disebutkan bahwa beribadah yang 

dimaksud dapat berarti rendah hati, tunduk, berserah diri atau tidak 

menganggap dirinya jauh lebih tinggi dan lebih baik dari mahluk lainnya. 

Soekarno berasal dari keluarga Islam, sekalipun pola keagamaan 

masih lebih berat pada Islam yang sinkretis, Soekarno pernah mengatakan 

agama tingkat Islam-islaman. Pernyataan ini memberi gambaran bahwa  

kepercayaan pra slam lebih mendominasi pada keluarganya. Soekarno 

menyadari bahwa sisi buruk muncul dari Islam yang sinkretis, dimana akan 

berakibat pada statisnya pemikiran pemikian umat Islam dan sikap pasrah 

atau menerima apa saja mara bahaya yang akan menimpanya. Sikap 
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membandel, suka berkelahi dan bertindak diluar tradisi umat Islam, ini 

menjad bukti bahwa Soekarno menolak dan memberontak pada kebiasaan 

masyarakat Islam karena pola keislaman hanya bersifat nominal. 

3. Dimensi Penghayatan (The Experiencal Dimention) 

Dimensi ini melihat perasaan yang dialami dan dirasakan  pengalaman 

religius seorang hamba dalam melakukan ibadah kepada tuhannya, misalkan 

rasa takut akan dosa, tersentuh mendengarkan alunan ayat suci Al qur’an, 

merasakan rasa senang jika do’a terkabul. 

Sebagaimana Firman Allah S.A.W pada Qs. An-nisa’ ayat 36. 

 “....Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu 

dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membanggakan diri”. 

 

Tidak diperoleh keterangan tentang penghayatan keagamaan Seokarno 

sewaktu usia belia. Namun diperkirakan penghayatan mengenai Islam tidak 

jauh dari Islam sinkretis karena tidak bisa terlepas dari lingkungan yang 

membesarkannya. Dalam sisi penghayatan Soekarno adalah sosok yang 

berusaha dalam mendalami agama, pendalaman beribadahan dimulai sejak 

berada di penjara Sukamiskin, Bandung, sekalipun pembelajaran agama 

Islam dimulai dari masa kecil.  

4. Dimensi Pengetahuan Agama (The Intellectual Dimension) 

Dimensi ini melihat seberapa jauh seorang hamba mengetahui dan 

memahami ajaran-ajaran agamanya terutama mengenai kitab sucinya, 

pengetahuan akan syariah dan aqidahnya. 
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Sebagaimana Firman Allah S.A.W pada Qs. Al Mujadalah ayat 11,  

......Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan dalam majelis-majelis” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan , “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

megangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Teliti apa yang kamu kerjakan. 

 

Pada penggalan ayat diatas dijelaskan bahwa betapa pentingnya 

memahami dan mengetahui ilmu, dalam Islam ilmu adalah sebuah 

kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dengan ilmu 

manusia dapat mengetahui hakekat kebenaran. Keutaamaan berlajar ilmu, 

pertama dimuliakan dan diangkat beberapa derajat. Kedua, ilmu dapat 

seebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut akan kagungan Allah 

S.A.W.,. ketiga, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Keempat, 

dimuliakan ibadahnya. Kelima, dimudahkan bagainya menuju surga. 

Pengetahuan agama yang dipahami dan diketahui oleh Soekarno tidak 

bisa lepas dari bimbingan keluarga, tetapi Soekarno muda pemikiran dan 

pemahaman agamanya bayak terpengaruhi oleh Haji Misbah, karena banyak 

pemikirannya hampir sama dengannya. Selain dari itu, Soekarno berguru 

dengan H.O.S Tjokroaminoto dimana pemahaman ke Islamannya 

terbenbuk. Selain dari itu juga memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh 

muslim lainnya, seperti: Ahmad Hasan, Hasyim Ashari dan lain-lain. 

Hubungan baik ini juga dituangkan dalam bentuk pengalamannya dengan 

ikut menjadi bagian dari anggota Muhammadiyah di Bengkulu. 
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Dalam bidang pengetahuan pemikiran Islam, Soekarno mengajukan 

lompatan pemikiran untuk melihat Islam tetap rasional dan dinamis, 

sehingga dapat menampung tuntutan zaman dan dapat berkembang dalam 

suatu masyarakat yang dinamis, serta mengusahakan agar di Indonesia 

memiliki semangat nasionalisme dapat berjalan bersama-sama dengan 

Islam.
340

 

Dalam melihat sejarah Islam di Indonesia, pandangan terhadap 

golongan muda pada memahaman pengetahuan agama sering kali dilihat 

sebelah mata, sehingga agama perlu menawarkan harapan baru yang lebih 

segar, maka dalam hal ini soekarno menggagas rethinking of Islam. 

Pemahaman ini didapatkan melalui tiga sumber.
341

 Pertama, H.O.S 

Tjokroaminoto, yang mengajarkan keistimewaan yang dimiliki oleh ajaran 

Islam tanpa mengkatkan diri dengan pemikiran masa lampau, dibanding 

konsep penyelesaian masalah kemanusiaan yang dimiliki filsafat manusia  

yang melahirkan berbagai ideologi dunia. Dalam hal ini seorang muslim 

tetap terikat dengan kesinambungan dan perubahan terhadap masa 

lampaunya, dengan kesinambungan keterikatan seseorang dengan hakikat 

agamanya, sedangkan perubahan adalah kesediaan seseorang untuk selalu 

mengadakan perubahan terhadap pemahaman lama. 

Kedua, informasi yang diterima dari K.H Ahmad Dahlan, Ahmad 

Hassan, Agus Salim dan lain-lain. informasi yang didapatkan bahwa 

pemurnian akidah Islam dari berbagai praktik yang tidak sesuai dengan 
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 Ridwan Lubis., Op. Cit., 9. 
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 Ibid,. 97-98. 
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prinsip Islam. Disamping itu mereka menyuarakan gerakan pembaruan 

Islam, sekalipun tokoh-tokoh diatas berbeda dalam menyuarakan 

pemikirannya. Misalnya, H.O.S Tjokroaminoto mencoba memahami Islam 

dengan membandingkan dengan filsafat pemikiran barat. Ketiga, 

pengetahuan yang didapat dari hasil bacaan dari berbagai pemikiran 

keislaman yang datang dari dari berbagai bahasa. Namun dari segala 

pemikiran itu selalu menekankan pada bahwa Islam sangat mementingkan 

akal dan karena itula kejayaan peradaban Islam akan tercapai. 

5. Dimensi Pengalaman (The Consequential Dimension) 

Dimensi ini melihat sejauh mana seorang hamba mengaplikasikan 

ajaran agamanya dalam mempengaruhi perilaku seseorang lainnya dalam 

kehidupan sosial, misalkan menjaga silaturrahim antar sesama saudara.  

Perilaku ini sesuai yang difrmankan Allah pada Qs. Al Qashash ayat 

77, sebagaimana firman Allah S.A.W: 

 “....dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari kenikamatan duniawi, dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 

 

Pada ayat diatas menberikan nasihat bahwa kita hendaknya berbuat 

baik dan saling menjaga hubungan persaudaraan, sebagaimana Allah telah 

memberikan perlindungan dan kasih sayang pada diri kita dari sesuatu yang 

buruk.dan hendaknya kita tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena 

memperlakukan mahluk lain, baik manusia, hewan dan alam sekitar 
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sehingga semuanya rusak dan meninggalkan penyesalan dan sia-sia bagi 

penerus kita selanjutnya dimasa yang akan datang. 

Dalam dimensi pengalaman dalam diri Soekano tdak bisa dilepaskan 

dari sosok orang sekitar yang turut membantu dan memberikan jalan. 

Pengetahuan dann pemahaman agamanya sering kali diimplikasikan pada 

pengalamannya, pengetahuan agama yang sering mejadi buah pemikiran 

politik, seperti pembentukan konsep nasakom yang menjadi ciri pada 

demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1966, dimana pemikirannya berakar 

pada pemikiran nasional, Islam dan marxis.  

C. Dimensi Politik Islam Indonesia 

Hubungan antara Islam dan Politik di Indonesia memiliki sejarah yang 

cukup panjang yang ditandai dengan awal masuknya Islam ke Indonesia sekitar 

abad ke 13 M. Islam memiliki peranan penting dalam pemerintahan pada masa 

kerajaan Nusantara, dimana tokoh agama (ulama) menjadi aktor penting di 

dalam sehingga Islam membawa pengaruhnya dalam sejarah perkembangan 

Indonesia.
342

 Pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20 dunia Islam sebagian 

besar berada dalam genggaman penjajahan Barat, tidak terkecuali Indonesia 

penajajahan Belanda, pergerakan Islam baik yang bersifat tradisional maupun 

nasional modernis menjadi motor perlawanan terhadap penjajah untuk 

rnemperoleh kemerdekaan.
343

 

                                                           
342

 Muhammad Fauzan Naufal, Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Di 

Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy), 2017. 
343

 Muhammad Iqbal dan Amin Husein nasution, Pemikiran poltik Islam dari Masa Klasik hingga 

Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010). 64. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

197 

 

 

Pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah etika 

politik, filsafat politik, hukum hingga tata negara. Sejarah pemikiran politik 

Islam Indonesia dibagi ke dalam lima periode yaitu periode kemerdekaan, 

demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, masa orde baru, dan masa 

reformasi.
344

 Pertama, Pada periode kemerdekaan dimulai dengan berdirinya 

partai politik dan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang politik maupun 

sosial keagamaan di antara organisasi yang muncul pada masa ini antara lain: 

Sarekat Islam (1912), SDI Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1920), 

Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1930), Persatuan 

Muslimin Indonesia (1930) serta  Partai Islam Indonesia (1938). 

Kedua, Masa demokrasi liberal dan Parlementer, periode ini politik dan 

Islam dimulai pada saat golongan Islam menyerah dalam memperjuangkan 

Islam sebagai ideologi negara, yang ditandai dengan maklumat X Bung Hatta 

pada tahun 5 yang berisi tentang diberikannya kesempatan bagi rakyat 

Indonesia untuk mendirikan partai politik dan menyalurkan aspirasi politiknya. 

Pergelokan politik pada periode ini panas dengan perpecahan golongan Islam, 

nasionalis dan komunis hingga sampai terjadinya pemilu tahun 1955. 

Perpecahan ini dengan perebutan kursi di parlementer, hingga saat itu kekuatan 

partai besar yaitu PNS Masyumi NU dan PKI mengusai, disisi lain partai Islam 

lain bersaing dalam memperebutkan pengaruh dalam memperjuangkan Islam 

Ketiga, Pada periode demokrasi terpimpin, Partai Masyumi dibubarkan 

karena dianggap telah menentang revolusi, isu yang mengatakan bahwa 
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Masyumi adalah penyebab lahirnya gerakan separatis di beberapa daerah yang 

berujung pada penangkapan sebagian besar tokohnya. Tetapi dalam hal ini 

terdapat tiga partai Islam yaitu  NU, PSII dan Perti berusaha untuk 

menyesuaikan diri kedalam politik demokrasi terpimpin.
345

 Keempat, Pada 

periode Orde Baru pemerintah memberikan harapan pada kembali 

memperlihatkan wajah baru Masyumi sebagai wadah dalam memperjuangkan 

dan menegakkan Islam agar sesuai dengan dinamika politik. Pada periode ini 

umat Islam berusaha untuk memperlhatkan kembali kekuatannya dalam 

memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara, sekalipun rencananya 

mendapatkan hambatan ketika pemerintah Soeharto yang didukung militer 

tidak mengizinkan berdirinya kembali Masyumi, dimana dianggap  mempunyai 

kesalahan yang besar pada sejarah Indonesia karena ikut terlibat dalam 

pemberontakan PRRI oleh kelompok militer.  

Kelima, periode ini dimulai dari pemerintahan B.J Habibie hingga 

Megawati Soekarno Putri. Pada masa Habibie terlihat antusias umat islam 

melibatkan diri dalam dunia politik yang terlihat dengan didikanya partai 

dalam kapasitas besar, yang dibuktikan dengan munculnya tidak kurang dari 

150 partai politik baru didirikannya hingga berlanjut pada pemerintahan 

Megawati, sekalipun pada akhirnya tak semua partai bisa bertahan lama partai 

dalam keterlibatannya dalam dunia politik. 

Agama Islam yang benar bagian dari ibadah dan aqidah, nasionalisme, 

toleransi tinggi, moril dan materil, kebudayaan dan hukum, oleh karene tu 

                                                           
345

 Gili dan Istiningdias Argenti and Dini Sri, “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi 
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aspek-aspek yang berkaitan dengan negara, hukum dan demokrasi tidak bisa 

lepas darinya. Islam sendiri berbeda pengertian dengan definisi barat yang 

memisahkan agama dan negara, sebab dalam Islam sendiri tidak mengenal 

dikotomi, baik diantara agama, negara serta yang memiliki kaitan.
346

 Kaitan 

antara Islam dan negara, Islam tidak menuntut secara tegas sistem 

pemerintahan yang dibentuk di suatu negara, dalam artian bahwa tidak ada 

batasan sistem, baik berbentuk khalifah (imamah), kerajaan, otoriter atau 

demokrasi. Suatu negara diberi kebebasan dalam pemerintahan dalam 

pengertian Islam dengan syarat pemerintahan itu mengantarkan masyarakat 

kekondisi keadilan.
347

 

Hubungan Islam dan negara dikalangan umat Islam hingga saat ini 

terbagi dalam tiga aliran:
348

 

1. Aliran  Tradisional , aliran ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-

mata agama dengan pengertian barat yang menyangkut hubungan manusia 

dengan tuhannya. Melainkan Islam adalah suatu agama yang sempurna serta 

lengkap dengan peraturannya dalam segala aspek kehidupan, tidak 

keterkecuali bidang politik. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa 

Islam Pertama adalah agama yang lengkap dan utuh, yang didalamnya 

terdapat sistem ketatanegaraan Islam yang tidak perlu meniru 

ketatanegaraan barat. Kedua, sistem ketatanegaraan yang meneladani sistem 

pemerintahan masa Nabi  Muhammad S.A.W dan para khalifah Khulafaur 
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 Jordan, “Tinjauan Umum Politik Dalam Islam”, dalam Journal of Chemical Information and 
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347

 Usman, “Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)”. 
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 Abdul Muin Salim, Fikih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an,  (Jakarta: 

LSIK, 1994). V. 
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Rasyidin. Tokoh terkemukan dalam aliran ini Hasan Al-bana, Sayyid Qutb, 

Muhammad Rasyid Ridja dan Al-maududi.
349

 

2. Aliran Sekularis, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam 

pengertian barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Aliran 

ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanyalah rosul biasa seperti halnya 

para utusan sebelumnya, dengan tugas mengajak manusia kembali pada 

kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi aturan leluhur serta nabi tidak 

pernah diutus untuk mendirikan satu negara. Tokoh terkemukan dalam 

aliran ini Ali Abdul Ar-raziq dan Taha Husain. 

3. Aliran Modernis, aliran ini menolak pendapat bahwa islam adalah agama 

yang lengkap serta terdapat sistem ketatanegaraan didalamnya. Selain dalam 

makna itu, aliran ini menolak secara keras bahwa Islam adalah agama dalam 

pengertian barat yang hanya mengatur hubungan manusia dan  tuhannya. 

Tokoh terkemukan dalam aliran ini Muhammad Husein haikal. 

Dari perpedaan ketiga aliran menimbulkan paradigma baru tentang 

hubungan Islam dan negara. Pertama paradigma integratif bahwa ada integrasi 

antara Islam dan negara. Kedua, paradigma simbolik yang memandang bahwa 

Islam dan negara mempunyai hubungan timbal balik dan saling memerlukan. 

Ketiga, paradigma instrumental dimana negara merupakan instrumen dalam 

mengembangan agama serta nilai-nilainya.
350
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D. Pandangan Soekarno Terhadap Politik Islam 

Pemikiran Soekarno terdiri dari dua latar belakang, budaya Jawa dan 

Islam tradisional. Sebagai orang jawa ia tidak bisa lepasdari peta budaya jawa, 

budaya yang dikelilingi dunia perwayangan, seperti pada umumnya lahir dan 

dibesarkan dalam lingkungan mistik. Soekarno menaruh perhatian pada segi 

mistik sehingga berpengaruh dan bertemu dengan pemikiran sinkretis, yaitu 

berusaha mencari perpaduan antara berbagai kepercayaan, sekalipun dalam 

mencarinya mendapat pertentangan antara masing-masing kepercayaan.
351

  

Soekarno bukanlah sosok pemikir Islam, bukan pula pemikir Jawa, 

melainkan lebih dari keduanya. Seorang penerus semangat modernitas yang 

dibentuk oleh marxisme. Dalam wawancaranya dengan koreponden “Antara” 

yang dimuat dalam Pandji Islam pada tahun 1939 , Soekarno mengatakan 

“Saya adalah murid dari Historische School van Marx”. Soekarno mempunyai 

ambisi yang kuat dalam menjajarkan dirinya dengan pemikir-pemikir Barat, 

Dunia Islam dan Nasional Timur, oleh karena itu ia berusaha menemukan jalan 

pikirannya sendiri tanpa mau terikat dengan satu pola pemikiran, hingga ia 

berusaha untuk berada diatas semua pemikiran yang ada.
352

 

Pola keagamaan keluarga pada Islam yang sinkretis, sikap menerima 

dalam segala situasi. Hal nilah yang membuka Soekarno bahwa Islam yang 

berpola sinkretis akan berakibat statisnya pemikiran umat islam dan sikap 

pasrah atas bahaya yang akan menimpanya. Oleh karena itu Soekarno, melihat 

pentingnya permunian akidah dari praktik yang berbau syirik, bid’ah dan 
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khurafat yang dapat merusak keutuhan diri tiap umat Islam.
353

 Onghokham 

mengatakan tiga hal yang menjadi dasar dan tujuan setiap kegiatan Soekarno 

dalam mengambil tindakan, yaitu sikap yang anti elitisme
354

, anti kolonialisme 

dan anti imperialisme.
355

 Sukemi ayah Soekarno sering kali berkata “Jangan 

lupa kepada Gusti Yang Maha Suci” sedang ibunya berkata “Jangan lupa 

Karno kepada Hyang Wedi”.
356

 

Soekarno dengan kemampuan yang ada pada pribadinya mencoba 

mengajukan rumusan lain tentang cara memahami Islam agar Islam dapat 

bekembang di Indonesia. Ditengah-tengah suku bangsa yang mejemuk tanpa 

membawa guncangan sosial. Oleh karena itu disamping sandar akan 

keuniversalan juga harus sadar akan kelokalan, hal ini yang menuntut 

penyesuaian pemahan islam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
357

 

Untuk menghidupkan kembali dinamika Islam, Soekarno menempuh trobosan 

baru  yang disebut dengan regeneration dan rejuvenation. 

Pemikiran Islam Soekarno terlihat dari berbagai tulisan di berbagai media 

masa dan pidato mengenai perkembangan Islam dari berbagai segi. Sekalipun 

demikian banyak para pemikir yang mengatakan bahwa Soekarno adalah tokoh 

nasionalis sekuler, sehingga pemikiran Islam Soekarno kurang mendapatkan 

perhatian dimasyarakat.
358

 Melihat dari latar belakang keluarga dan 
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pendidikannya yang lebih banyak berhubungan dengan orang-orang nasionalis 

sekalipun pengetahuan agamanya sebagai muslim juga luas. Sebagai seorang 

politikus Soekarno dikenal sebagai tokoh yang netral terhadap agama, dalam 

pemikiran mengenai keislaman banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik dan 

jiwa nasionalisme. Pemikiran Islam Soekarno dapat dilihat dari tulisannya 

dimajalah Pandji Islam,  majalah dibawah organisasi Islam Muhammadiyah, 

serta beberapa karya tulisannya yang dibukukan. Pemikiran tentang Islam 

dengan menekankan pada aspek pembahasan, rasionalitas, ijtihad serta 

pemikiran tentang negara islam atau pemikiran bangsa yang cendrung 

sekuler.
359

 

Pandangan Soekarno terhadap Islam sebagai agama mayoritas di 

Indonesia, oleh karenanya Soekarno memanfaatkan Islam sebagai kerangka 

dalam membawa perubahan. Islam sebagai agama yang memiliki semangat 

yang mampu bergerak dengan cepat dan dinamis.
360

 Soekarno berpendapat 

bahwa Islam adalah kemajuan yang memiliki makna tersendiri dalam 

pemikiran ke Islamannya. Dengan memegang prinsip bahwa kemajuan 

peradaban umat manusia bukan saja sesuai dengan Islam, tetapi jauh lebih dari 

itu karena Islam sendiri bermakna kemajuan, kemajuan yang identik dengan 

Islam dan kemajuan tidak mungkin bertentangan dengan Islam. 

Allan A. Samson berpendapat bahwa dari beberapa agama yang ada di 

Indonesia, Islam sangat mungin dalam menjalin hubungan langsung antara 

agama dan kekuatan politik. Abdurrahman berpendapat bahwa tugas islam 
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adalah mengembangkan etika sosial (sosial etnics) yang memungkinkan 

tercapainya kesejahteraan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang 

bernama negara nasional atau luarnya. Dalam pandangan Soekarno, Islam is 

Progress, Islam itu kemajuan. Sslam merupakan suatu agama yang berkembang 

pesat di masyarakat Indonesia, sehingga memanfaat islam dalam rangka 

memacu suatu perubahan. Islam yang penuh semangat sehingga mudah dan 

cepat bergerak dalam segala keadaan, oleh karena itu Soekarno menanamkan 

Islam secara dinamis.
361

 

Agama Islam, agama yang sempurna dengan aturan yang mencangkup 

kehidupan manusia didalamnya dan manusia sendiri cara mengaktualisasikan, 

merealisasikan dirinya berdasarkan pedoman agamanya Al qur’an dan Hadist. 

Soekarno memberikan sebuah pemikiran mengenai pondasi negara yang yang 

bercitakan Islam untuk masyarakat yang bermoral demi tercapainya tujuan 

yang sama. Keterlibatan golongan Islam dalam bidang poltik secara besar-

besaran terjadi pada dua masa pasca perang, tepatnya pada tahun 1945 dan 

1965.
362

 Dalam hal ini dengan membawa perubahan fundamental pada tubuh 

rezim dar kekuasaan Jepang kepada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 

1945, dan demokrasi terpimpin kepada orde baru tahun 1956-1966, mereka 

bertindak diluar kerangka politik yang ada, dan dalam kejadian penting diluar 

golongan-golongan yang jatuh atau menggantikan.
363
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Dalam beragama Soekarno melihat adanya sebuah sistem ajaran yang 

didalamnya menyangkut dimensi-dimensi kehidupan manusia dan realitasnya 

kehidupan Islam memberikan pedoman yang menyeluruh pada pribadi 

penganutnya dari segi rohani dan jasmani. Islam memandang manusia secara 

totalitas dengan tidak melakukan pemaksaan 

1. Islam Sebagai Hukum Negara 

Pandangan Soekarno terhadap agama dan negara harus melihat pada 2 

sudut pandang yang berbeda dengan melakukan mufakat dan diskusi agar 

dapat menjurus pada terciptanya kerukunan nasional dalam negara 

kebangsaan. Pertama, persepektif religiusitas pemikiran politik kebangsaan 

ini, soekarno tetap berkomitmen dalam sekulerisme politik lewat sosialisasi 

gagasan dan implementasi dalam bentuk kebijkan-kebijakan negara 

terhadap Islam politik.
364

 Kedua, Persepektif sosiologi politik, polemik 

antara hubungan agama dan negara yang tidak selesai menandakan bahwa 

belum tuntasnya persoalan hubungan dan posisi agama dalam negara 

Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa dari sisi ideologis, konfigurasi dan 

polarisasi kekuatan politik di Indonesia tidak mengalimi perubahan yang 

signifikan dengan terbaginya kubu antara agama dan nasionalis.
365

  

Dalam hal ini hendaknya setiap agama berlomba secara sehat dan 

menghormati dalam melakukan persaingan membudayakan agamanya, 

sedangkan tugas dari umat Islam dalam kehidupan pribadi atau masyarakat 

adalah membela cita-cita agama Islam. Pembelaan ini hendaknya ditempuh 
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dengan jalan paksaan melainkan dengan jalan mufakat dan musyawarah 

setiap masalah yang akan diambil secara bersama. Perjuangan Islam tidak 

dimulai dari atas dengan jalan yang singkat, tetapi dengan jalan yang 

panjang dan kuno yaitu dengan membudayakan tradisi setempat dengan 

ajaran islam. Generasi baru diharapkan dapat melahirkan suara yang dapat 

memperjuangkan Islam diparlemen, sehingga kualitas agama Islam benar-

benar dapat terwujud dengan banyaknya wakil umat Islam yang 

memperjuangkan Islam secara baik dan benar.
366

 

Pandangan penting dalam pikiran Soekarno mengenai negara “Barang 

siapa menganjurkan agar hukum Islam dijadikan hukum negara, maka 

dalam konteks lain harus memikirkan juga memikirkan umat kristen dan 

umat agama lainnya yang ada di Indonesia”. Jika Islam dijadikan sebagai 

institusi negara maka akan ada kesenjangan dan kediktatoran terhadap 

kelompok minoritas.
367

 Soekarno monolak secara tegas bahwa yang 

mengharuskan persatuan agama dengan negara karena tidak ditemukan 

dalam unsur ajaran Islam yang menyatakan demikian, seandainya ada 

perintah demikian  itu menurut pandangan Soekarno tidak mungkin terjadi 

ketidaksepakatan dikalangan umat Islam untuk menyatukan agama dan 

negara yang menyatakan berdasarkan ijma’ dari para ulama.
368
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Soekarno berpendapat bahwa persatuan agama dan negara dalam 

pandangan Islam, Islam adalah wahyu Allah S.W.T dan bukan sistem dari 

sosial-politik yang mengandung aturan kemasyarakatan, yang diatur oleh 

Islam hanyalah budi dan moral dimana didalamnya terdapat berbagai prinsip 

tindakan yang dapat meningkatkan derajat, budi, moral manusia dan 

mencegah mereka terjerumus pada hal-hal yang dapat merendahkan 

martabat kemanusiaan.
369

 

Pada tulisan tentang Islam yang diterbitkan melalui Pandji Islam yang 

berbasis di Medan 1940, Soekarno mendukung pemisahan Islam dan negara. 

Meskipun demikian, tidak menyatakan bahwa sama sekali tidak boleh ada 

hubungan apapun antara kedua wilayah religio-politik. Hal ini Soekarno 

menentang hubungan formal legal antara Islam dan negara, khusunya dalam 

negara yang keseluruhannya tidak menganut agama Islam, hubungan ini jika 

dilanjutkan akan menimbulkan celaka bagi keutuhan negara.
370

 

Pada pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 Soekarno berkata “Islam 

tidak meminta satu formele verklaring bahwa negaranya adalah negara 

Islam, tetapi meminta agar suatu negara dengan betul menyalakan api 

keislaman didada setiap penganutnya, api Islam yang menyala diseluruh 

tubuhnya, inilah yang menjadikan negara menjadi negara Islam bukan satu 

keterangan diatas secarik kertas. Negara berpedoman pada agama, baik 

kita terima negara dipisah dari agama, tetapi kita kobarkan seluruh rakyat 

dengan apinya Islam, sehingga semua keputusan badan perwakilan 
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bersemangat dan berjiwa Islam”. Dalam ideologi politik Soekarno tidak 

menghendaki berdirinya negara Islam, tetapi negara kesatuan nasional 

berdasarkan pancasila. dalam hal ini bukan berarti Soekarno sebagai orang 

yang tidak cinta dan percaya akan kebenaran agamanya. 

Tulisan Soekarno dengan judul “Saya Kurang Dinamis” menuliskan 

”maka realita ini menunjukan kepada kita bahwa asas persatuan agama 

dan negara bagi penduduknya tidak 100% semuanya Islam, tidak bisa 

berbaringan dengan sistem demokrasi. Buat negeri yang demikian itu 

terdapat dua alternatif, hanya dua hal yang dipilih, satu diantaranya, 

persatuan agama dan negara, tetapi zonder demokrasi atau demokrasi, 

tetapi negara dipisahkan dari agama!. Persatuan agama dan negar, tetapi 

mendurhakai demokrasi dan main diktator atau setia terhadap demokrasi, 

tetapi melepaskan asas persatuan negara dan agama.
371

 

Peham pemisahan agama dan negara memunculkan kritik dari 

sejumlah aktivis Islam pada masanya, seperti Natsir yang gagasannya 

bertolak belakanga dengan pandangan Soekarno. Natsir percaya pada watak 

holistik Islam yang mendukung pernyataan H.A.R Gibb bahwa”Islam 

sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja, ia adalah kebudayaan 

yang lengkap”. Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik 

ritual, melainkan juga meliputi prinsip-prinsip umum yang relevan untuk 

mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.
372

 Natsir berpendapat 

bahwa Islam dan negara adalah dua entitas religio-politik yang menyatu, 
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yang menyatakan “Negara bagi kita, bukan tujuan tetapi alat, urusan 

negara pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tidak 

bisa dipisahkan, satu intergreerend deel dari Islam”.
373

 

Terlepas dari perbedaan pandangan Soekarno dan Natsir mengenai 

agama dan negara, keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan 

menjalankan agama bagai warga negaranya. Karena realisasi nasionalisme 

pada seseorang dalam bentuk nyata merupakan sesuatu yang sangat 

dianjurkan dalam agama Islam.  

2. Islam dan Demokrasi  

Demokrasi yang merupakan pilar terbentuknya negara Indonesia, yang 

merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila, sekalipun dalam 

perjalannya demokrasi tidak kesemuanya berjalan mulus. Demokrasi ang 

memiliki dua makna, Pertama, bentuk atau sistem pemerintahan yang 

seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. 

Kedua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak 

dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya.
374

 

Hubungan Islam dengan demokrasi Soekarno menggunakan 

pendekatan normatif dan empiris yang berbeda dengan para pemikir muslim 

lainnya. Pada pendekatan normatif dengan mempersoalkan nilai-nilai 

demokrasi dari sudut pandang Islam, sedangkan menganalisis implementasi 

demokrasi dengan praktek poltik dan ketatanegaraan. Demokrasi sering 

dipakai untuk menutupi begitu banyak ketidakadilan disamping dipakai 
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sebagai alat imperialis dan kapitalis untuk menghisap rakyat jajahannya.
375

 

Tidak ada alasan umat Islam menolak demokrasi karena antara keduanya 

memiliki kohesi yang terletak pada persamaan (equality), didalam Islam 

dimanifestasikan oleh tauhid sebagai satu gagasan kerja (a working idea) 

dalam kehidupan sosio politik umat Islam dan hakikat tauhid sebagai 

gagasan kerja ialah persamaan, solidaritas dan kebebasan. 

Hubungan Islam dan demokrasi dikelompok berdasaran ideologi, 

terpecah menjadi:
376

 

a. Islam dan demokrasi merupakan sistem politik yang berbeda, karena 

Islam politik mandiri yang dipandang sebagai sistem alternatif terhadap 

demokrasi. Dimana Islam dan demokrasi memiliki hubungan saling 

menguntungkan secara eksklusif dalam saling menutupi kekurangan.  

b. Islam dan demokrasi berbeda secara prosudural dan praktek, sekalipun 

dalam demokrasi sendiri terdapat prnsip-prinsip Islam. 

c. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem 

politik demokrasi seperti yang dipratekkan oleh negara-negara maju, 

karena didalamnya terdapat prinsip syura (musyawarah) dan ijma’. 

Demokrasi bersifat interpretatif, dalam artian bahwa setiap penguasa 

negara berhak mengatakan bahwa negaranya demokrasi, sekalipun paham, 

nilai dan prinsip negaranya berbeda dengan pengertian demokrasi. Dari sifat 

itu terdapat macam demokasi, seperti demokrasi rakyat, demokrasi komunis, 

demokrasi proletar, dan lain-lain. demokrasi yang pernah diterapkan di 
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Indonesia berdasarkan sifat interpretatif demokrasi pancasila, demokrasi 

parlementer dan demokrasi terpimpin.
377

 

Soekarno dalam hal ini berusaha dalam menggabungkan paham 

demokrasi dengan ajaran Islam, dengan mengatakan bahwa pengutamaan 

kelompok sayid akan membawa munculnya sistem aristokrasi dalam Islam 

dan apabila hal itu terjadi maka suburlah kehidupan kaum foedal di 

kalangan umat Islam. Penolakannya terhadap pengutamaan hak-hak sayid 

karean dianggap sejalan dengan pandangan politiknya yang anti elitisme, 

anti kolonialisme dan anti imperialisme.
378

 

Soekarno mengatakan Islam yang sejati adalah satu religious 

democratie, satu kerakyatan yang bersandar pada kepada persatuan agama. 

Islam sejati mencantumkan kepada soal khalifah itu beberapa syarat, yang 

dua diantaranya sangat penting, maha rill. Khalifah harus berkuasa sungguh-

sungguh buat menegakkan dan melindungi Islam diseluruh kalangan 

umat.
379

 Pada kesempatan lain Soekarno menyatakan bahwa Islam adalah 

agama yang menjunjung tinggi azas nasionalisme: “Islam sejati mewajibkan 

kepada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang didiami dan 

bekerja untuk rakyat antara mana ia hidup, selama negeri itu dan rakyat itu 

masuk dalam darul Islam”.
380

 

Secara spesifik mengungkapkan pendapatnya mengenai demokrasi, 

sebagaimana berikut: “Demokrasi bagi kita sebenarnya bukan sekedar satu 
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alat teknis, tetapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita, tetapi kita 

harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran kita itu diatas kepribadian 

kita sendiri diatas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan 

makmur”. Pemikiran lebih tegas dalam cara keyakinan dan kepercayaan , 

kedaulatan rakyat bukan hanya sekedar alat saja. Berfikir dan merasa bukan 

sekedar hanya teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional 

dan secara kekeluargaan.
381

 

Penyataan Soekarno dapat dipahami bahwa demokrasi adalah sebuah 

alat untuk mempertemukan ide-ide dari seluruh elemen masyarakat, untuk 

menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam demokras kedaulatan ada 

ditangan rakyat, rakyatlah yang berkuasa. Kedaulatan bukan hanya sekedar 

alat, akan tetapi mempunyai kekuatan yang sangat besar. Oleh karenanya 

seorang pemimpin hendaknya menjiwai apa yang diinginkan rakyatnya 

untuk kemaslahatan bersama. Pernyataan ini diungkapkan Soekarno 

sebelum memimpin demokrasi terpimpin.
382

 

Larry Diamond, Symour Martin Lipset dan Juan J Linze berpendapat 

bahwa Islam tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam demokrasi.
383

 

Jika dilhat pada kacamata pemerintahan Indonesia, pernah menjadi 

permusuhan antar golongan saat terjadinya pemilu sebelum tahun 2004, 

sekalipun demikian Indonesia juga membuktikan bahwa demokrasi bisa 
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dipraktekkan secara benar ditengah-tengan masyarakat muslim setelah tahun 

2004.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, di dapat beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ir. Soekarno seorang yang menggunakan gagasan-gagasan tradisional 

dengan sukses yang mengarahkan penduduk dan meningkatkan 

kewibawaannya dalam memimpin negara utamanya pada masa demokrasi 

terpimpin, tetapi dalam hal ini terdapat kegagalan, konservatisme yang 

tumbuh didalam rezim demokrasi terpimpin sehingga mengalami 

cengkeraman gagasan yang diciptakannya sendiri akibat dari 

ketidakmampuan. Runtuhnya demokrasi terpimpin karena merosotnya 

perekonomian negara, politik luar negeri Soekarno yang anti barat (trauma 

dari kolonialisme dan Imperialisme), ketidakseimbangan kekuatan politik 

yang komplek antara Presiden, militer, umat Islam, komunis, dan para 

nasionalis sehingga mengakibatkan pertempuran politik secara terus-

menerus hingga akhir kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dengan 

adanya kudeta merangkat yang dilakukan oleh pemerintahan Jendral 

Soeharto. 

2. Ir. Soekarno sebagai The Founding Father Indonesia, ideolog dan orator 

ulung yang bisa menggelorakan semangat rakyat lewat gagasannya, yang 

dianggap sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan negara 

Indonesia. Pemikiran politik Soekarno tidak dengan mudahnya tercipta, 
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lahir pada masa pemerintahan kolonialisme belanda mengangkibatkan pola 

pikir dasar terbentuk selain dari pada itu didikan orang tua dengan 2 budaya 

yang berbeda, pendidikan formal dan hubungan dengan tokoh-tokoh 

nasionalis, agamis dan sosialisme mengakibatkan pola pikirnya terbentuk. 

Soekarno dalam pemikirannya sangat mengedepankan konsep gotong 

royong dan berdikari, konsep inilah menjadi dasar dari terciptanya 

pemikiran sosialisme dan nasionalis, Islamis dan marxis.  

3. Munculnya paham sosialisme di Indonesia diakibatkan oleh kolonialisme 

dan imperialisme dari bangsa lain, yang mengakibatkan masyarakat 

Indonesia hidup dalam kemelaratan, kesengsaraan dan tekatan 

dikawasannya sendiri. Melihat dari kondisi inilah Ir. Soekarno membuat 

trobosan baru dalam pemeikiran sosialisme ala Indonesia. 

4. Lahir dan tumbuh ditengah-tengah budaya Jawa dan Islam tradisional, 

sehingga menaruh perhatian pada segi mistik, sehingga mempengaruhinya 

sampai bertemu dengan pemikiran sinkretis, yaitu berusaha mencari 

perpaduan antara berbagai kepercayaan, sekalipun dalam mencarinya 

mendapat pertentangan antara masing-masing kepercayaan. Latar belakang 

pemikirannya mengenai Islam dikaitkan dengan konsep pemikiran lain, 

karena Islam memiliki keterkaitan dalam memperjuangkan bangsa dan 

negara. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, ada 

beberapa saran yang perlu dipertimbangkan: mengungkapkan secara lengkap 
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mengenai ideologi sosialisme religius dalam pemikiran politik Ir. Soekarno 

sangat penting untuk mengetahui rangkaian keseluruhan dalam peristiwa 

sejarah. Semoga ada para ahli sejarah memiliki minat melakukan kajian lebih 

dalam dan rinci. Maka dari ini, peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini untuk menemukan sesuatu yang baru dan mengarah pada 

kebaikan hingga pada akhirnya benar-benar dapat bermanfaat bagi banyak 

orang. 
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SOSIALISME RELIGIUS DALAM PEMIKIRAN POLITIK IR. 

SOEKARNO TAHUN 1959-1966 M”, adalah hasil penelitian atau karya saya 

sendiri yang tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada 

bidang studi atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh 

individu selain penyusun, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan 

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku di UIN KH. ACHMAD SIDDIQ Jember. 

Jember, 28 Oktober 2021 

Kami yang menyatakan 

Intan Virgina Z.M 

U20174014 
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